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ABSTRAK

¿Nama : Daya Medioa
Program Studi : Hukum Ekonomi
Jndal : Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Atas ifcbn

Tarif Jasa Teiekomonikasi Selnkr di Indoaesia

Tesis zm membahas perlindungan konsumen atas iklan tarif jasa telekomunikasi 
seluler di Indonesia. Latar belakang tesis ini adalah maraknya peran iklan tarif 
jasa telekomumkasi seluler di Indonesia. Langkah awalnya adalah dengan melihat 
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan iklan tarif jasa telekomunikasi 
seluler Dari pengaturan-pengaturan tersebut» kemudian dilihat bentuk-bentuk 
iklan tarif jasa telekomunikasi yang diinformasikan kepada masyarakat dan 
bentuk-bentuk iklan yang merugikan konsumen. Atas iklan tarif jasa 
telekomunikasi seluler yang merugikan masyarakat dapat dimintakan 
pertanggungjawaban Atas iklan tarif jasa telekomunikasi seluler yang 
diinformasikan kepada masyarakat dilakukan pengawasan oich pemerintah, 
masyarakat, dan Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat Penelitian ini adalah 
penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian meyarankan 
agar dapat dibentuk sebuah undang-undang yang mengatur secara khusus tentang 
periklanan, Kemudian diperlukan pihak yang bertanggung jawab alas iklan tarif 
jasa telekomunikasi seluler yang jelas. Selain itu juga diperlukan perbaikan 
Irinega terhadap lembaga yang diamanatkan untuk melindungi kosumen atas iklan 
tanfif jasa telekomunikasi seluler di Indonesia, yang kemudian juga dibentengi 
oleh se if regtdatkm  yang efektif.

Kata Kunci:
Perlindungan Konsumen, Iklan, Tarif Jasa Telekomunikasi SeSuler
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ABSTRACT

Name : Dayu Medina

Study Program : Hukum Ekonomi

Title : Juridical Analitic Consumer Protection From Advertisement

Telecommunication Celuller Tariff In Indonesia

This theses discusses about consumer protection from advertisement 
telecommunication celuller tariff in Indonesia The back ground of this theses is a 
wars of advertisement telecommunication celuller tariff. First step to wort this 
theses is see all of the law about advertisement of telecommunication celuller 
tariff, and than see all of advertisement telecommunication celuller tariff when the 
advertisement telecommunication celuller tariff makes consumer looses. Because 
consumer get looses from advertisement telecommunication celuller tariff, 
consumer had to get responsibility from operator celuller. Goverenment, people, 
independent consumery protection bodies can control that advertisement 
telecommunication celuller tariff. This theses suggest to make advertisement act, 
and needed to clearence liability for the advertisement telecommunication celuller 
tariff in Indonesia So we need a good working from consumer protection bodies, 
and a good working from advertisement bodies (efectifity self regulation).

Key words:

Consumer protection, advertisement, telecommunication celuller tariff
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya gerakan ’’konsumerisme” dan segala permasalahannya 

kepermukaan masih relatif baru. Kepopuleran dan paham konsumerisme ini bani 

mulai mendapat perhatian dunia bisnis maupun birokrasi sejak Presiden Amerika 

Serikat, J. F. Kennedy pada tahun 1962 mengukuhkan adanya hak-hak 

konsumen.1 Pengukuhan ini timbul atas desakan konsumen di Amerika pada 

tahun 1930-an yang sudah mulai mempertanyakan adanya ketidakadilan dalam 

memperoleh pelayanan, baik jasa pelayanan yang disediakan oleh industri 

maupun pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah. Konsumen mulai 

mempermasalahkan adanya ketidaksesuaian harga dengan mutu barang atau jasa 

serta keselamatan penggunaannya. Pemasaran barang dan jasa secara bebas dan 

canggih di negara liberal telah menimbulkan mekanisme defentif di kalangan 

konsumen dan mulai terdapat ketidakpercayaan akan informasi sepihak yang 
disampaikan para produsen.2 Keadaan tersebut menimbulkan pemikiran terhadap 

perlindungan konsumen.

Namun sejarah menunjukkan bahwa sebenarnya perlindungan konsumen 

sudah ada sejak dahulu. Plato telah mengkonstatir bahwa para penjual bahan 

(makanan) jika menentukan harga, menyamaratakan saja harga itu tanpa 

mempertimbangkan mutu bahan yang baik dan yang tidak baik.3 Keadaan tersebut 

merupakan gambaran kebutuhan konsumen untuk dilindungi atau dapat dikatakan 

perlindungan konsumen yang masih tradisional.

'Empat hak-hak konsumen yang disampaikan oleh J. F. Kennedy yaitu: the righl to saje 
prodMCts, the right to be 'mjormed abtmi produets, the righl to defuute choiees w  sekaing  
prod*ct\, the righi to be hcard regarding consumer interests. Hak-hak tersebut disampaikan pada 
'pidatonya di depan kongres pada~tanggal 15'Maret 1962. (Inosentius Samsui, Perfi/tdungan 
Hukum: Kemungdnan Penerapan Tanggung Jawab M utlak, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia, 2004), hal. 7;

2Yu5uf Sbofie, Editor, Percakapan tentang Pendidikan Konsumen dan Kurikulum 
Fakultas Hukum, (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKJ) USAID ), hal. 33;

*Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Simposium Aspek-Aspek 
HakmuMasalah Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Binacipta, 1986). hal. 56;

1
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Di Inggris, gerakan perlindungan konsumen didasarkan pada kebutuhan 

para saudagar atau poni pedagang. Di mana asumsi dari pengaturan yang dibuat 

didasarkan pada derajat yang sama terhadap kekuatan ekonomi antara para pihak. 

Dan asumsi itu teijadi karena saat itu secara umum pedagang peduli dan beriiati- 

hali dan berusaha dengan fa ir dan sangat memperhatikan pembeli. Namun 

keadaan masyarakat saat itu masih seperti masyarakat pedesaan (rnral 
communitie},4

Sementara itu, Amerika Serikat dalam gerakan awal perlindungan 

konsumen ditandai oleh tujuan dan filosofi bahwa pengaturan dimaksudkan untuk 

memhenkan bantuan atau perlindungan terhadap konsumen yang berpenghasilan 

rendah (hw-meome consumer\ memperbaiki cara distribusi dan kualitas barang 

dan jasa, meningkatkan jumlah persediaan barang dan jasa di pasar, meningkatkan 

persaingan antara produsen.'

Di Indonesia pembangunan dan perkembangan perekonomian diberbogai 

sektor, terutama di bidang perdagangan dan perindustrian menghasilkan variasi 

produk barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi Kemajuan di bidang ilmu 

pengetahuan, teknologi dan telekomunikasi, serta informatika juga turut 

mendukung perluasan gerak transaksi barang dan/atau jasa hingga melintasi balas- 
batas wilayah suatu negara.

Keadan tersebut juga didorong oleh pembangunan nasional yang bertu juan 

untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritiriJ 

dalam era demokrasi ekonomi yang berdasarkan pancasila dan undang-undang 

dasar 1945. Selanjutnya pembangunan perekonomian nasional pada era 

globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha, sehingga mampu 

menghasilkan keanekaragaman barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan 

teknologi yang dapat menimbulkan kesejahteraan masyarakat banyak atau jasa

‘iohn Gcidring, Laurcuce W Maber, and Jill Mckeough. Conjwm r Pnrtectk»* Law, 
(AusJraKaThe Federal Press, 1993), hal. I,

'inoscsUras Sasnsal, PtTfmdsmgan Kcvtswrren: Kemungfcnan Ptntrapan TmiggmjgJamtsb 
MuSkA .̂ (Jakarta: Fakultas Hukum ITniversiCas Indonesia, 2004), hal. 6;

Universitas Irtdonesia
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3

yang diperoleh dan perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian pada 

masyarakat6

Selain dengan berkembangnya perekonomian dan tujuan pembangunan 

nasional, globalisasi juga menjadi pendorong kemajuan di bidang teknologi dan 

informasi. Perkembangan teknologi dan informasi ini akan mendorong 

perkembangan bidang perdagangan dan perindustrian. Sehingga kegiatan usaha 

baik itu perdagangan maupun perindustrian tidak lagi terbatas didalam negeri saja. 

Dengan perkembangan tersebut tidak hanya menguntungkan pelaku usaha atau 

produsen, tapi juga menguntungkan bagi negara dan konsumen.

Keuntungan yang diperoleh oleh konsumen adaJaii tersedianya barang 

dan/atau jasa yang dibutuhkan. Selain itu konsumen juga dapat memilih barang 

dan/alau jasa yang tersedia, karena tidak hanya ditawarkan dengan satu merek 

yang diproduksi satu perusahaan saja. Dan konsumen juga dapat menikmati 

barang dan/atau jasa yang tidak hanya tersedia di dalam negeri- tapi juga barang 

dan/atau jasa yang berasal dari luar negeri.

Dengan adanya persaingan, maka perusahaan akan mempromosikan 

barang yang diproduksinya agar dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Perusahan 
yang sukses menyadari pentingnya konsumen dan memiliki pendekatan yang 

canggih serta data rinci yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi
•9

organisasi dan pemasaran. Pemasaran tersebut tidak hanya dengan menawarkan 

barang dan/iatau jasa secara langsung kepada konsumen* tetapi saat ini pemasaran 

yang lebih mudah dan efektif dapat dilakukan melalui media masa, baik media 
elektronik maupun media cetak atau yang saat ini kita sebut dengan iklan.

Dengan strategi pemasaran lewat iklan, maka pengusaha tidak hanya 

menawarkan produknya tetapi juga telah mengubah atau membentuk paradigma 

konsumen. Sehingga peranan iklan sangat besar.

*Badan Pembinaan Hukum Nasional , Laporan Tim Anatisa Dan fCvuIuasi Tcniang 
Periitofongm Hukum Dalam E-Ctxtmterct Tahun 2000, (Jakarta: BPHN, 2000), hal l ;

7J. Paut Peter dan Jeny C. Olson, Cortsumcr Bchavior: Perilaku Konsumcjt dan Strategi 
Pemasaran, Jilid t  Edisi 4, (Jakarta: Erfantga), hal. 4.;

Unwefsttaslndonesia
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Berbicara tentang iklan atau persaingan iklan sangat menarik untuk 

melihat persaingan iklan tarif yang teijadi dihidang industri telekomunikasi. Hal 

ini disebabkan karena industri telekomunikasi merupakan sektor strategis dengan 

magnrtude bisnis luar biasa. Pertumbuhan pasar di sektor tersebut progresif, haik 

dari ragam Layanan, jumlah penyedia jasa, dan pengguna jasa. Dan dianlara jenis 

jasa telekomunikasi yang tersedia pertumbuhan pangsa pasar telepon seluler yang 

lents bergerak naik dari lahun 2004 hingga 2006 beranjak dari angka 74,51% 

hingga 81,15*k Sampai dengan 2006. Pelaku usaha pada industri telekomunikasi 

selular adalah TeEkomsel menguasai pasar sebanyak 55,79%, Indosat sebanyak 

26,18%, Excdkomintio (XL) sebanyak 14,93%, Mobile-8 (Frai) sebanyak 2,86%, 

Sampoema Telekomunikasi Indonesia sebanyak 0,21%, dan Natrindo Telepon 

Selular (NTS) sebanyak 0,02% *

Dengan berkembang pesatnya bidang telekomunikasi selukr tersebut, 

pengusaha harus melakukan upaya agar dapat bersaing, salah satu caranya deraan 
menayangkan iklan di media cetak dan media elektronik dengan menjanjikan 

layanan yang berkualitas dan murah. Sehingga saat ini bisa kita lihat berbagai 

macam iklan tarif murah bagi pengguna jasa scJular. Karena fwfa prinsipnya, 
masyarakat membutuhkan tarif selukr yang murah.

Dengan adanya iklan tarif murah seluler tersebut, menarik banyak 

konsumen untuk menggunakan produk yang ditawarkan. Meningkatnya jumlah 
pengguna jasa telekomunikasi seluler tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas 

dan ketersediaan jaringan. Sehingga banyak keluhan dari masyarakat, misalnya 

jaringan yang putus-putus, conection yang tiba-tiba putus, dan lain-lain. Keluhan 

masyarakat tersebut mencerminkan bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh 

operator seluler termasuk kesalahan yang mungkin dilatarbelakangi dari iklan tarif 

yang diluncurkan oleh pengusaha tersebut

Selain itu tindakan atau usaha yang dilakukan oleh operator seluler 

tersebut dilandasi oleh pandangan bahwa konsumen hanyalah sebatas objek untuk 

mencari keuntungan, bukan sebagai mitra usaha Dalam hal ini karena konsumen

* "TariUlwalv Bisnis Meriah, "Ki&rm Tempo (14 April 28GS);

Universitas Indonesia
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tidak mempunyai posisi yang seimbang dengan pelaku usaha. Ketidakseimbangan 

ini terjadi karena pihak pelaku usaha mempunyai informasi dan teknologi, 

sementara itu konsumen sangat terbatas akan infoimasi dan teknologi tersebut 

Sebagaimana yang ¿¡kemukakan. oleh A . Z . Nasution bahwa kedudukan 

konsumen dari sudut sosial-ekonomi/ keuangan, hukum dan peradilan seda daya 

tawar {bargain irtgpower), masih sangat-sangat lemah.9

Selain itu yang menjadi permasalahan apakah perang iklan tarif jasa 

seluler yang teijadi pada bidang telekomunikasi selular ini adalah perang yang 

sehat 3ukan perang yang diwarnai dengan intrik. Direktur lembaga advokasi dan 

perlindungan konsumen, Farid Wajdi menyatakan, semua operator telepon selular 

itu, mengklaim bertarif termurah, namun strategi merebut pangsa pasar seperti itu 

mengakibatkan persaingan pemasaran yang kurang sehat dan cenderung menipu 
konsumen.10

Banyak informasi yang tidak disampaikan kepada konsumen agar 
konsumen tertarik dengan iklan yang dibuat dan ada unsur pembohongan publik 

yang dilakukan oleh operator seluler di indonesia Salah satu contoh pelanggaran 

iklan yang dilakukan oleh operator seluler adalah dengan mencantumkan klausula 
“syarat dan ketentuan berlaku0 dalam iklan-iklan yang ditayangkan, namun syarat 

dan ketentuan berlaku tersebut tidak dijelaskan dan ditulis sekecil mungkin agar 

tidak terlihat jelas.

Perang iklan tarif selular tersebut memang berdampak positif untuk 

perusahaan selular, namun hal tersebut tidak diimbangi dengan kualitas yang baik. 

Keadaan tersebut juga menjadi keluhan masyarakat, karena ketika menggunakan 

produk seluler tersebut ternyata sangat sulit untuk menghubungi pengguna 

lainnya, karena jaringannya sibuk, atau kualitas suara tidak baik, dan keluhan- 

keluhan terhadap kualitas lainnya.

Z. Vasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatau Pengantar* (Jakarta: Obdir 
Media, 2002), hal. xn.;

^ T ld a a  T arif Ponsel Murah Menyesatkan,” 31 Maret 2008 
<hnp'//poascLsayan8inanda.comfscaicWpcriindungan*konsumcn>;
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Berdasarkan data hasil jejak pendapat Ittjormahan and Canmnmtcation 

Tecnatttgy (1CT) Watch terhadap 4.888 responden pengakses DetikNet, 42,37% 

nsenOai perang iklan lari f  seluler terindikasi membodohi publik. Sementara 

30,43% responden menyebutkan iklan cukup memberikan sugesti bagi mereka 

daiam memilih kartu seluler. Ironisnya sebanyak 45,62% aian mayoritas 

responden mengaku perang iklan tarif justru menurunkan kualitas layanan 

operator.11

Fenomena iklan tarif murah yang ditayangkan tersebut, sangaa kontras 

dengan kepulasan Komisi Persaingan Usaha yang dalam putusan terkail dengan 

Temasek, meminta penurunan tarif seluler, karena tarif seluler di Indonesia lebih 

mahal jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia. Keputusan Komisi 

Persaingan Usaha tersebut untuk menurunkan tarif seluler di Indonesia karena 

!dbdh mahal, juga dikuatkan dengan hasil penelusuran perusahaan Unanctal JP 

Morgan dua tahun yang lalu, yang menempatkan tarif seluler Indonesia sebagai 

yang termahal kedua di Asia Pasifik.12

Banyaknya keluhan dari masyarakat pengguna selular atas iklan tarif murah 

yang ditayangkan^ pemerintah seharusnya mempunyai kepentingan yang sangat 

besar untuk menindaklanjuti masalah tersebut, karena menyangkut dengan 

kesejahteraan rakyat Untuk itu pemerintah harus meneutukan sikapnya dengan 

memberikan perlindungan kepada pengguna jasa seluler di Indonesia terkait 
dengan masalah ildan tarif dan tarif itu sendiri.

R . R b b o s s s  5 h s s ls k

Dari latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini difokuskan pada 

permasalahan sebagai berikut

a. Bay im arobh  pengaturan tentang iklan tarif jasa seluler di indomesia?

,J ‘'p£Tseps3 Konsumen atas Iklan Operator Sdutar^Jl Maret 2©QS.
^tohn^ia!ka^-18722.himl>; 

n  K uraT eo^o, op. dL^
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b. Bagaimanakah bentuk-bentuk iklan tarif jasa seluler yang merugikan 

konsumen?

c. Bagaimanakah bentuk pengawasan terhadap penerapan tarif oleh operator 

seluler dan siapakah yang melakukan pengawasan pelaksanaannya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

a_ Untuk mengetahui pengaturan tentang tarif seluler di Indonesia.

b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk iklan tarif jasa seluJer yang 

merugikan konsumen.

c. Unluk mengetahui bentuk pengawasan terhadap penerapan tarif seluler di 

Indonesia dan mengetahui pihak-pihak mana saja yang melakukan pengawasan 

terhadap penerapan tarif tersebut

Kegunaan dari penulisan ini diharapkan dapat membawa manfaat dan 

kegunaan yang tidak hanya bersifat teoritis tapi juga praktis. Kegunaan teoritis 

dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberi masukan bagi perkembangan 

ilmu hukum pada umumnya dan hukum perlindungan konsumen pada khususnya.

Manfaat praktis yang diambil dari penelitian ini adalah unluk mendapatkan 

gambaran yang jelas mengenai perlindungan konsumen terhadap iklan tarif seluler 

di Indonesia.

D. landasan  Teori dan Konsepsional

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah mempunyai isi 

yang bersifat umum dan normatif. Umum karena diperlakukan bagi setiap orang* 

dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh

Univereitas Indonesia
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dilakukan, serta menentukan baepimana caranya melaksanakan kepatuhan pada 

kaidah-kaidah tersebut13

Untuk mewujudkan tujuannya, maka pengkajian hukum tidak dap^t 

dilepaskan dari bidang ilmu yang lain. Salah satu pendekatan atau kajian yang 

telah mulai dikembangkan adalah kajian terhadap hukum khususnya perataran 

perandang-undangan dengan menggunakan konsep-konsep ekonomi

Perkembangan yang kuat mengenai teori ekonomi yang dapat mengkaji 

hukum atau peraturan perundang-undangan, yaitu kajian yang disebut pohfica! 
ectmtmuc ofltnv. Pendekatan teori ini adalah berdasarkan konsep ekonomi makro 

dengan Yariabei-variabelnya, yaitu kepentingan para pelaku ekonomi dalam hal 

ini konsumen, pelaku usaha, birokrasi atau pemerintah, dan kepentingan publik.14 

Pemerintah dijadikan sebagai variabel, karena pemerintah memiliki peranan yang 

besar dalam menemukan arah sualu bangsa. Dalam bidang perlindungan 

konsumen, peran serta pemerintah sangat dibutuhkan kareoa dengan adanya 

persaingan, maka dibutuhkan pihak yang mengawasi dan menctptakan persaingan 

tersebut menjadi persaingan yang sehat

DaJam perlindungan konsumen, teori ekonomi tentang hukum pasar yang 
di kemukakan oleh Adam Smith sangat penting Teori ini menyatakan. Pertama, 

bahwa individu masing-masing yang didorong oleh kepentingannya sendiri yang 

menentukan pekerjaan termasuk produk-produk yang diperlukan oleh masyarakat 
Kedua, harga yang termasuk harga tinggi menurut Adam Smith ditentukan oleh 

pasar itu sendiri, sehingga tidak perlu ada peraturan yang menetapkan harga 

produk tertentu. Ketiga, produsen akan menghasilkan sejumlah barang seperti 

yang dibutuhkan konsumen.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, paham ekonomi klasik yang dipelopori 

oleh Adam Smith tersebut mengagungkan laissez faire (persaingan bebas). Antara 

paham ekonomi klasik dan persaingan bebas saling mendukung, dan berakar pada

33Susanti Adi Nugroho, Proses Patyetesaiart Sengketa Konsumen Lhttttfcm dan Hukum 
Acara Seria Kendala Impiemeniaiittya, (Jakarta: Kencana Pnenada Media Group, 200S). h il31,

i-aDidit Fbriade Estiko dan Novhoto M Hcndro, Editor, Reformasi Htth em Sbs&jeti/r 
(M a u : S d i^an al Jenlral DPR 1U ?usal ?en^ajian dan Pdayaiun Inforausi, 200S)l h sl 197;
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paham hukum alam. Kedua paham tersebut melihat individu mengetahui 

kepentingan .fjjorcta yang paling-bqik <fcn oara mencapainya disebabkan karena 

manusia sebagai individu mempergunakan akalnya. Menurut hukum alam 

individu-individu diberi kebebasan untuk menetapkan langkali-langkahnya, 

dengan sekuat akal dan tenaganya, untuk mencapai kesejahteraan yang optimal 

Berhasilnya individu mencapai kesejahteraan maka masyarakat yang merupakan 

kumpulan dari individu-individu tersebut akan menjadi sejahtera pula. Oleh 

karena itu untuk mencapai kesejahteraannya individu harus mempunyai 

kebebasan bersaing dan negara tidak boleh ikut campur lanj^ta15

Teori Adam Smith tersebut melahirkan dua teori besar dalam perlindungan 

konsumen, yaitu teori perlindungan oleh mekanisme pasar tanpa intervensi 

pemerintah (imregnUifed rnarket phtce) dan teori perlindungan dengan intervensi 

terhadap pasar (govemmem regulated market place)^. Perlindungan konsumen 

oleh mekanisme pasar tanpa ada aturan pemerintah atau negara dikenal dalam dua 

teori, yaitu teori pasar bebas (free market theory) dan teori kedaulatan konsumen 

(canswner saverefgrsty theory).

IJnregfdated market place dijiwai oleh prinsip laissez fa ire  yang 

menjunjung tinggi kebebasan berusaha dan kekuatan pasar atas peraturan 

perundang~undang#n sebagai alat untuk mengawasi kegiatan ekonomi. Dalam 

struktur pasar yang demikian, kedudukan dan peran konsumen sangatlah kuat atau 

berkuasa (sovereign\ sehingga melahirkan teori kedaulatan konsumen (<consumer 

sovervigrify theory). Menurut teori ini, kedudukan konsumenlah yang mengatur 

pasar.17

Sedangkan teori perlindungan dengan intervensi terhadap pasar 

(gpvernmenl regulated marketplace) memberikan kewenangan pemerintah untuk

115 Afciradi Mim dan Sufiarman Ycdo, Hukiim Pertinchaigan Kc*xsxjnen, (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada. 2004),. hal. 190-191;

w>,Inosmjus SanssuJ, op.af, ha!. 26;
^Ibkk
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ikut campur atau melakukan intervensi pada pasar Hal ini didasarkan pada 

argumentasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, jaitu: '*

a. Dalam masyarakat modem, produsen menawarkan babagai jenis produk baru 

hasil kemajuan tekhnologi dan manajemen. Barang-barang tersebut diproduksi 

secara m asai

b. Hasil produksi dengan cara masai dan tekhnologi canggih, potensial bagi 

munculnya risiko produk cacat yang dapat mengakibatkan kemgjan konsumen. 

Dalam hal ini, barang yang ditawarkan kepada konsumen tidak memenuhi 

standar dan bahkan berbahaya.

c. Hubungan antara konsumen dan produsen berada pada posisi yang tidak 

seimbang.

d- Persaingan yang sempurna dalam prakteknya jarang tegadL

Ketika suata bangsa memasuki tahapan negara kesejahteraan, tuntutan 

terhadap intervensi pemerintah melalui pembentukan hukum yang, melindungi 

pihak lemah sangatlah kuat19 Selain itu pada era pasar bebas saat ini mendptakan 

lalu lintas hubungan produsen dengan konsumen menjadi semakin dekat dan 

semakin terbuka, campur tangan razgam, kajasama antar negara, dan kojaszma 

internasional sangat dibutuhkan. Hal tersebut ditujukan untuk mengatur pola 

hwhmiiyn produsen, konsumen, dan sistem perlindungan konsumen.

Di Indonesia polemik tentang perlu tidaknya intervensi pemerintah di 

bidang perlindungan konsumen joga sangat dirasakan. Berdasarkan prinsip 

pembangunan yang antara lain menyatakan bahwa pembangunan dilaksanakan 

bersama oleh pemerintah dan karena itu menjadi tanggung jawab bersama pula,

l% tíféd,íáL3fK
‘*Eniuii tta jjg ilgnk ' “Peran Hukum d¡ Indonesia; IVnMiH», M em M U n

Bawema daa ̂ te n p q to s  K fyjahferaza Sosial" Disonparkart Du&sse f&rtgfa L fcs
NauJUt Daut P&iu&aian Tahun Emas Vniaer&iias Indonesia:
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maka melalai pengaturan dan pengendalian oleh pemerintah, tujuan pembangunan 

nasional dapat dicapai dengan baik.7”

Untuk lebih jelasnya intervensi pemerintah dalam hal perlindungan 

konsumen terhadap pengguna jasa selular tertuang dalam:

a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

b. Undang-Undang No_ 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

c. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan;

d. Peraturan Ptmmdang-Undangan lainnya.

Terkait dengan iklan sebagai sebuah informasi signal theory menyatakan 

bahwa informasi yang disampaikan kepada konsumen itu seperti sinyal, ketika 

informasi yang disampaikan itu banyak maka sinyalnya makin kuat, sementara itu 

jika informasi ilu ditutup-tutupi ûléh pèngusàha maka sinyalnya akan semakin 

sedikit Dengan semakin banyak informasi yang disampaikan oleh operator

seluler, dianggap sebagai jaminan produk yang dijual oleh pelaku usaha dan

sebaliknya. Pada dasarnya teori ini menyatakan bahwa:

"th is theory postulâtes timi consumers regard the extern o f warranty 

coverage^ consumers wii! believe that the manufacturer has little 

confidence in the product's quality. As a result, successful marketing o f a 

product requires that the major terms o f warranty meet industry norms

Berdasarkan teori diâtàs dapat dilihat bahwà iklan yang ditayangkan di 

media massa oleh operator selular merupakan sebuah informasi yang dapat 

dianggap sebagai suatu sinyal bagi konsumen. Dengan penayangan iklan tarif 

selular di Indonesia yang sangat banyak dan sering ditayangkan, apakah mampu

* 39 J a ra s  SidabaCofc, Hukum Perim hm guit Konsum en d i ¡tkltjnaia, (Bandung: PT  C ina 
Adkya Bakti, 2006), haL 23;

“ William C Wbâford, "Comm*** on A Theory of the Comumer Pio&jcI W m niy” 
tbbrn Huchtst Koft&cmett I dikumpulkan oleh Inosetttius Suns«!, (Jakarta: Pregram
\ lagj-tagr Pascaiaqana Fakultas Hukum Utùversïlas l&âonesiaX haï. ÎS4;
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membonkan informasi tentang suatu produk secara jelas dan tepat sehingga tidak 

merugikan konsumen.

Untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai berbagai istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, definisi operasional dari berbagai istilah yang 

digunakan sebagai berikut:

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.22

Konsumen adalah sedap orang pemakai barang dan'atau jasa >ang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang Eain, 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.^

Pengertian konsumen dalam bidang jasa telekomunikasi adaJah meliputi 

pelanggan, pemakai, dan pengguna.

Pdwggw j adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang 

menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomnnikasi berdasarkan 
kontraki

Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang 

menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak 
berdasarkan kontrak.25

Pettggutui adalah pelanggan dan pemakai.26

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan ataupun badan usaha baik 

yang bcrbcnftuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara rcpoHik 

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi27

“ IndooEMa, Undang-iJDdang Tenang Perilodungau Konsumen, l ili  No S Taima 1$?9, 
LNT 1N!d.. 42 Tahuai 1999, TLN N6. 3831 , Pasal 1 angka 1, [selanfuflfiya dbvhtt «teragan fadooesu
m  „

f/&<PaoaI 1 a ^ ta 2;
''‘indacDoia. irndang-liradatng Tentang Tdciotmmikasi, l ili  ivo. 36 Tahan 1939, Pzni I 

9„ dt9Sbut dCT̂ 2H lodooisb (b)Jl
P,wal t angka icf 

t aggka 11;
FasaS 1 ao& a3;
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Pelaku usaha bidang telekomunikasi adalah penyelenggara 

telekomunikasi. Penyelenggara telekomunikasi terdiri atas perseorangan, koperasi, 

haAm usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan i«aha swasta, instansi 

pemerintah, dan instansi penahanan keamanan negara.2*

Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan 

pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya 

telekomunikasi.29

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang 

disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.10

Jasa komunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi 

kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.33

Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi sualu 

barang dan atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang 
dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan/2

Telekomunikasi s adalah setiap pemancaran, pengiriman infonnasi melalui 
medium apapun.**

Staran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan 
masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan ipgasan yang dapat 

dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga 

penyiaran yang bersangkutan.37

■^/iniPasal i angka 3,
îbidL Pasal t ai^kal2;

Pasal L angka 5;
3*lbi&, Pasal 1 angka 7; 
nKxdL Pasat I angka 6;

terminologi telekomunikasi adalah ^komunikasi jarak jjnfa~. Koanznkasi 
stodiri frereuntfreir dari bahasa latin ^conm rnaT  yang berani ’’sama". Jika kita beskoaaumkzfl itu 
berarti fcria mengadakan "kesamaan*. Cari i  HovJand, seorang sarjana Amerika, mciogrvnufakaj)

iusmaflhr vtrbaS symhafjt ia  moe&fy ihe hthonior o f other rnJhiduals (commmm.ubera) "  Terdapat 
hidhariksawan, Pengantar Hukinn Telekomunikasi, (Jakarta: PT. Raja G n M )  Persada,

2fl05\ ,  b a l 5,
** Ifriooega (b), ctt̂  Pasal l angfca l;
55 ?asal l aiagka 5;
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Siaran tklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui 

penjiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, 

dan atan manprcmosikan barang atau jasa kepada khalayak « aa ran ^ iV 

mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan;**’

iklan  adalah usaha dengan cara apa pun untuk meningkatkan penjualan, 

baik secara langsung atau pon tidak langsung.37

Iklan m enyesatkan adalah iklan yang ingin mengesankan '“keampuhan” 

suatu barang dengan cara mendemontraszkannya secara berlebihan, akan tetapi 

pada kenyataannya barang dan/atau jasa yang diiklankan tersebut tidak memiliki 

'“keampuhan" apapun sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen yang 

menggunakan barang dan/atau jasa yang diiklankan tersebut3*

Periklanan merupakan usaha jasa yang di saiu pihak menghubungkan 

produsen barang dan jasa dengan konsumen, dan di lain pihak m e n g ta h n ^ a n  

pencetus gagasan dengan penerima gagasan,59

ikian  ta r if ¡asa seluler yang dimaksud dalam tesis ini adalah tklan yang 

ditayangkan di media massa (baik media elektronik maupun media cetak) 

memangku* dengan tarif seluler yang disertai dengan informasi lain yang 

disampaikan oleh operator seluler kepada masyarakat

L  M etode Penelitian

L Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian 

vang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan

Pasal 1 angka 6;
77 Departemen Kesehatan, Pemasa Menteri Kesehatan 'Nomor 329 Tataa 1976 taaarej 

Prodtofcsi dan Picmianin Itfekanaa. Pasal 5 angka 13;
** A. Nratfnon, Komvmen ¿hn Huhtm£cL\, (Jakarta: Ptistafca Stazr Hzr^ma, 1995),

m
^UndangrllcKiaag Nomor 21 Tabun 1982 tentang Keteoeuan -K aom m  piW : t e ,  

Pa^l l s# a 2 alinea 3;
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perundang-undangan, kontrak, putusan pengadilan dan pendapat poni ahli. 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dimana 

pengetahuan dan atau teori tentang objek sudah ada kemudian dipakai untuk 

memberikan gambaran tentang objek penelitian secara lebih lengkap

Sedangkan dipandang dari sudut bentuknya, penelitian ini termasuk 

penelitian preskriptif” Penelitian ini ditujukan untuk mendapat saran mengenai 

apa yang hanis dilakukan untuk dapat melindungi konsumen jasa telekomunikasi. 

Berdasarkan sudut penerapannya, penelitian ini termasuk penelitian >ang 
berfokuskan masalah.

2. Data yang. Digunakan

Sebagai penelitian normatif, penelitian ini menitikberatkan pada siudi 

kepustakaan yang berdasarkan pada data sekunder. Data sekunder digolongkan 

menjadi bahan hukum, yang meliputi:42

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat 

kepada masyarakat dalam hal ini adalah peraturan perundangrundangaD yang 

berfaku dan berkaitan dengan perlindungan konsumen, seperti Undang- 

Undang Nomor S Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang- 

Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 52 

Tabun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Keputusan Menteri 

Perhubungan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan 

Telekomunikasi, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 23 tentang 

Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi dan Keputusan Menteri 

Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa 

Telekomunikasi, serta peraturan perundangan lainnya.

40 Socgono Soekarno, P&tjgantar Penelitian Hukum, (Jakarta: LH Press. U9S6), h ii 10,

■^SocrjaoiJ Soctetta daa Sri Magmtdji, Penelitian Hukum Noem$ttfr C«..6r ( lih r ti:  UI 
rressv 2001X^52;
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b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum 

primer seperti buku-buku, jurnal, makalah-makalah, media masa, internet dan 

daia-dala lain yang beikailan dengan perlindungan konsumen,

c. Bahan hukum tersier yaitu balian yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan 

ini didapat dari kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Cara Pengumpulan Dala

Dalam mengumpulkan dala yang digunakan untuk menyusun penelitian 

ini, penulis melakukan studi kepustakaan dengan membaca tulisan-tulisan yang 

berhubungan dengan topik yang dibahas yaitu perlindungan konsumen pengguna 

jasa sdular atas iklan tarif murah di Indonesia yang terdapat dalam peraturan 

perundangrundangan, buku, surat kabar, majalah, makalah hasil seminar, kamus, 

dan ensiklopedi. Data-data yang diperoleh kemudian dioiah melalui analisis dan 

konstruksi data dengan maksud memberikan gambaran yang komprehensif 

mengenai tema penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif Hal 

ini digunakan untuk memperoleh deskripsi mengenai objek yang diteliti Sehingga 

mendapatkan jawaban sesuai dengan pokok permasalahan dalam peiidman.

F. Sistematika Penulisan

BAB I ; Pendahuluan, Berisi Tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah,

Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian, Teori dan

Konsepsional, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB H ; Dalam Bab Ini Akan Dibahas Dan Dianalisas Mengenai Pengaturan
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BAB m

BAB W

BAB V

Iklan Tarif Sclular Di Indonesia.

: Dalam Bab Ini Akan Dibahas Dan Dianalisa Tentang Periindungan 

Konsumen Pengguna Jasa Telekomunikasi Seluler atas Iklan Tarif 

Murah di Indonesia serta Bentuk-Bentuk Iklan Tarif Jasa Seluler 

yang Menyesalkan.

: Bab Ini Akan Membahas Tentang Bentuk Pengawasan ¿Mas Iklan 

Tarif Sehilar Di Indonesia Dan Pihak-Pihak Yang Melakukan 

Pengawasan.

: Berisi Tentang Kesimpulan Dan Saran, Yang Merupakan Bab 

Penutup.
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BABU
PENGATURAN IKLAN TARIF SELULER DI INDONESIA

A. Iklan S e b a g i Media Informasi

Periklanan merupakan media informasi sangat penting dalam raogka 

promosi atau pemasaran suatu produk. Media ini malahan dipandang sebagai 

sarana terpenting dari sejumlah media pemasaran yang dikenal <fabm 

perdagangan. Dengan demikian, periklanan sangat erat sekali bobungpnnya 

dew an  dunia usaha, karena media iklan merupakan jembatan penting antara 

pelaku usaha konsumen.'*1

Dalam Rancangan Akademik Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan dan Perindustrian dengan 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dinyatakan bahwa ildan merupakan upaya 

sepihak dari pengnsaha untuk menggambarkan barang secara visoal atau audio 

dengan fokus penonjolan pada kelebihan barang dengan maksod untuk memikat 

para pembaca, peodengar atau psnerhatinya.44 Dari pengertian tersebut dapat 

dilihat bahwa iklan merupakan salah satu cara untuk menginformasikan suatu 

produk barang dan jasa dalam kegiatan bisnis.

M enurut A. 7.. NasuDon, bentuk: informasi berkaitan dengan pengenalan 

produk, dapat dibedakan atas empsl bentuk: *s 

a  Label/eliket pada produk;

b  Kegiatan peningkatan penjualan dengan menggunakan pamplet, brosur, kaflet, 

sefebanm, dsb;

c  Kegiatan hubungan kemasyarakatan melalui upacara pengguntingan ptla, 

pelepasan produk ekspor perdana, pengadaan penyerahan M h h  dan 

sombangam

s* N. H. T. Stafezzn, Hmaun Kvmwnen: FerlutJmtgan Konmmm dan Ta/Kigtatg J*x*ab 
PratbA. (Jakarta: h m K d . 2005), hal. 126;

e*Fjtkci5tzs rfukum Umvositu; Indonesia dengan Dejnrtemien Poiixtaitiiu din 
P c rd 3g a a § s r¡„ X kakedi A kaskm ií L 'n d an g-t!/xh u g lc r Ja ¡^  í'crlu td x n g fjtt K am xjxan , ta L 66 ;

A. Z. Xaaflif«. of*. ciL. bal. 40:
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d Periklanan atau cara-cara lain yang memperkenalkan produk pada konsumen« 
mempertahankan,, dan meningkatkannya

Dalam Tala Cara dan Tala Krama Periklanan menyalakan bahwa 

periklanan merupakan suatu sarana pemasaran dan sarana penerangan yang 

memcging peranan penting dalam pembangunan.46

Dalam Undang-Undang Penyiaran dikatakan bahua iklan adalah informasi 

yang bersilat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, 

dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan 

kepada lembaga penyiaran yang berangkutan

Dari pengertian yang dinyatakan diatas dapat disimpulkan bahwa iklan 

merupakan suatu sarana untuk menyampaikan informasi oleh pelaku usaha kepada 

konsumen.

Dalam pandangan tradisional informasi hanyalah sesnafn yang chdapalkan 

oleh konsumen jika dia membutuhkannya47, bukan menjadi keharusan bagi pelaku 

usaha untuk menyampaikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh konsumen. 
Kemudian pandangan hu mengalami perubahan seiring dengan berubahnya 

pandangan ieissez-jaire menuju govenunent regulascd marka piace. Sehingga 

pelaku usaha harus memberikan informasi yang penting bagi konsumen tanpa 
periu diminta oleh konsumen seperti informasi tertang kualitas, kandungan 

produk, harga, dan lain-lain sesuai dengan pengaturan yang ditetapkan oleh 
pemerintah.

Dengm demikian, maka ikian sebagai suatu sarana informasi harus 

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen, dan informasi tersebut 

harus jujur dan bertanggung jawab, karena konsumen membutuhkan iklan uniuk 
mengetahui produk yang akan di konsumsinya. Sehingga hakikat ik lan  adalah

'ftfDodain («y»" pcndaluCuan Tata Caia dan Tata Knmi Pcrikban d n jm ab a  Fiwfawa 
pmiHkwwt«*» y frpg« <atah -ctm «arena pemasaran dan m ana penerangan memegang perm«i paeffw*g 
dfi diHxm pembangunan dilaksamflum bangsa Indonesia. S<dr^ei nrana penene^en dan 
jwwttoiryn pfftfem n  asoupskza hagr.?.R dari kehidupan media b m o k ts i j'aag \is2l  bagi 
pmggmafrangan AaiLa usaha sa la  hams berfungsi meomljang pemhaagiman,

înformation has mxiintMtaiiy fov/» as something wfach commits eufor fail or
hod not, anJef they not hanv it, the only sofatioa was (somehow) to jfrnr »0 dvm\ Hcmani BaA^ 
ibehemd dkm Sfcwn C Sehp4 "The Efficient Rcsulatioa of Conswner tafamrioa*
gfafam Hatssm PtrfinJaie&m Kottossun £„ cfikuatpuQaa olefa InascaisK SsbsuI, (lifcct^ I^gtsn 
!M^er?»ca»jainFa)(uhas Hulnun Indonesia), hd. 197;
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sebagai janji dari semua pihak yang mengumumkannya dan m a d a  bertanggung 

jawab atas setiap akibat hukumnya.

Dan merupakan hak konsumen unluk mendapatkan informasi yang benar. 

Jika Iklan memuat informasi yang tidak benar, maka perbuatan itu memenuhi 

kriteria kejahatan yang lazim disebut fundam ental nusreprzsetUation. Bentuk 

kejahatan tersbeut di landai adanya pemakaian percakapan yang jelas-jelas salah 

dan pernyataan yang menyesatkan (mislead). Selain itu yang juga harus 

diperhatikan adalah informasi yang diberikan kepada masyarakat tersebut juga 

hanis diberikan secara sama kepada konsumen (tidak diskriminatif)

Berdasarkan sip u t! ihcory\ teori yang mengibaratkan bahwa informasi 

yang disampaikan kepada konsumen itu seperti sinyal, ketika informasi yang 

disampaikan itu banyak maka sinyalnya makin kuat, sementara itu jika informasi 

itu ditutup-tutupi oleh pengusaha maka sinyalnya akan semakin sedikit Dengan 

banyfcanya informasi yang disampaikan kepada konsumen, dianggap sebagai 

jaminan bahwa poduk yang diinformasikan tersebut adalah produk yang 

berkualitas dan lavak untuk digunakan oleh konsumen.■+

Jika kha kaitkan dengan iklan tarif seluler yang disampaikan kepada 

masyarakat dengan intensitas iklan yang sangat sering dimunculkan di media 

massa dapat dijadikan jaminan oleh masyarakat balm a informasi yang 

disampaikan dalam iklan tersebut benar, berkualitas dan perasalm n tersebut 

adalah perusahaan yang layak karena bisa menyampaikan iklan dalam berbagai 

media massa dengan intensitas yang sering.

(klan tarif seluler disampaikan kepada masyarakat dengan tmgkat sinyal 

yang tinggi, karena sering ditayangkan dalam media massa, baik media cetak 

media elektronik. Namun yang perlu dilihat juga, apakah iklan tarif 

seluler yang merupakan informasi bagi masyarakat dapat menjamin terpenuhinya 

hak-hak konsumen pengguna jasa seiuler.

B, Pcngatnran Bisnis Jasa Telekomunikasi Seluler di Indm esia

Bidang telekomunikasi adalah suatn bidang yang bersifat tidak terbatas, 

walaupun setiap negara dinyatakan memiliki kedaulatan untuk mengatur sendiri
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tdckonuniiasim^ tetapi untuk hai-hal teknis dan prinsip-prinsip ranum 

pemanjatan telekomunikasi mengacu kepada iniernationaS TelecammimicatHm 

Regadafion sebagai umbrcUa mlcsJ** Dan hukum telekomunikasi merupakan 

hukum yang bersifat transnasional** menimbulkan keterkaitan erat antara hukum 

nasional dengan sistem hukum internasional yang mengatur tentang 

telekomunikasi.

Pengaturan yang terkait dengan telekomunikasi secara intemassonal, 

tentunya akan mempengaruhi pengaturan telekomunikasi nassonal. Karena negara 

kita merupakan bagian dari dunia internasional dengan ditandatangani suatu 

konvensi menimbulkan ketundukan pada konvensi tersebut Misalnya saja psda 

tanggal l Januari 1998, traktat (kuterai Agreemeni on Trade m Services (GATS) 

tersebut didokumentasikan dalam suatu naskah bernama Jadwal Komitmen 

Tentang Telekomunikasi Dasar (Schedide o f Conanitments on Basic 

Tele&mtunieaihtm) dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan 

Momor : KM, 72 Tahun 1999 tentang Cetak Biru Kebijakan Pemerintah tentang 

Telekomunikasi Indonesia, yang isinya antara lain:

a. Jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh aasx>nal 

diselenggarakan secara eksklusif oleh PT. Telkom sampai dengan tahun 2005; 
b_ Jasa telekomunikasi tetap sambungan Internasional diselenggarakan secara 

duepoli oleh PT. Indosat dan PT. Satelindo sampai dengan tahun 2004;

e. Jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal diselenggarakan secara eksklusif 

oleh PT. Telkom sampai dengan tahun 2010;

d. Jasa telekomunikasi bergerak sel ular diselenggarakan secara kompetitif  oleh 

penyelenggara yang sahamnya dapat dimiliki investor asing sampai 35%.

Cetak bini kebijakan pemerintah di bidang telekomunikasi texsd>ut 

menimbulkan dampak bagi perkembangan telekomunikasi di Indonesia, sehingga

^ J ttM Ic s s n ^  Pengonkir fieebtm Telekomunikasi,. (Jateefe: PT. Rajja Grafimk) 
?eriada.2005>.3ttL9^

^l-sribh yang digunakan oleh Philip C Jessup, yang nsaayattfcan btbna k a a c u m  
takw a (ckkom nnbsi tidak hama karena konvtrecnsi atau keteataitfan am an Sistem Hukum 
Imcmtnonal dan Hukum Naskmal sangat erat, tetapi dari sistem opntwm al d ra  bnklenstik  
obpcfc yang dipcreoatkac tdah am adabti! t o  anar Iksnj faal 16;
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akan memunculkan regulasi-regulasi yang mewujudkan isi dan ketentuan yang 
dituangkan dalam cetak biru tersebut

Pesatnya perkembangan teknologi telekomunikasi berbanding lurus 

dengan industri telekomunikasi seluler dalam dua dekade terakhir, baik di Negpra 

maju maupun di Negara berkembang.50 Di Indonesia, perkembangan indastri 

telekomunikasi seluler juga sangat pcsaL Keadaan tersebut ditunjukkan dengan 

semakin meningkatnya jumlah pengguna jasa telekomunikasi seluler di Indonesia 

dari tahun ke tahun terus bergerak naik dari tahun 2004 hingga 2006 beranjak dari 

angka 74,51% hingga 81,15% pada tahun 2006 51

Pesatnya perkembangan tersebut, membutuhkan pengaturan dalam 

kerangka bisnis jasa telekomunikasi seluler sehingga bisnis jasa telekomunikasi 

seluler begalan dengan baik dan juga dapat melindungi berbagai kepentingan 
yang terkait Pengaturan tentang bisnis jasa telekomunikasi seluler berada dalam 

lingkup telekomunikasi. Di Indonesia bidang telekomunikasi diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Lahirnya 

undang-undang tersebut dilatarbelakangi oleh globalisasi dan perkembangan 

teknologi komunikasi yang pesat yang menimbulkan pembahan vang

mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi. 
Perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap 

telekomunikasi tersebut tentunya perlu disikapi dengan penataan dan pengaturan 

kembali pengaturan telekomunikasi nasional. Selain itu karena telekomunikasi 

mempunyai arti yang strategis bagi bangsa, dalam kerangka memperkukuh 

persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintah, mendukung 

lerripianya tujuan pemerataan pembangungan dan hasiUtasilnya» serta untuk 

meningkatkan hubungan amar bangsa.

Kemudian pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 

Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, yang merupakan per^mran 

pelaksana dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999.

wScpd Merina, T ip s Memilih Provider Telepon S d u k f biayalah Konsmmtn (Edisi 
0*/XXXIV/2CCS);

5,P id i tahun 2003 pengguna lefcpon seluler sebanyak J8495_251„ kemudian 2004 
sebao^l 30336.607, aafaon 2005 sebanyak 46.959.972, tabun 200663.S03.0tS (Dtta. Dsjco 
Pcwtefi)
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1. Pesgaturan dalam Cetak Biru Kebijakan Pemerintah dalam Bidang 

Telekomunikasi

Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Nomor 72 Tahun

1999 tentang Cetak Biru Kebijakan Pemerintah tentang Telekomunikasi Indonesia 

merupakan arah pengembangan telekomunikasi di lndooesia yang wajib 

digunakan sebagai pedoman dalam menetapakan pengaturan dan penyelenggaraan 

telekomunikasi nasional.

Pengituran Menteri tereebut ditetapkan dalam rangka reformasi 

telekomunikasi Indonesia, yang meliputi restrukturisasi kerangka hukum dan 

industri dan liberalisasi lingkungan usaha di bidang telekomunikasi.

Latar belakang ditetapkannya Cetak Biru Kebijakan Pemerintah lemang 

Telekomunikasi tersebut adalah karcna telekomunikasi mempunyai dimensi 

global meskipun bobot tanggung jawabnya berada di ruang lingkup nasional. Hal 
ini disebabkan oleh sifat telekomunikasi itu sendiri yang inheren dengan 

jangkauan jarak jauh sehingga mempunyai implikasi global, sedangkan u ujud dan 

bentuk akhirnya sebagian besar ditentukan oieh lingkungan dan kebijakan 

nasional secara makro. Selain itu juga dilatarbelakangi oleh pembahan lingkungan 
ekonomi global dan laju kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika >ang 

berlangsung sangat dinamis telah mendorong lahirnya lingkungan telekomunikasi 

yang jauh berbeda dengan keadaan yang lelah bedaku yang pada akhirnya 

menimbulkan realita baru pada penyelenggaraan telekomunikasi di seluruh dunia. 

Wnjud perubahan dan realita baru itu adalah:

a. Beralihnya fungsi telekomunikasi dari utilitas menjadi komoditi perdagangan;

b. Bergesernya fungsi pemerintah dari memiliki, membangun dan 

menyelenggarakan telekomunikasi ke menentukan kebijakan, mengatur, 

mengawasi dan mengendalikannya;

c. Peningkatan peran swasta sebagai investor prasarana dan penyelenggara jasa 

telekomunikasi;

d. Transformasi struktur pasar telekomunikasi dari monopoli kepada persaingan, 

dan,
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e. Diakuinya secara umum bahwa di era informasi, telekomunikasi berperan 

sebagai salah satu faktor penting dan strategis dalam menunjang dan 

meningkatkan daya saing ekonomi suatu bangsa.

Tujuan pemerintah untuk melaksanakan reformasi tcJekomunikasi, arsara

lain:

a. iVieniiigkatkan kinerja telekomunikasi dalam rangka mempersiapkan ekonomi 

Indonesia menghadapi globalisasi yang secara konkret diwujudkan dalam 

kesepakatan WTO, APEC, dan ATT A untuk menciptakan perda^mg^n dunia 

yang bebas;

b. Melaksanakan liberalisasi telekomunikasi indonesia sesuai deogan 

kecenderungan global yang meningkatkan struktur monopoli dan beralih ke 
tatanan yang mendasar persaingan;

c. Meningkatkan transparansi dan kejelasan proses pengaturan (regulasi) 

sehingga investor mempunyai kepastian dalam membuat rencana penanaman 

modalnya;

<L Memfasilitasi terciptanya kesempatan keija baru djseluruh wilayah Indooesia;

e. Membuka peluang penyelenggara telekomunikasi nasional untuk menggalang 
kerjasama dalam skala globalisasi; dan 

£ Membuka lebih banyak kesempatan berusaha, termasuk bagi usaha 
kecil^nenengah, dan koperasi.

Reformasi d ¿bidang telekomunikasi yang diwujudkan melalui komponen* 

komponen yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Cetak Bini Kebijakan 

Pemerintah tentang Telekomunikasi tersebut ditujukan untuk mengembalikan 

kepercayaan kepada pemerintah dan menstabilkan ekonomi akibat krisis ekonomi 

yang teijadi di indonesia

Selain dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengembalikan kepercayaan 

kepada pemerintah dan menstabilkan ekonomi akibat krisis, reformasi dibidang 

telekomunikasi juga dilatarbelakangi oleh perkembangan kesepakatan 

internasional. Sebagai negara yang menandatangani World Trade Orgamzuttim 

(WTO) Agreement on Basic Telecomunication, Indonesia turut meliberalisasi
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industri telekomunikasi. World Trade Organization (WTO) Agreemeni on Basic 

Telecoatun/cafion tersebut meliberalisasikan pasar Jasa telekomunikasi dasar, 

sehingga merubah hubungan telekomunikasi dunia dari bilateral menjadi 

multilateral Karena telekomunikasi masuk dalam lingkup jasa, maka jasa 

telekomunikasi diatur dalam Traktat Itiseniasiotia! General Agreement on Trade 

and Services (GATS) ikut mewujudkan liberalisasi perdagangan jasa termasuk 

jasa telekomunikasi52

Cetak Bini Kebijakan Pemerintah tentang Telekomunikasi, mengandung 
tiga aspek pokok pembaharuan:

a. Menciptakan persaingan yang sehat, sehingga bentuk monopoli yang 

menghambat harus dihapuskan;

b. Membuka peluang yang besar bagi semua pihak, baik pengusaha besar atau 

pun keciL dan juga untuk koperasi ikut berpartisipasi dalam penveleneearaan 

jaringan dan jasa telekomunikasi;
c. Mengkhususkan peran pemerintah sebagai pembual kebijakan, pengaturan, 

pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi.

Pada prinsipnya dalam Cetak Biru Kebijakan Pemerintah tentang 
Telekomunikasi, menginginkan perubahan dalam bidang telekomunikasi. 

Sehingga dalam cctak biru tersebut mengkomparasikasikan bijakan dalam bi&ng 

telekomunikasi yang berlaku saat itu, dan idealnya dimasa mendalang. Adapun 

perbandingan seperti pada tabel dibawah ini:
K oapoaca K cA daaaSaatllD  (S c b d ia  

1999)

K fa d a a i) b n A la iD a t2K«

fV ra la m  F v n a d a flg u

a. Undang-Undang U ndsi^V adsflg Nomor 3 

Tahun 1989 tentang 

Telekomunikasi

tM aog-V oday ten teg  

T fM nm iw Iou Dani

b. Kalcspri Penyelenggara 

T dkiom im ik»

Penyelenggara telekomunikasi 

dasar dan non dasar

Penyetaoesara jaringan
IfW wiffim ibo

pem cioicgan jzsa

"jadhuiksaman, ap. cil\ hal. 172;
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| a  Roiriksi Pengusaha

idckotaiaikasi

Sttaste sebagai 

Parydecggzra

Badan bin harus befccfjasama 

seng^n Badan Pen>crintah 

dalam mcnydcnggnrafcan 

tdctommikasi dasar

K c« i)iifl kajasama d w d n

pQ)>tfeaggaa iSriarfaia»

a. Bentuk Kcnasama Patungan. KSO, dan KM Didasskm  atas pertimbangan
ik«Ki

b. Ptnycm in Investasi 

Aiiw*
Pada umumnya mencapai 

35*/.

Akan nieninglat bertahap 

seiring A*rur*n kepemilikan 

SMSQ m dm al <fan kspo isi

lebih hetar dari aaog
1 S tra liB i lidiK tri

1 TdtfcODBBibs 

! Jasa T ckU nnsi Tetap

a. P d n c k o a o n Badan Pej&eriitfaJj dan Badan 

l-ain yang betcsjasanu 
dengan Badan Pemerintah

D ise k i^ in U ii oleh usaha 

SW2SO, BUMN, BUMD, <t*3 
koper**

b. Penyelenggaraan \fonopofi atau Ouojnli 
sampai wakni teitcmu

Kompdinif

Jasa TeiduMsvnikari Dasar 

B crp in k

a. Pcflydecggsra Badan Pemenniah yang 

bcfccsjasscis dengan bad&n 
lain

oltfa imila

srasta, BVM K  BUMD, dan 
keperas

b Pem*deng®^raan Kompetitif Kompetitif

Jasa TrieUntaHuiii Non 

« - T

Badan Lainnya yang 
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Dengan demikian, Cetak Biru Kebijakan PiancnnCab fiostang 

Telekomunikasi tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan konsumen 

jasa telekomunikasi dalam hal kualitas, pelayanan, harga, dan memungkinkan 

konsumen untuk memilih. Karena dengan terlindunginya hak-hak konsumen, 

maka akan mcnciptakan pasar yang lebih aktif dan dapat dipercaya oleh 

masyarakat. Keadaan tersebuipun akan mcnciptakan kcunlungan hagi pelaku 

usaha dan juga pemerintah. Namun untuk mewujudkan itu semua tidak dapat 

dilepaskan dari persaingan sehat yang harus diciptakan oleh pelaku usaha dan 

pemerintah sebagai pengambil kebijakan, dan pengawas dalam bidang 

telekomunikasi

2. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, 

bisnis jasa telekomunikasi dilakukan oleh penyelenggara tekakomunikasi54 

vangdiiaksanakan berdasarkan asas manfaat55, adil dan merata36, kepastian 

hukum57, keamanan5*, kemitraan39, etika*0, dan kepercayaan pada diri sendhf^.

^ ifla sa rk a a  Pasal 1 Hunif d Undang-Undang 36 Takm 1999 usung
TddLooBiBifctsi, Pcsycic^gars T d d o « tih s i  adalah posconcgso, koperasi L'ssla
Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik 'Nespra (BUMN), badan usaha s»asu, 'msuosi 
pesnerottah, dan mslar» periaharan keantanan negara;

>;>Asas manfeag berarti bahwa pctabai^unati tdekoaiunihsi I t e i s t ) !  p c ^ tte ^ g E a in  
^ v w n u n ^ d  ^Van lebih berdaya ffifla dan berhasil girna baik in&asmSaiir
petctasogiiassL. sarana penyelenggaraan pemenmahzn. sarana pcadidikso^ «nur« pertubernean, 
maupun sebadai korrwdifas ekooomi ym*» dapat febih memmikatian kesejahteraan etastarakat 
lahar batia (Terdapat dalam Pessjriasan Pasal 2 Undang-Undang N oaasr S Tahira 1999 ccaang
fVrftnAmg«i K«Mstmgn);

71’Asas adil dan merata adalah bahwa penyelenggaraan tckfcronunilcra merofemkan 
keseacpotan data perlakuan yang sama kepada semua pihak yang mp-mui-n l« EtcesV-
hasafnya diniknuli oleh masyarakat secara adil dan merala IbkLx

57Asas kepattian hukom b o a li bahna panbangpraan kbesasaya
pemdidKgittittn (efekomuinkast tarus dtd&saikan kepada peraturan ptrusidajoertimdtoieaia >aiMt 
ncejanin kepastian hukum, dan meoabenkan perlindungan hukum baik pera itm̂ eaor, 
peordlcnssara telekomunikasi, maupun kepada pcnegpna telekomunikasi JbkJ .

' Asas keamanan rfcmafcswrfkan agar penyelenggara cdctoaBasikass selalu 
meaapedoiibii ¿akioc keamanan dalam peatocanaan. W ;

kemitraan m e ^ m b ig  makna bahwa peitydei^ tia in  iddum unkM  Hara« 
Agpjf mmgfcnh^Bgbn iklim yssg lam oas, timbal balik, dan siaegi efolant pcnytJenggaraan 
tddnw uitihsi. ibuL\
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Tujuan diselenggarakannya telekomunikasi adalah untuk mendukung 

persatuan dan kesatuan bangsa,, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 

rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan 

pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antar bangsa <kn^n pertimbangin 

bahwa penyelenggara telekomunikasi mempunyai aiti yang strategis bagi 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, 

menyatakan bahwa bidang-bidang kehidupan yang menguasai hajat hidup orang 

banyak dikuasai oleh negara. Karena bidang telekomunikasi merupakan bidang 

yang strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka diperlukan 

pengaturan yang melindungi hajat hidup masy arakat indorcsu* namun juga ledak 

melupakan perkembangan globalisasi ekonomi yang terjadi. Untuk itu, daCam 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi lersebut 

menyatakan bahwa telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya 

dilakukan deh pemerintah.62

Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk. nunmotai^nn 

penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebajakan, pengaturan, 

pengawasan, dan pengendalian Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, 

pengawasan, dan pengendalian di bidang telekomunikasi dilakukan secara 
menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang 

berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Telekomunikasi, dinyatakan bahwa 

penyelenggaraan telekomunikasi meliputi penyelenggaraan jaringan 

telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan penyelenggaraan 

telekomunikasi khusus. Dalam penyelenggaraan telekomunikasi tersebut dapat 

dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi yang dapat dilakukan oleh badan 

hukum yang didirikan oleh BUMN, BUMD, badan usaha swasta, koperasi, 

perseorangan, instansi pemerintah, dan badan hukum selain penyelenggara 

jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi.

Asas etika dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan tefc&Doans&ssi sram osa 
diUndisi oleb semangat profesionalisme^ kejujuran, kesusilaan, dan keterfciiuan. M ;

wAsas kepercayaan pada diri sendiri, dilaksanakan dogao mpnanfiaibn srczra 
maksimal potuai samba* daya nasional secara efisien serta penguasaan tdboologi ttrid twmiinftasi, 
sehingga dapal meningkatkan kemandirian dan mengurangi kcictgamungan sebagai »m u tangsa 
riafana mey^arfapi persaingan global. JbidL\

"fnkm esia («X °P- ^  Pasal 4 ayat (1);
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Bisnis jasa telekomunikasi seluler tidak akan dapat dilepaskan dari 

kegiatan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan juga penyelenggaraan ;asa 

telekomunikasi Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Telekomunikasi, 

penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat menyeleng^rakan jasa 

telekomunikasi dan penyclenggua jasa telekomunikasi dapat menyewa jaricj^in 

telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi. Dalam bisnis jasa 

telekomunikasi seluler di tanah air, penyelenggara jasa telekomunikasi biasa juga 

disebut dengan operator seluler. Operator seluler di Indonesia saat ini ada 11 

operator,, yaitu; Telkom (Flexi), Telkomsel (Simpati, Halo, As), Indosat (Indosat, 

Matrix, IM3), Excelcomindo (XLX Hutchison (3), Sinar Mas Telcom, Sampoema 

Telecommunication, Bakrie Telecom, Mobile-S (Freu), Smart Telecom (Smart) 

dan Natrindo Telepon Seluler (Axis).

Dalam bisnis jasa telekomunikasi terdapat beberapa pasal yang dapat 

diidentifikasi sebagai ketentuan umum yang bedaku bagi seluruh jenis 

penyelenggara telekomunikasi. Ketentuan tersebut adalah sebagpi berikut*3

a. Larangan praktek monopolL

Dalam Pasal 10 dinyatakan bahwa dalam penyelenggaraan telekomunikasi 

dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dian&ra penyelenggara 
telekomunikasi.

b. Hak dan kewajiban penyelenggara dan masyarakat.

Dalam Pasal 12-23 dinyatakan bahwa hak dan kewajiban penyelenggara dan 

masyarakat diantara berkaitan dengan pembangunan, pengoperasian dan 

pemeliharaan fasilitas telekomunikasi yang melintasi Sznah nespra dan 

bangunan milik perseorangan. Melihat dari konteks materi, aturan ini kbih 

cenderung ditujukan kepada sistem telekomunikasi yang menggunakan kabel.

c. Penomoran.

Penomoran telekomunikasi terkait erat dengan call sign dan diatur dalam Pasal 

23 dan Pasal 24. Dinyatakan bahwa dalam penyelenggaraan jaringan 

telekomunikasi dan jasa telekomunikasi ditetapkan dan digunakan sistem 

penomoran yang ditetapkna oleh menteri. Permintaan penomoran oleh

^Jurfhvriksanvan. ap.citT hal. 1S2,
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Penyelenggara jaringan tkJdoniunikasi bcikn^jibon untuk menjamin 

tersedianya interkoneksi6*. Pelaksanaan interkoneksi oleh penyelenggara jaringan 

telekomunikasi diberikan alas dasar permintaan dari penyelenggara jaringan 

telekomunikasi lainnya, dan dilaksanakan tanpa diskriminasi.

Sementara itu penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan 

penyediaan dan aiau |>dayanajt jasa telekomunikasi yang nianuiigkiiibii 

iensclenggaran\a telekomunikasi. Kegiatan penyelenggaraan jasa telekomunikasi 

tersebut juga dapat dilakukan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi, namun 

usaha tersebut harus saling terpisah dan wajib mendapatkan izin dari menteri 
terkait

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri alas penyeleng^iaan jasa 

teleponi dasar, penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi, dan penyefenggaraan 

jasa multimedia. Dalam menjalankan usaha perusahaan jasa telekomunikasi wajib

menyediakan fasilitas telekomunikasi untuk menjamin kiaKias pelayanan jasa 

telekomunikasi yang baik dan memperlakukan pengguna jasa telekomunikasi 

tanpa diskriminasi. Selain itu penyelenggara jasa telekomunikasi juga wajib untuk 

mencatat atau merekam secara rinci pemekaian jasa telekomunikasi yang 
digunakan oleh pengguna telekomunikasi dan wajib memberikan catafcnvVgkaman 
tersebut jika diminta oleh pengguna.

Selain kewajiban yang disebutkan di atas, penyelenggara jaringan 

telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi juga wajib mengadakan 

pelayanan universal65. Kewajiban tersebut ditujukan agar seluruh wilayah 

Indonesia tersentuh oleh telekomunikasi, sehingga tidak teijadft diskriminasi untuk 
daerah-daerah di Indonesia.

*4£Qftffkofi£ksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomumkzs dari eeUfm im lag 
yasg berbeda;

^ew ap im i pelayanan umvmal adalah kewajiban ^  dibefrarafan k p d a  
penyelenggara jaringan telekomunikasi dan alau jasa telekomunikasi untuft mememd» aksesiM tas 
lagi icilayah aflan s u s p n k a t jaag befcam lajangkan oJth p-wyrk-Rgg?™™ jaringaim Am
atm jssa fefefcoaunikasi
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C. Peagataraa Tarif Jasa Seluler di Indoaesia

Dalam bisnis jasa telekomunikasi seluler, manalah tarif merapikan 

masalah krusial yang harus diatur oleh pemerintah, agir iklim berasaha dblam 

bidang losdjut baik, kepentingm pemerintah dan konsumen j uj^i tidak 

terkesampingkan. Sebagaimana ketentuan dialas, pengaturan tarif jasa 

telekomunikasi seluler juga diatur dalam Cetak Bini Kebijakan Pemerintah Daflam 

Bidang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tcitfang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi walaupun pengaturannya hanya bersilat omam. 
Selain itu ketentuan tentang tarifjasa telekomunikasi seluler juga diatur dalam 

Keputusan Menteri Komukasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata 
Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi Yang Disalurkan Melalui Jaringan 
Berderak Sdular

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Tddcsnimitesi^ 
didasarkan atas Peraturan Pemerintah. Pada waktu itu panerintah menerfUikan 

maksimum beberapa komponen tarifi seperti: pasang baru, sewa bulanan, dan 
biaya aktifasL Untuk biaya pemakaian jasa telekomunikasi tetap ditentukan tarif 
aktualnya, yang kemudian diubah untuk menjadi larif maksimum

Khusus jasa telepon bergerak, pemerintah tidak terlalu ikut campur atau 

memonopoli bidang tersebut Keadaan itu dapat dilihat diri ketentuan yang 

memberikan kebebasan penyelenggara telekomunikasi bergerak untuk 

menentukan pembangunan untuk ekspansi jaringan telepon bergerak seluler, 

begitu juga masalah pendanaan pembangunan infrastruktur jaringan 

telekomunikasi bergerak seluler. Namun seperti telekomunikasi tetap, masalah 

tarif jasa tdekominikasi seluler tetap ditentukan nilai maksimumnya oleh 

pemerintah.

Dalam Cetak Biru Kebijakan Pemerintah tentang Telekomunikasi, 

diharapkan masalah tarif jasa telekomunikasi bergerak ataupun tidak bergerak 

ditentukan oleh mekanisme pasar dan berorientasi pada biaja. Keadaan tersebut 

tentunya seiring dengan liberalisasi dan perasaingan bebas vang dilakukan dalam

44 Usdaztg-Usdasg Tckktamnrukas srfy jnm diberiatuiannya Uotosg-UmSatzig Xcascff 36 
Tabun 1999,
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bidang telekomunikasi. Selain itu, daJam Cetak Bini Kebijakan (VmaioLih 

tentang Telekomunikasi tersebut* menginginkan terwujudnya perlindungan 

terhadap konsumen atas kerugian yang mungkin didentama akibat kelalaian 

penyelenggara jasa telekomunikasi

Ketentuan tentang tarif dalam Undang-Undang Tckkomunikast diatur 

dalam Pasal 27 dan Pasal 28. Untuk ketentuan tarif penyelenggaraan jaringan 

danatau jasa telekomunikasi ditentukan bahwa susunan tarif diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Besaran tenf penyelenggaraan jaringan telekomunikasi 

dan/atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyrfeuggara jaringan 

telekomunikasi dan'atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan fonnula yang 

ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan penjelasan Pasai 27 Undang-Undang Telekomunikasi 

susunan tanf jaringan dan atau jasa telekomunikasi meliputi struktur dan jenis 

tanf ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan struktur dan jenis tersebut, 

pasyelengg^ra jaringan telekomunikasi dan/atau jasa tddkomunikasi dapat 

menetapkan besaran tarif. Struktur tarif terdiri atas biaya pasang baru (aklivasf), 

biaya berlangganan bulanan, biaya penggunaan, dan biaya jasa tambahan 

{featvrey Sementara itu untuk jenis tarif yang diberlakukan terdiri dari, tarif palsa 

lokal, tarif pulsa SUJ, dan air time untuk jasa sambungan telepon bergerak_

Dalam penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi dinyz&kan 

bahu a formula yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan pola pertuhmgan 

untuk menetapkan besaran tarif. Formula tarif terdiri atas tarif a\vaJ dan fonnula 

tarif perubahan. Dalam menetapkan formula tarif awal, yang harus diperhatikan 

adalah komponen biaya, sedangkan untuk menetapkan fonnula besaran tarif 

perubahan memperhatikan faktor inflasi, kemampuan masyarakat, dan 

kesinambungan pembangunan telekomunikasi

Ketentuan tentang tarif telekomunikasi tersebut dilandasi okh kebijakan 

pokok untuk menjadikan tarif telekomunikasi yang berorientasi biaya. Dimana 

pemerintah menentukan susunan tarif jasa telekomunikasi dengan memperhatikan 

basis biaya dan mekanisme pasar. Ketentuan tentang tarif telekomunikasi tersebut 

ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen agar mendapatkan kutfitas
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pdavanan yang baik, hargai yang harus dibayar, dan mcnciprakan pilihan-pilihan 

bagi konsumen.

Dan ketentuan dialas ju si dapat dilihat bahwa, sekalipun pemerintah 

menerapkan liberalisasi dan konsep persaingan pemerintah masih mengatur 

teniang tarif yang harus diberlakukan oleh penyelenggara telekomunikasi 

Sehingga kepentingan masyarakat luas terhadap telekomunikasi masih dapat 

dipenuhi dengan harga yang wajar.

Kebijakan tentang tarif dialas juga berlaku terhadap penyelenggaraan jasa 

telekomunikasi seluler, namun dalam jasa telekomunikasi seluler dikenakan juga 
biaya aur lerne.

Pengaturan tentang tarif dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 

tentang Telekomunikasi tersebut kemudian dilaksanakan dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa 

Telekomunikasi. Ketentuan tentang tarif penyelenggaraan tekkomunikasi diatur 

dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 peraturan pemerintah teraebuS-

Pasal 34 peraturan pemerintah tersebut menyalakan halnva lari f 

penyelenggaraan telekomunikasi terdiri alas tarif penyelenggaraan j a ringan 

telekomunikasi dan tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi, sedangkan 
susunan tarif peny elenggaraan telekomunikasi terdiri alas jenis dan struktur tarif 

Kemudian dalam Pasal 35 ayat (3X menyatakan bahwa jenis tarif penyelenggaraan 
jasa idekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak terdiri atas tarif air 

time, tarif jelajah, dan tarif jasa multimedia

Sementara itu struktur tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri 

atas biaya aktivasi, biaya berlangganan bulanan, biaya penggunaan, dan biaya 

fasilitas tambahan. Dalam Pasal 37 peraturan pemerintah tmebut dinyalakan 

bahwa tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi didasarkan pada formula yang 

ditetapkan oleh pemerintah melalui keputusan menteri. Adapun penetapan 

formula perhitungan tarif adalah berdasarkan biaya

Meski belum mendetail, namun Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun

2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi juga manual pengaturan 

mengenai Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) telekomunikasi, sebagai berikut
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a. Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyt&nggara jasa 

telekomunikasi berkewajiban untuk membayar Biaya Hak Penyelenggaraan 

Telekomunikasi67

b. Apabila penyelenggaraan jaringan atau penyelenggara jasa telekomunikasi 

tidak atau terlambat membayar, maka akan dikenakan sanksi sesuai denjpn 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/* Sanksi yang 

dimaksud adalah sanksi yang diatur dalam peraturan penmdang-undangan 

dibidang Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Telekomunikasi^

Melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tabun 2001 jo. 

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2004 menguraikan j  ons tarif 

penyelenggaraan jaringan telekomunikasi atas:75

a. Tanf Sewa Jaringan;

Adalah tarif atas penggunaan jaringan yang digunakan oleh pihak penyewa 

atau pemakai jaringan;

b. Biaya Interkoneksi;

Adalah tarif yang dibayar oleh 1 penyelenggara jaringan telekomunikasi 

kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi lain yang atas usahanya 

menyediakan akses dan menyalurkan trafik telekomunikasi

Sedangkan mengenai struktur tarif penyelenggaraan jaringan 

telekomunikasi terdiri alas:71

a. Biaya akses;

b. Biaya pemakaian:

c. Biaya kontribusi pelayanan umum.

Besaran tarif jaringana telekomunikasi ditetapkan oleh pmyrlcnggara 

jaringan telekomunikasi dengan mengacu kepada formula tarif jaringan

*7 Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan TdAomuniÜUM, A tu ra n
PtfflKJMStab >Consor 52 Tahun 2000, Pasal 32 Ayal (T);

Pasal 35;
*** find. Penjejakan Pasal 33;
w Departemen Pohibungn, Keputusan Menteri PoMxmgaiis Tenfiaag 

Pfflvdcnggvun Jaringan Telekomunikasi,. Kepmcn Pcrfwbungu No. 21 Tahun 2001, P ia l 81 
Ayat (J*

71 fim i Pasal S i A yat ( 2);
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tddooiuniloisi yang ditetapkan ofch Menteri Komunikasi dan Informatika.72 

Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi berkewajiban untuk melaporkan 

rencana penetapan atau pembahan besaran tarif jaringan Icfokomumkasi Alam 

waktu 30 hari kerja sebelum diberlakukan dengan melengkapi perincian mengenai 

cara perhitungan dan data pendukung yang digunakan dalam menetapkan besaran 

dan atau perubahan besaran tarif dimaksud, untuk selanjutnya Direktorat Jendral 

Pos dan Telekomunikasi melakukan evaluasi terhadap laporan rencana besaran 

tarif dan atau perubahan besaran tarif dengan memperhatikan formula tarif vang 

ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan informatika. Apabila evaluasi tersebut 

diperoleh hasil tidak sesuai dengan perhitungan formula tarif yang ditetapkan oleh 

Menteri Komunikasi dan Informatika, maka rencana penetapan atau perubahan 

tarif tidak diberlakukan.73

Melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun

2001 jo. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30 Tahun 2004 

diuraikan jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagai berikut

a. Jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui 

jaringan teiap terdiri atas:7"

• jenis tarif jasa teleponi dasar sambungan lokal, sambungan langsung jarak 

jauh (SUJ), sambungan langsung internasional (SLI);

•  jenis tarif jasa nilai tambah teleponi;

•  jenis tarif jasa muitimedia-

b. Jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui 

jaringan bergerak terdiri atas:75

•  jenis tarif air-lime;

adalah tarif penggunaan jasa telekomunikasi melalui jaringan bergerak per 

satuan waktu.

•  jems tarifjelajah;

adalah tarif yang dibebankan kepada pelanggan yang menggunakan jariagan 

telekomunikasi bergerak diluar lempat asal pelanggan tercatat.

72/fai* Pasal 82,
73/A**, Pasal »4;
^Ktpuhisan Meulcri Nomor 'tahubut^gaa 21 Tahun 2001 fc* Kcjmrtv«« M c#eri 

K m a a h si danlafonm tikaN onar30Tafctm2004, Pasal 77 Ayai (IX
75 V2«dL, Pasad 77 Ayat (2)
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•  jenis larifjasa multimedia.

Sedangkan mengenai stmktur tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi 

melipwli sebagai berikut:76

a. Biaya aktivasi;

Yang dimaksud dengan biaya aktivasi adalah biaya untuk mengaktifkan akses 

yang dibayarkan oleh pelanggan jasa telekomunikasi kepada [enyelenggara 

jasa telekomunikasi, 

h  Biaya berlangganan bulanan

c. Biaj’a penggunaan 

d  Biaya fasilitas tambahan

Besaran larif teleponi dasar dhetapkan oleh penyelenggara jasa fteteponi 

dasar dengan mengacu kepada formula tarif jasa teleponi dasar yang ditetapkan 

oleh Keputusan Menteri Komunikasi dan informatika.77 Besaran tarif jasa nilai 

tambah teleponi dan besaran tarif jasa teleponi untuk melaporkan rencana 

penetapan atau perubahan besaran tarif jasa teleponi dasar dalam waktu 30 hari 

keija sebelum diberlakukan dengan dilengkapi perincian mengenai cara 
perhitungan dan data besaran tarif tersebut yang selanjutnya Direktorat lerofral 

Pos dan Telekomunikasi melakukan evaluasi dengan memperhatikan formula larif 

yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Komunikasi dan InfonnatikaJ* Apabila 

evaluasi tersebut diperoleh hasil tidak sesuai dengan perhitungan formula larif 

yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor, 

maka rencana penetapan atau perubahan besaran tarif tidak diberlakukan

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

0&‘PextJM-Kominfo'02/2006, dijafcukan pula mengenai jenis biaya interkoneksi 

yang dapat terdiri dari:

a. Biaya originasi, terdiri dari lokal, jarak jauh, internasional- bergerak sefeikr, 

atau bergerak satelit '

b. Biaya transit, terdiri dari biaya transit lokal, atau biaya transit jarak jauh.**

^ /» * 4  F aal 78;
77DepJrtemen Komunikasi dan lnformaiika. Peraturan Mcabcri Kocmntibfi dan 

lofoaoitib  Tertang Interkoneksi, Pwmen Kominfo Mo 0S/Pcr/NtKonrn^W2/2fiffii5# Pasal 79.
ISfi;
10;
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c. Biaya ierminasi, terdiri dan lokal, jarak jauh, intcmasiooa, berderak sduler
«II

atau bergerak satelit

Perhitungan biaya interkoneksi dimaksud mcngacu kepada ketentuan 

metode pengalokasian biaya dan laporan finansial kepada regulator serta buku 

panduan dan perangkat lunak formula perhitungan biaya interkoneksi yang akan 

ditetapkan dengan Keputusan Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi.*2 

Besaran biaya interkoneksi hasil perhitungan tersebut merupakan biaya 

interkoneksi penyelenggaraan telekomunikasi dan dapat disesuaikan dengan nilai 

ekonomis. Nilai ekonomis ini merupakan biaya interkoneksi yang disesuaikan 

dengan kapasitas permintaan dan jamman trafik yang dikomitmenkan oleh 

penyelenggara telekomunikasi yang meminta layanan interkoneksi Tala cara 

penetapan nilai ekonomis tersebut harus dicantumkan dalam Dokumen Penairaran 
interkoneksi53

Bia>a interkoneksi dibebankan oleh penyelenggara tujuan panggilan 

kepada penyelenggara asal panggilan yang mempunyai tanggung jawab atas 

panggilan interkoneksi. Apabila tanggung jawab interkoneksi dimiliki oleh 

penyelenggara tujuan alau penyelenggara jasa telekomunikasi, maka beaya 

interkoneksi dibebankan oleh penyelenggara asal pada penyelenggara tujuan. 
Tanggung jawab atas panggilan interkoneksi meliputi tanggung jawab gias 

kualitas pelayanan, proses biUnsg tarif pungut penagihan pada pengguna, dan 

piutang tak tertagih.

Dalam Keputusan Menteri Komukasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 

2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi Yang Disalurkan 

Melalui Jaringan Bergerak Selular, dinyalakan bahwa jenis tarif penyenggaraan 

jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak selular dapat tadiri 

dari:**

wOHV*ssl\l;
"/¿¿¿rasail*
^D qm t«K n Komunikasi dan informatika. Keputusan Mcmceri Kom uba dan 

lofbncsa&a TcaaSznz Tata Cara Penetapan Tarif lasa Telekomunikasi. Kcpmen Kmuiafo No. 9 
Tahuni 2008, Pasal 6 ;

(4;
*Vfc£PUa)2Aval(l);
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a. Tarif jasa teleponi dasar; ̂

b. Tarif Jelajah,*1 dan atau; 

a  Tarif jasa muhimcdia.*7

Sedangkan struktur tarif terdiri dari biaya aktivasi, biaya berlangganan bulanan, 

biaya penggunaan, dan biaya fasilitas tambahan.

Dari gambaran dialas dapat disimpulkan bahwa pengaturaan tarif jasa 

telekomunikasi seluler saat ini penghitungannya didasarkan oleh formula yang 

ditetapkan oleh pemerintah. Adapun formula yang ditetapkan oleh pemerintah 

tersebut merupakan susunan tarif yang akan diterapkan oleh operator seluler. 

Susunan tarif tersebut terdiri atas struktur tarif dan juga jenis tarif

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa pemerintah 

mengintervensi bidang telekomunikasi di Indonesia, dalam hal ini termasuk 

menentukan tarif seluler. Walaupun telah teijadi perubahan dari menenttnkan 

harga maksimum menjadi didasarkan atas formula yang besarannya dapat 

ditentukan oleh pelaku usaha berdasarkan biaya dan keuntungan yang ingin 
diperoleh.

interv ensi pemerintah terhadap bidang telekomunikasi seluler khususnya 

dalam hal tarif didasarkan atas pertimbangan bahwa bidang telekomunikasi 
merupakan bidang yang sangat strategis, menguasai hajal hidup orang banyak, 

menyengkut keamanan dan pertahanan negara, dan kepentingan pemerintah istfuk 
mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

Konsep Pohricai Economic o f Law yang menggunakan pendekatan 

ekonomi makro dan variabel-variabelnya, yaitu kepentingan pelaku usaha, 

konsumen, pemerintah, dan juga masyarakat. Pemerintah menjadi penting, karena 

pemerintah yang menentukan politik hukum ekonomi negara ini, begitu juga

^ T srif Jasa TeJegaam Dasar adalah tarif alas ptfcggunaan jasa teStpam d&m (Pasal 2  Ayat
(2) Krputusan Menteri Koniuka» dai) Infivinalika Nomor 9 Tahun 2008 tecttaog Tata Cara
Pccctepsm Tarif Jasa ietekomunikasa Yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Sdfeilar),

**Tarif Jelajah merupakan tarif yang dibebankan kepada penggrana yang roenggmtAan 
jaringan bergerak, diluar ionpai asal pelanggan tersebul lercalai (Pasal 2 Ayal C?X Kepiittusan
\k txeri Komukasi dan Infbanatika Nomor 9 Tahun 2606 tentang Tata C aa Penerapan Tarif Jasa 
Tekkoaanukasi Yaw Disalurkan Melalui Jaringan Bagcrak Selular);

^Tarif multimedia adalah (tarif atas penggunaan multimedia (Pasal 2 ayat (4). Ddam 
pasal 2 syzt (2) Keputusan MciUai Komui^a dan Informatika Nomor 9 Tabun tentang, Tata
Cara Pemlapan Tarif Jasa Telekomunikasi Yang Disafarkan Melalui Jaringan Beracrak SeUbr);
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apa saja yang ada di pasaran. Untuk menyampaikan informasi tersebut digunakan 

iklan*, baik melalui media cetak maupun media elektronik, iklan bagi pelaku maha 

aAilah media yang sangat dibutuhkan untuk memasarkan produknya dan 

menaikkan jumlah penjualan. Dengan kata lain iklan merupakan usaha untuk 

memancing dan membangkitkan minat (animo) konsumen, urflnk mesnbdi ptodnk 

barang atau jasa yang diiklankan.

Iklan hanya dipandang sebagai alat yang digunakan pelaku usaha agar 

mendapat keuntungan yang besar karena masyarakat sudah mengenal dan 

mengetahui produk yang mereka tawarkan, sehingga masyarakat banyak yang 

menggunakan produknya. Namun seharusnya iklan juga dipandang sebagai alat 

informasi yang tidak saja meuguntungkan produsen, tetapi ju s i tkSak 

membahayakan konsumen.

Tidak bisa dipungkiri bahwa iklan merupakan kontrak sosial pelaku maha 

dengan konsumen dan pelaku usaha dengan calon konsumen. Ketika masyarakat 

sudah membeli produk atau layanan jasa berdasarkan iklan, kontrak sudah teajadi. 

Maka mestinya pengusaha tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga ^ajib 

memberikan edukasi lewat iklan.** Untuk itulah maka setiap aspek iklan harus 
diperhatikan.

Menurut Howard Bea!es, dkk setidaknya ada empat ha! yang harus diatur 

dalam suatu regulasi yang efisien, berkenaan dengan pentingnya informasi bagi 

konsumen yang mengikal secara hukum bagi pelaku asaha yang terlibat dalam 

memproduksi suatu iklan;90 

cl Consumer Information in the Law

Bahwa informasi bagi konsumen sekaligus menjadi kewajiban bagi produsen, 

yang dilindungi secara hukum. Informasi penting yang harus dikemukakan 

oleh produsen tersebut menyangkut tentang Jkarga, kualitas/mutu, efek 

samping, dan hal-hal iam yang peri u diketahui konsumen sebagai bahan 

rujukan ketika konsumen berniat hendak membeli produk barang atau jasa.

**~YLK1 Ingatkan Operator Soal Udan" Konst Tem[*> (S Aprii 2w»i)S); 
^^Taufikl!Snnalupang. cp.dL. inL 10-12;
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b. information Markets and Market Fa ilures

Yahu suatu informasi pasar \^mg mengiklankan suatu produk barang dan jasa 

secara berlebihan, sehingga konsumen mendapatkan informasi yang salah.

c. Information Remedtes

Pengendalian informasi dapat diklasifikasikan pada 3 (tiga) kategori umum, 

yaitu:

• Removing restrains on information

Yaitu suatu usaha-usaha untuk melakukan pemantauan sekaligus 

pengendalian secara terus-menerus terhadap i n formasi n formasi produk 

barang dan jasa yang diterima konsumen.

•  Correct mg mislcading information

Yaitu suatu usaha-usaha untuk mengklasifikasikan daent (gugatan) yang 

memang disebabkan kesalahan dan perilaku buruk dari produsen. Aîau 

ju&ru bukan karena kesalahan produsen, melainkan) lebih disebabkan 

kesalahan perusahaan periklanan, baik yang disengaja maupun tidak 
disengaja.

•  Encouraging addtional information

Yaitu kecenderungan produsen memberikan informas* secara berlebihan 

yang tidak sesuai dengan kondisi dan karakteristik produk yang seberainya. 

di Pohey Implication

Yaitu suatu kondisi dimana hak-hak konsumen, khususnya untuk mendapatkan 

informasi yang benar dari suatu produk barang dan jasa akan semakin 

teriindungL

Dengan demikian, informasi-informasi yang diperlukan konsumen 

sekaligus yang harus disampaikan produsen adalah menyangkut tentang harga 

(price\ jumlah (qnantity\ mutu (quality\ cara penggunaan, efek samping dan 

keterangan-keterangan lainnya yang dapat membantu konsumen dalam 

memutuskan untuk membeli atau tidak suattu produk barang dan jasa. Sekaligus 

informasi-informasi tersebut juga membantu produsen untuk menetapkan bentuk 

atau standar produk yang ditawarkan kepada konsumen.
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Menurut Phii Astrid S Susanto, tujuan langsung dan periklanan (melajui 

ikian)* adalah: 91

a. menarik perhatian untuk barang atau jasa yang dijual (capitwv alicnlBon)%

b. mempertahankan perhatian yang telah ada (hold at(mtion)\

c. memakai alau menggunakan perhatian yang telah ada untuk menggerakkan 

calon konsumen untuk bertindak {rnake usejid Jaslmg impremori).

Dari tujuan iklan yang dikemukakan oleh ahli tersebut, maka disimpulkan 

bahwa tujuan iklan adalah memberikan informasi tentang adanya suatu pmduk 

kemasyarakat agar masyarakat dapat mengkonsumsinya.

Selanjutnya, berbicara teniang iklan, maka akan ada pihak-pihak yang 

teriibat dalam kegiatan usaha periklanan, yaitu:

a. Pemsahan penklanan {advertism^ yaitu perusahaan yang menjual jasa 

periklanan bagi produk barang atau jasa.

b. Media periklanan, yaitu setiap media komunikasi massa, baik berapa media 

celak (Surat Kabar, Majalah, Tabloit) maupun media elektronik (Televisi dan 

Radio), termasuk juga media luar ruangan seperti pamflet alau spanduk.

c. Pemasang iklan (periklanan), yaitu setiap badan hukum (perusahaan) dan 
perorangan yang mengiklankan suatu produk barang alau jasa.

d  Konsumen, yaitu setiap pemakai iklan dan penikmat produk barang atau jasa 
yang diiklankan.

e. Pemerintah selaku pengawas berjalannya aturan main (rvie c f  tht game) yang 

baik dan jelas dengan bisnis periklanan.

Pengaturan tentang iklan ds Indonesia secara khusus belum ada, begitu 

juga halnya dengan pengaturan ikian tarif seluier. Meskipun demikian, beberapa 

undang-undang mengatur perikianan di dalamnya, seperti Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

teniang Perlindungan Konsumen. Selain itu pengaturan periklanan jrn^i diatur

wFfwl Astrid S Susanto, Komimihw Ikflam  Teori <km PmfofJk, C d ü . (Banribng; 
Biiadpta, ]977),hal. 203;
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dalam Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia (IKTCPJ). Pengaturan 

tentang ¡kian tersebut juga berlaku untuk iklan tarif jasa seluler di IndoocsiaL

1. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tabnn 2002 tcalang 

P c sy u n s

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 lebih menekankan iklan melalui 

medsa siaran baik itu siaran televisi maupun siaran radio. Dalam pasal I angka (6), 

menyatakan bahwa promosi adalah kegiatan pengenalan dan attau penyebarluasan 

informasi barang dan'atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap 

barang dan'atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.

Dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Penyiaran, menyalakan bahwa 

Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan 

masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan ga^san yang dapat 

dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga 

penyiaran yang bersangkutan.

Sementara itu siaran iklan dibagi atas dua, yaitu: 'n
a. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melahii 

penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, 

memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalzjak 

sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang 

ditawarkan.

b. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang 

disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkeralkan, 

memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, 

daniatau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempen^oohi 

khalayak agar berbuat dan'atau bertingkah laku sesuat dengan pesan iklan 

tersebut

Dari ketentuan dialas dapal disimpulkan bahwa siaran iklan merupakan 

bagian dari penyiaran yang harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun

’"Indcaesu* L’odang-Uaiing Tcnizng Penyiaran, UU No. 32 Tafsm 2002; fcsssl 1 angka 
6 [sebnjutnya disebut dengan Indonesia (c)];
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2002 tersebut Sehingga substansi siaran iklan yang ditayangkan harus sesuai 

dengan ketentuan undang-undang tersebut.

Berdasarkan Pasal 35 lemang isi siaran menyalakan bahwa isi siaran harus 

sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Dalam pasal 2 dinyalakan bahwa penyiaran 

diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-lJndang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian 

hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan 

tanggung jawab.

Dalam Pasal 3 penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk 

memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang 

beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan 

kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, 

demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Pasal 4 mengatur tentang fungsi penyiaran yang tertuang dalam ayal (1) 

dan (2 \  yang mengatakan bahwa:

(1) Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fimgsi sebagai 

media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat kontrol dan perekat sosial.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran 

juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

Sementara itu dalam Pasal 5 mengatur tentang arah penyiaran, bahwa 

penyiaran diarahkan untuk:

a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;

b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri 

bangsa,

c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa:

e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;

C menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam 

pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
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g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan y^mg sehat di 

bidang penyiaran;

bu mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat mewujudkan 

pemerataan, dan memperkuat dayu saing bangsa dalam era globalisasi;

L memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggnng jawab; 

j. memajukan kebudayaan nasional

Ixbih lanjut isi siaran diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2002 tentang Penyiaran, yaitu:

a_ Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfcat 

untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, 

menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan ntiai-nilai agama dan 
budaya Indonesia.

b. Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga 

Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memual sekurang- 

kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam 
negeri.

c. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak 

khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada 

waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mcncantumkan danaiau 

menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

d_ isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan 

kepentingan golongan tertentu.

c. Isi siaran dilarang:

* bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong:

* menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika 

dan obat terlarang: atau

* mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

f. Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, mdcechkan dan'atau 

mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak 

hubungan internasional
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Kemudian dalam Pasal 46 diatur tentang siaran iklan secara lebih khusus. 

Pasal tersebut menyatakan bahwa

(L) Siaran iklan terdiri alas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan 

masyarakat

(2) Siaran iklan wajib menaati asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

(3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan:

a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi 

dan^atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan'atau merendahkan 

martabat agama lain, ideologi bin, pribadi lain, atau keSompok bin;

b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;

c. fromosd rokok yang memperagakan wujud rokok;

& hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai 

agama; dan/atau 

e- eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

(4) Materi siaran iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran wajib 

memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh KPL

(5) Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab lembaga 

penyiaran.

(6) Siaran iklan niaga yang disiaikan pada mala acara siaran untuk anak-anak 

wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.

(7) Lembaga Peny iaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan

masyarakat.

(8) Waktu siaran iklan niag3 untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling banyak 

20% (dua puluh per seratus), sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik 

paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran.

(9) Waktu siaran iklan layanan masyarakat untuk Lembaga Penyiaran Swasta 

paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari siaran iklan niaga, sedangkan 

untuk Lembaga Penyiaran Publik paling sedikit 30% (liga puluh per seratus) 

dari siaran iklannya.

(10) Waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapa pun untuk 

kepentingan apa pun, kecuali untuk siaran iklan.
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( I 1) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber dayu dalam negeri.

Dengan demikian, maka setiap pelaku usaha yang mengiklankan 

produknya harus beritikad baik, artinya mengenai isi, mutu, asa), ukuran, sifat, 

komposisi maupun keaslian produk yang ditawarkan harus sesuai deraan yang 

diiklankan kepada konsumen.

2. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahan 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Nomor S Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen menggunakan kata promosi yang diidentikkan dengan iklan. Dalam 

Pasal 1 angka (6) disebutkan bahwa promosi adalah kegiatan pengenalan atau 

penyebaran informasi sualu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli 

konsumen terhadap barang dan'alau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan. 

Pasal tersebut mengidentikkan promosi dengan iklan yaitu kegiatan pengenalan 

atau penyebaran informasi suatu barang dan atau jasa untuk menarik minat beii 
konsumen. Keadaan tersebut sering kaJi ditafsirkan oleh pelaku usaha menpdi 

semacam alat, dengan menghalalkan muatan informasi apa saja, semata-mata 

untuk menggugah konsumen membeli.

Untuk mencegah dijadikannya iklan hanya sebagai alat untuk menarik 

konsumen oleh pelaku usaha, maka dalam Pasal 9 diatur tentang larangan bagi 

pelaku usaha. Pasal 9 tersebut menyatakan Pelaku usaha dilarang menawarkan, 

mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, 

dan atau seolah-olah:

a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan Itarga, harga 

khusus, standar mutu tertentu, gaya atau model tertentu, karakteristik tertentu, 

sejarah atau guna tertentu:

b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;

c. barang dan/aiau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, 

persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja, atau 

aksesori tertentu;
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d  barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai 

sponsor, persetujuan, atau afiliasi;

c. barang dan/atau jasa tersebut tidak tersedia; 

f  barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;

g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;

h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;

i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang danataujasa lain;

j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak 

mengandung resiko atau efek samping tanpa keterangan lengkap; 

k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pastL

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) di biang 

melakukan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan'atau jasa tersebut 

Kemudaan dalam Pasal 10 dinyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan 

barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, 

meinpromosika», mengiklankan, aiau membual pernyataan yang tidak benar alau 
menyesalkan mengenai:

a. harga atau tarif suatau barang dan/atau jasa;

b. kegunaan suatu barang dan/alau jasa;

a  kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang daaatau 

jasa;

d  tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;

e. bahaya penggunaan barang dan'atau jasa.

Pengaturan tentang iklan juga terdapat dalam Pasal 12 tentang iklan yang 

menawarkan, mempromosikan produk dengan tarif khusus, dalam waktu dan 

jumlah tertentu, Pasal 13 tentang iklan produk barang dan jasa dengan 

memberikan janji pemberian souvenir atau hadiah secara gratis, tetap ketika 

produk dibeli, janji tersebut tidak dipenuhi dengan dalih persedian sudah habis, 

Pasal 14 yang berkenaan dengan janji iklan dalam undian yang tidak diumumkan 

secara patut melalui media yang diketahui konsumen secara luas dan Fasaf 15 

tentang penawaran barang secara paksa, baik secara fisik maupun psikis serta
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Pasal 16 tentang produk melalui pesanan yang tidak sesuai dengan kesepakatan 

semula atau atau wakrn pengiriman pesanan seperti yang dijanjikan.

Secara khusus pcibuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dialur dalam 

Pasal 17 ayat (1) dengan memproduksi Iklan yang dapat:

a. mengelabui konsumen kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan haigp barang 

dan/atau taiifjasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;

b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;

c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang

dan/atau jasa;

d_ tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan/atau jasa;

e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang alau 

persetujuan yang bersangkutan;

f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
periklanan.

Pengaturan tentang tanggung jawab pelaku asaha dan ketentuan tentang 

iklan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangat erat kaitannya 

dengan penjagaan atas hak-hak yang dimiliki oleh konsumen yang tertuang dalam 

Pasal 4 huruf (c), yang menyalakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang 

benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan'atau jasa Selain 

itu juga terkait dengan tanggung jawab yang harus diemban oleh pelaku usaha.

Kemudian dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga 

mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha periklanan. Drmana pasal tersebut 

menutur tanggung jawab pelaku usaha periklanan alas iklan >ang diproduksi dan 

segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut Sehingga pelaku usaha 

periklanan dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

3. Pengaturan dalam Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia 

(TKTCPI)

Para sponsor dan penyusun Kode Etik Periklanan Indonesia memilih 

istilah sendiri yang mereka sebut sebagai Tata Krama dan Tata Cara Periklanan
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Indonesia (TKTCPJ). Secara umum Tata Krama dimaksudkan untuk menjaga citra 

bisnis periklanan di mata masyarakat, sedangkan Tata Cara Periklanan bertujuan 

untuk menjaga persaingan antar pengusaha pcnklanan agar berjalan dengan wajar 

dan mencejpih terjadinya persaingan curang dalam penyelengguaan bisnis 

periklanan. Jadi tirik beratnya adalah agar terdapat praktek usaha periklanan yang 

wajar dan sehaL

Meskipun TKTCP1 bukan merupakan produk undang-undang yang 

mengikat sccara luas (publik) tetapi sebagai seij regulaiton bagi para anggotanya, 

kode etik ini memiliki arti yang penting dalam rangka memberikan kejelasan 

aturan main (rule o / the game). Sekaligus untuk menjaga tindakan dan perilaku 

anggotanya agar tetap menjunjung etika dalam berusaha. Sehingga persaingan 

bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya melalui periklanan 

tidak menimbulkan penyesatan informasi, yang pada akhirnya sangat merugikan 
konsumen.

Dalam Tata Krama dan Tata Cara Indonesia dinyatakan bahwa perikiasan 

bukan hanya sebagai sarana pemasaran bagi pelaku usaha namun juga sahagai 

sarana penerangan memegang peranan penting di dalam pembangunan yang 

dilaksanakan bangsa Indonesia Sebagai sarana penerangan dan pemasaran, 

periklanan merupakan bagian dari kehidupan media komunikasi yang vital bagi 

pengembangan dunia usaha, serta harus berfungdi menunjang pembangunan.

Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia (TKTCPI) menyebutkan 

bahwa asas-asas umum periklanan harns memuat, antara lain: 

a  iklan hanis jujur, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan hukum

yang berlaku;

» Jujur, yaitu iklan tidak boleh menyesatkan, antara lain dengan memberikan 

keterangan yang tidak benar, mengelabui, dan memberikan janji yang 

berlebihan.

• Bertanggung jawab dimana iklan tidak boleh menyalahgunakan 

kepercayaan dan merugikan masy arakat

•  Tidak bertentangan dengan hukum, bahwa iklan harus mematuhi undang- 

undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.
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• Esi iklan adalah pernyataan dan janji mengenai produk dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya.

• Kesaksian konsumen harus dilengkapi dengan pernyataan tertulis 

berdasarkan pengalaman yang sebenarnya. Nama dan alamal pemberi 

kesaksian harus dinyatakan dengan jelas dan sebenarnya.

• Pencantuman harga, j'aitu bilamana harga suatu produk dicantumkan dalam 

iklan, maka harga harus jelas sehingga konsumen mengetahui barang apa 

yang akan diperoleh dengan harga tersebut

• Perbandingan harga, yaitu bila dilakukan suatu perbandingan harga atas I 

(satu) produk dengan produk lainnya, maka dasar perbandingan tersebut 

harus sama dan jelas.

•  Pemakaian kata ‘‘cuma-cuma” atau sejenisnya, yaitu kata “cuma-cuma” atau 

sejenisnya tidak boleh dicantumkan dalam iklan, bila ternyata konsumen 

harus membayar sejumlah uang di luar biaya pengiriman yang sebenarnya. 

Bila biaya pengiriman ini akan dibebankan kepada konsumen, maka harus 

dicantumkan dengan jelas.

• Janji pengembalian uang, yaitu bila suatu iklan menjanjikan pengambalian 

uang ganti rugi (tramrarv) untuk pembelian suatu produk yang ternyata 
mengecewakan konsumen, maka:

- syarat-syarat pengembalian uang tersebut harus jelas dan lengkap 

dicantumkan, antara lain batas-batas resiko iklan, jenis-jenis 

kerasakankekurangan yang dijamin, dan jangka waktu berlakunya 

pengembaian uang.

- Pengiklan wajib mengembalikan uang konsumen sesuai dengan syarat- 

syarat yang tercantum.

• Janji jaminan mutu atau garansi, apabila suatu iklan menjamin mutu suatu 

produk, maka dasar-dasar jaminannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

• Rasa takut/takhyiii, bahwa iklan tidak boleh mempermainkan rasa takut dan 

kepercayaan orang terhadap takhyuJ tanpa alasan yang dapat 

diperlanggungjawabkaa

• Kekerasan, bahwa iklan tidak boleh merangsang atau membenarkan 

tindakan-tindakan kekerasan.
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•  Keselamatan, bahwa iklan tanpa alasan yang dapal dipertanggungjawabkan 

tidak boleh menampilkan adegan berbahaya atau membenarkan pengabaian 

segi-segi keselamatan terutama yang tidak ada hubungannya dengan produk 

yang diiklankan.

• Perlindungan hak-hak pribadi, bahwa iklan tidak boleh menampilkan alau 

melibatkan seseorang tanpa ada persetujuan terlebih dahulu. Ketentuan ini 

tidak berlaku untuk penampilan massal atau sebagai latar belakang di mana 

dapat dianggap merugikan

• Anak-anak, bahwa dalam iklan yang ditujukan atau yang mungkin 

melibatkan anak-anak tidak boleh menampilkan dalam bentuk apa pun hal- 

hal yang dianggap dapat mengganggu atau merusak jasmani dan rohani 

mereka, mengambil manfaat atas kemudahpercayaan, kekurangan 

pengalaman, atau kepolosan hati mereka

• Istilah ilmiah dan statistik yaitu iklan tidak boleh menyalahgunakan istilah- 

istilah ilmiah dan statistik untuk menciptakan kesan yang berlebihan.

• Ketidakadaan produk, yaitu iklan hanya boleh dipasang bila telah ada 

tepaslian lenlang tersedianya produk yang diiklankan di pasar.

b. ¡klan tidak boleh menyinggung perasaan dan merendahkan martabat negara,

bangsa, agama, adat budaya, hukum, dan golongan;

•  Tidak boleh menyinggung agama/kepercayaan, yaitu iklan tidak boleh 

merendahkan dan/atau mencemooh agama/kepercayaan.

- iklan harus berselera baik dan pantas.

- Iklan harus menggunakan bahasa yang baik dan istilah yang tepat

•  Tata susila, adat, dan budaya, yaitu iklan tidak boleh melanggar norma- 

norma tata susila, adat dan budaya bangsa.

•  Suku dan golongan, yaitu iklan tidak boleh menyinggung atau 

mempertentangkan suku'golongan.

•  Pahlawannmonumen, yaitu Pahlawan dan monumen tidak boleh dipakai 

untuk iklan secara tidak layak

c. Iklan harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat
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• Penggunaan kata-kata yang berlebihan, yaitu iklan (idak boleh 

menggunakan kata-kata “fer”, "“palingi “nomor satu”, dan sejenisnya tanpa 

menjelaskan dalam bidang apa keunggulan itu.

• Perbandingan langsung, yaitu iklan yang baik tidak boleh mengadakan 

perbandingan langsung dengan produk-produk saingannya. Apabila 

perbandingan semacam ini diperlukan, maka dasar perbandingan harus sama 

dan jelas. Konsumen tidak disesatkan oleh perlindungan tersebut

• Merendahkan, yaitu iklan tidak boleh secara langsung atau tidak langsung 

merendahkan produk-produk bin.

•  Peniruan, yaitu iklan tidak boleh meniru iklan lain sedemikian rupa 

sehing^ menimbulkan penyesatan. HaJ ini merupakan merek dagang, fogo, 

komposisi huruf dan gambar, slogan, poshioning, cara penampilan* dan 
jvsgle.

Terkait dengan tata cara periklanan, sesuai dengan yang diatur dalam Tata 

Krama dan Tata Cara Periklanan mengatur tentang hubungan antara unsur-unsur 

yang berkepentingan dalam periklanan. Dengan diaturnya tata cara periklanan 

tersebut dalam suatu bentuk sdf-regtdation, maka akan memudahkan untuk 

melihat siapa yang bertanggung jawab atas suatu kesalahan. Dalam tata cara 

tersebut diatur hubungan antara perusahaan periklanan dengan konsumen, 

pengiklan, pemerintah, dan dengan media. Selain itu dalam Bab IV Tala Krama 

dan Tata Cara Periklanan juga dibentuk suatu Komisi Tata Krama Periklanan 

Indonesia yang berfungsi untuk menampung masalah-masalah yang timbul dalam 

pelaksanaan tata krama periklanan dan memberikan saran mengenai penerapan 

Tata Krama Periklanan.

E. Pengaturan Perlindungan Konsumen atas Iklan Tarif Jasa Setalcr

Semakin besarnya pasar industri telekomunikasi sduler di lndooesia 

menimbulkan persaingan yang ketat antar operator seluler untuk menarik 

konsumen. Persaingan tersebut tentunya akan disikapi oleh operator seluler 

dengan berusaha untuk menarik minat masyarakat agar menggunakan produknya
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Salah satu cara yang digunakan untuk menarik minat masrorakat adalah dengan 

mengiklankan produk jasa operator seluler pada media massa yang tersedia atau 

yang biasa kita sebut dengan iklan.

Iklan tarif jasa seluler tidak ditemukan dalam satu undang-undang khusus 

yang mengatur tentang iklan tarif jasa seluler. Maka untuk mengetahui 

bagaimana pengaturan iklan tarif jasa seluler di Indonesia akan mengacu pada dua 

undang-undang pokok yaitu pengaturan bidang telekomunikasi, penyiaran, 

perlindungan konsumen, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketiadaan satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

iklan tarif jasa seluler tersebut terjadi karena bisnis jasa seluler akan terkail 

dengan peGgaturan tentang bisnis jasa seluler itu sendiri dan terkait dengan iklan 

jasa seiuier yang disampaikan kepada masyarakat serta terkait dengan 

perlindungan konsumen, sehingga memang akan banyak terkait dengan undang- 

undang lainnya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat hak-bak 

konsumen atas iklan tarif seluler pada dasarnya sama dengan hak-hak konsumen 

atas promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang diatur dalam pasal 4 hunif 
(c) yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar jelas, 

dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan'atau jasa. Karena iklan 

merupakan informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada konsuz&en, 

dalam hal ini operator seluler menginformasikan kepada pengguna jasa 

telekomunikasi seiuier, maka pengguna jasa telekomunikasi seiuier berhak atas 

iklan yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa tersebut

Namun, pengguna jasa telekomunikasi seluler selaku konsumen tidak 

hanya dilindungi haknya atas informasi yang benar, jelas, dan jujur saja, namun 

juga akan terkait dengan hak-hak lainnya yang diatur dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen seperti hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, 

dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut hak untuk 

mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau 

dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dan hak untuk 

mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang
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dan'aiau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 

mestinya.

Hak tersebut sangat terkait dengan hak untuk mendapatkan informasi yang 

benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang darv'atau jasa, karena 

ketika informasi yang diberikan oleh operator seluler melalui iklan tersebut tidak 

benar, tidak jelas, dan/atau tidak jujur, maka akan menimbulkan pertanyaan dan 

juga kerugian bagi konsumen sehingga konsumen berhak untuk didengar pendapat 

dan keluhannya terhadap jasa yang disediakan oleh operator seluler, kemudian 

jika teraya akhirnya terdapat sengketa antara konsumen dengan operator seluler, 

maka konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang patut karena kedudukan 

konsumen tidak seimbang dengan operator seluler. Dalam pelayanannya, operator 

seluler juga harus memperlakukan konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif, ketika seorang konsumen bertanya tentang iklan yang disampaikan 

oleh operator seluler maka operator seluler harus menyampaikan dengan benar, 

jujur, dan tidak diskriminatif, begitu juga jika konsumen melaporkan kerugian 

yang telah dideritanya atas iklan yang disampaikan oleh operator seluler, maka 

operator seluler tetap berkewajiban untuk melayani konsumen secara benar, jujur, 

dan tidak diskriminatif.

iklan selain dijadikan sebagai sarana informasi produk yang ditawarkan 

oleh operator seluler juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk memberikan hak 

konsumen untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan, sehingga iklan yang 

disampaikan kepada konsumen haruslah iklan yang benar, jelas, dan jujur dari 

operator.
Iklan tarif jasa seluler yang disampaikan pada masyarakat juga harus 

sesuai dengan ketentuan dalam Tata Cara dan Tata Krama Periklanan. Dimana 

iklan tarif jasa seluler harus menaati asas-asas umum periklanan yaitu iklan yang 

disampaikan pada masyarakat haruslah ikaln yang jujur, bertanggung jawab, dan 

tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku (dalam hal ini Undang-Undang 

Penyiaran dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen), iklan tidak boleh 

menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat, agama, tata susila, adat, 

dan golongan, dan ikian harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat
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Dalam hal iklan jasa seluler hanis menaati asas iklan harus jujur, 

bertanggung jawab, dan tidak bertentang dengan hukum senada den<^n ketentuan 

dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun ditambahkan dengan 

asas iklan harus bertanggung jawab dalam Tata Krama dan Tata Cara Periklanan 

Asas tersebut ditujukan agar iklan yang disampaikan kepada masyarakat bukanlah 

iklan yang menyalahgunakan kepercayaan dan merugikan masyarakaL Dalam hal 

iklan jasa telekomunikasi seluler, asas bertanggung jawab tersebut juga tenis 

dijunjung tinggi oleh operator seluler.

Universitas Indonesia
Analisis yuridis..., Dayu Medina, FH UI, 2008



BAB m
PERUNDI NGAN TERHADAP KONSUMEN ATAS IKLAN TARIF JASA 

TELEKOMUNIKASI SELULER YANG MERUGIKAN

A. Sejarah Geralma Perlindungan Konsumen

Revolusi Industri di Inggris yang dimulai pada abad 18, kiranya dapat 

dianggap sebagai awal dari proses perubahan pola kehidupan masyarakat yang 

semula merupakan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Berkembang 

dan semakin majunya teknologi kemudian mendorong pula peningkatan volume 

produksi barang dan jasa. Perkembangan ini juga merubah hubungan a mara 

penyedia produk dan pemakai produk yang semakin berjarak. Produk barang dan 

jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama 

semakin ‘"canggih”, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi 

dan <Ja>a tangkap konsumen. Kondisi tersebut menempatkan konsumen dalam 
posisi yang lemah.**

Sejarah perlindungan konsumen sejalan dengan sejarah perkembangan 

perekonomian dunia. Perkembangan tersebut memunculkan varietas-varietas baru, 

berbagai macam dan juga dengan jumlah yang besar. Karena perkembangan 

tersebut maka pelaku usaha melakukan perubahan koasep pemasaran. Oughion 

dan Lowry memandang hukum perlindungan konsumen (consumer protection 

Um) sebagai sebuah fenomena modem yang khas pada abad ke 20. Namun 

sebagaimana ditegaskan dalam penmdang-undangan, perlindungan konsumen itu 

sendiri dimulai lebih awal.91

Munculnya ide tentang perlindungan konsumen adalali dari negara-negara 

baraL Hai tersebut di i atar belakangi oleh perubahan konsep pemasaran yang sudah

^/u&ina Riyal, “Mengakomodasikan Masalah Perlindungan Terhadap Kcansamen Dahin 
Kurfcnhun Pendidikan Tinggi Ifukum Indonesia" Jurnal Hukum dan Pembangunan 1-3
T a ta  XXVIII Januari-Juni 1998), haL 140;

**Ab£a3 Haliin Barfcatulah, Hukum Perlindungan Kansumw: Kajian Teoritis dan 
Perkembangan Pemikiran, ( FH Uniam Press, Banjarmasin, 2008), haL 10;
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semakin luas karena gejala globalisasi dan pasar bebas. Ilal senada juga 

dikemukakan oleh Prot A. Zen limar Purba, yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan konsumen sebagai suatu konsep terpadu merupakan hal 

bara, yang perkembangannya dimulai dan' negara-negara maju. Namun 

rfemikiaa, saat sekarang koasep ini sudah tersebar ke bagian dunia lain”

Sistem perekonomian yang semakin kompleks tersebut berdampak pada 

perubahan konstruksi hukum dalam hubungan antara produsen dan konsumen. 

Perubahan konstruksi hukum diawali dengan pembahan paradigma hubungan 

produsen dan konsumen, yaitu hubungan yang semula dibangun alas prinsip 

caYcm emptor* menjadi prinsip caveat venditor T. Suatu prinsip hubungan yang 

semula menekankan pada kesadaran konsumen sendiri untuk melindungi dirinya 

berubah menjadi kesadaran produsen untuk melindungi konsumen/*

Masyarakat Eropa, membagi gerakan perlindungan konsumennya atas 2 

tahap program. Program pertama dimulai pada tahun 1973* yang memfokuskan 

pada penggunaan kontrak standar, ketentuan perkreditan, dan penjualan yang 

bersilat memaksa, perlindungan terhadap konsumen yang mengalami kenigian 

akibat menggunakan produk cacat, praktek iklan yang menyesalkan serta masalah 

jaminan produk. Program kedua gerakan perlindungan konsumen Masyarakat 

Eropa pada tahun 1983 yang menekankan pada hak-hak dasar konsumen, yang 

kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah Komisi Eropa mengeluarkan tiga 

kerangka acuan perlindungan konsumen, yaitu pertama„ produk yang dipasartan 

di Masyarakat Eropa haruslah memenuhi standar kesehatan dan keselamatan 

konsumen. Kedua, konsumen harus dapat menikmati keuntungan dari pasar 

bersama Masyarakat Eropa dan ketiga, balma kepentingan konsumen harus selalu

C aw at Lm pior yaitu suatu doktrin yasg menyatakan baim a pem bdi mensi&gjumg 
vaSLo afcss kondbi produk yang dibelinya Dengan kala Uin bahwa pembeli hanjs fatti-tafli jg a r

dmigikan oleh produk yang dtbdiaya ata» biasa juga disebut k t  eh? fa tyvr b& eurv. Teafapat 
dalam SamsuL Pertualangan Konsum ai: Kemiuigkinan Yahzrapan Tafiggu/ig Ja u d b
i\h itk k . opicif^ h a l 4;

97 C o m tf V enditor adalah doktrin yang menyatakan bahwa pihak penjual h m is  hsri-fcari. 
karma jika terjadi sasuatu yang cidak dikehendaki dari produknya terebut, maka penguatlah yang 
bcrtecggurw jzwab atau biasa disebut te t the seUer bswareAbid;

*Ihkt
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diperhitungkan dalam setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Masyarakat 

Eropa.*9

Amerika Serikat merupakan negara yang paling banyak punya andil 

terhadap perlindungan konsumen Historis perlindun^m konsumen ini ditandai 

dengjm munculnya gerakan-gerakan konsumen (consunicn movcnieiu) di akhir 

ahad sembilan belas.100 Amerika Serikat dalam awal gerakan pelindungan 

konsumen1̂ 9 ditandai dengan tujuan dan filosofi bahwa pengaturan dimaksudkan 

untuk memberikan bantuan atau perlindungan terhadap konsumen yang 

berpenghasilan rendah (bw-iname comumer), memperbaiki cara distribusi dan 

kualitas barang dan jasa, meningkatkan jumlah persedian barang dan jasa di pasar, 

meningkatkan persaingan antara produsen.101

Pada tahun 1962 J.F. Kennedy dalam pidatonya di depan Kongres 

Amerika Serikat mengemukakan 4 hak konsumen yang kemudian menjadi 

inspirasi bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengeluarkan Resolusi No. 

39/248 mengenai the Guuldims for Comvmer Prolectum bagian I! (G&tzral 
Prmciples\ angka 3.105

Gutdeiincs for Consumer Proteciion tersebut berangsur-angsur mulai 

membuka mata pemerintah berbagai negara tentang praktik-praklik ketidakadilan 
yang dialami konsumen sebagai salah satu pelaku ekonomi yang secara empiris 

keberadaannya diakui, namun secara yuridis, dalam penyelesaian sengketa 
konsumen sulit dilaksanakan.1**1

m ShH. hal 6,
3i® Abdul Haltm Barfcatulah, op. c i t haL 13;
‘^ G e n k a n  Paiioduogan  K ooannen adalah alih bahasa d u i  Istilah — rm rrr 

G era iaa  Periindungin  Koasum en adalah gerakan masyarakat dan petoercatah tgrrrpV ak£ci3uflgi 
d sa  meoapertahankan kepentingan dan alau hak-hak konsumen. Terdapaz A 7. Nasu&oo,
Kanmmen iksn Hukum, op d i.r hai 30-31;

M enurut Donald P. Rothschild dan David W  Carroll dikutip dari iDctsearius S eusu l, 
op. d r., t e l 6 ;

“** H xk4nk konsumen ying disampaikan cieh J_F_ Kennedy zdzUh thr n rfit to safety, 
the righ t At he unarm ed, the righ t to  chtxtst, the righ t to  be heiw d Dalaxn Resolusi PBB 
ditnaciskan 6  kepentingan konsumen, yaitu: Perlindungan konsumen dari bahaya-bafeaya tejfeadap 
kesehatan dan keamanan, promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial ekonomi konuimen, 
tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen agar mereka mampn n&dakukan pslibaa yang 
iepai sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi pendidikan konsumen, (tersedianya upaya ganti 
keraguan yang efektif kebebasan untuk membentuk organisasi koosumeo a z u  organisasi ta sn y a  
yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tenefatt untuk menyoankan 
pcixfapainva dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan m erak- Jhul, hal 6-7;

M Susami Adi Nugrobo, /Voscv Penyclcsaum Scn&cia Karranazn Ihurgcsa duri llshun  
Acara Serta KentSaSa Implementasi, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 3;

Analisis yuridis..., Dayu Medina, FH UI, 2008



61

Menurut resolusi tersebut, terdapat tiga agenda yang harus ditindak lanjuti 

oleh pemerintah masing-masing negara, yaitu:

x  Pemerintah harus menetapkan perangkat hukum dan administrasi yang 

memungkinkan konsumen atau organisasi-organisasi terkait lainnya untuk 

memperoleh penyelesaian melalui prosedur-prosedur formal dan informal yang 

cepaL adil, murah, dan leijangkau untuk menampung, terutama kebutuhan- 

kebutuhan konsumen berpenghasilan rendah.

b. Pemerintah harus mendorong semua pelaku usaha untuk menyelesaikan 

sengketa-sengketa konsumen dengan adil, murah dan infonnaL, termasuk jasa 

koosultasi dan prosedur penyelesaian secara informal yang dapat membantu 
konsumen.

c. Tersedianya informasi penyelesaian ganti rugi dan prosedur penyelesaian 
sengketa lainnya bagi konsumen.

Namun, sebelum disahkannya Resolusi PBB pada tanggal 16 April 1985 
didirikanlah Internasional Organization o f Consiimer Union (SOCU) pada tahun 

1980 oleh uma organisasi konsumen masing-masing dari Amerika Serikat, 
inggns. Belanda. Belgia, dan Australia yang berkedudukan di Den Haag 

(Belanda). Dalam Anggaran Darasnya 10CU berpegang pada prinsip bekeija 

untuk kepentingan konsumen, lidak untuk mencari keuntungan dan tidak 

berpolitik, lidak menerima iklan pada setiap publikasinya dan mandiri dalam 

setiap kegiatannya.Iis>

Di Indonesia, perlindungan konsumen merupakan wujud dari amanat 

Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak konsumen melalui undang-undang 

merupakan bagian dari implementasi sebagai vvujud dari negara kesejahteraan, 

karena Undang-Undang Dasar 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga 

dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide 

negara kesejahteraan yang tumbuh dan berkembang karena pengaruh sosisalismc 

sejak abad 19.“ *

m  A_ Z. Tslasution. Konsumen dan Hukum, o p .c it. lial 32;
,a* lintmly Asshiddiqie, Itnckatg-lhtkm g Datar W  S : Konstitusi X<gcwa Kew jah*rxxw i 

d s t RicaSssas M asa Depan* Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya (k k a tu  Fa&u&is 
Hukirni Universitas iralomsia, 1998), hal 1-2;
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MasaJah perlindungan konsumen baru mulai terdengar pada tahun J970- 

an. Perkembangan tersebut ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga 

Konsumen (YLK) bulan Mei 1973. Secara historis, pada awalnya YLJC tersebut 

berdiri untuk mengimbangi kegiatan promosi dengan pengawasan agar 

masyarakat tidak dirugikan dan kualitasnya terjamin. Keinginan dm  desakan 

masyarakat untuk melindungi dirinya dari barang yang rendah mutunya memicu 

untuk memikirkan secara sungguh-sungguh usaha untuk merealisasikan cita-cita 

tersebut.31*7

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor S Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan 

masalah-masalah hukum antara pelaku usaha, penyedia barang dan/atau 

penyelenggara jasa dengan konsumennya termuat dalam;10*

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama dalam Buku Kedua, Ketiga, 
dan Keempat,

b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Buku Kesatu, dan Kedua, dan;

c. Berbagai peraturan perundang-undangan lain yang memuat kaidah-kaidah 

hukum bersifat perdata lemang subjek-subjek hukum, hubungan hukran dan 

masalah antara penyedia barang atau penyelenggara jasa tertentu dan 
konsumea

Sekalipun perlindungan konsumen dilindungi oleh peraturan perundang- 

undangan yang berlaku umum, dalam prakteknya banyak kelemahan yang 

meiyadi kendala untuk penerapan perlindungan konsumen. Kelemahan tersebut

antara lain:**
a. Masih asingnya isulah konsumen dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku umum. Hal ini mudah dipahami karena pada saat undang-undang 

tersebut diterbitkan dan diberlakukan di Indonesia, tidak dikenal istilah 

consumer atau consument (istilah Inggris dan Belanda). Walaupun dalam 

undang-undang yang berlaku umum tersebut telah mengatur tentang pembeli,

if?7 Abdul Hakim BarkatuOah. op. d L , hal: 16;
*** A Z. Naswlioo, Htthrm Perfrnhmgm Konsumen: Sturfn Pengantar, (M a n i Diadh 

Media, 2002), hal. 38;
'mIbH  hal 43-52 ;
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penyewa, penitip barang, peminjam, dan sebagainya jang dapat dikatakan 

sebagai konsumen, namun dalam undang-undang yang beiUku umum tersebut 

tidak dinyatakan apakah mereka sebagai konsumen akhir atau konsumen 

antara.

b. Penerapan asas hukum kebebasan berkontrak, sistem terbuka dan hukum 

pelengkap, memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan 

peijanjian, termasuk peijanjian yang dipaksakan. Keadaan tersebut muncul, 

karena kedudukan para pihak yang tidak seimbang. Dan konsumen adalah 

pihak yang lemah karena kedudukan ekonomi, tingkat pendidikan, kemampuan 

daya saingnya dan pengetahuan tentang produk atau jasa yang ditawarkan 

berada dibawah pelaku usaha.

c. Pesatnya pnkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan 

undang-undang yang berlaku umum diatas tertinggal jauh. Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi menyebabkan munculnya berbagai produk, praktek 

usaha dan praktek bisnis, serta munculnya perikatan yang berasal dari sistem 

hukum berbeda yang tidak dikenal kelika undang-undang yang berlaku umum 
tersebut diberlakukan di Indonesia.

d. Hukum acara yang dipergunakan dalam perkara konsumen perdata tidak 

membantu konsumen dalam mencari keadilan. Berdasarkan Pasal 1865 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata menentukan pembuktian hak seseorang atau 

keselahan orang lain dibebankan pada pihak yang mengajukan gugatan. Beban 

tersebut suirt untuk dipenuhi oieh konsumen, karena keterbatasan pemahaman 

terhadap pembuatan produk, sistem pemasaran yang digunakan, dan 

pemahaman tentang produk dan jasa lainnya. Selain ilu lama dan biaya proses 

peradilan menjadi halangan bagi konsumen untuk menuntut haknya melalui 

peradilan.

e. Berbedanya dasar filosofi yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan filosofi 

perlindungan konsumen. Filosofi yang dianut oleh Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai undang- 

undang yang berlaku umum adalah liberalisme (pemikiran politiknya adalah

Unrvereftas ftnetanesta
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laissez faire). Sedangkan doktrin, falsafah Indonesia adaJah kcscjah«aaan 

rakyat, dan dengan perikehidupan yang seimbang, serasi, dan selaras.110 

t  Penyelesaian masalah perlindungan konsumen dengan hukum publik yang 

tidak efektif, karena putusan pengadilan dantatau tindakan administratif tidak 

serta mena memberikan ganti rugi atau suatu penyelesaian tertentu bagi 

konsumen, sehingga konsumen masih harus menjalankan acara lainnya lebih 

lanjut. Selain itu tidak dijalankannya putusan yang bersifat administratif karena 

melindungi kepentingan mdustn yang baru berkemhang saat itu,, juga 

merupakan suatu keterbatasan dari undang-undang yang berlaku umum. 

Kemudian, adanya kondisi peralihan pemilikan sualu badan usaha berkali-kali 

terjadi tanpa pengawasan, menyebabkan konsumen sulit untuk meminta 

pertanggungjawaban.

Keinginan untuk melindungi konsumen dituangkan dalam Garis-Garis 

Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR) Nomor ÏI/MPR/1993, pada Bab IV, huruf F bulir -la, yaitu:

“...pembangunan perdagangan ditujukan untuk memperlancar arus barang 

dan jasa dalam rangka menunjang peningkatan produksi dan daya saing, 

meningkatkan pendapatan produsen terutama produsen hasil pertanian 

rakyat dan pedagang, melindungi kepentingan konsumen..

Namun ketentuan tersebut hanyalah law m the booK karena tidak jelas 

peraturan pelaksananya yang menunjang untuk mewujudkan perlindungan 

konsumen.1111 Kemudian pada tahun 1999 diundangkanlah Undang-Undang 

Nomor S Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut 

lahir dalam masa transisi Indonesia menuju negara yang demokratis. Dengan 

adanya reformasi, menuntut untuk diciptakan peraturan pcrundang-undangan yang 

lebih demokratis dan juga menyangkut dengan kepentingan masyarakat luas.

ua Dasar filosofi tersebut tidak hanya dianut oleh Indonesia, namun tiJasofi tersebut 
adalah filosofi yang berlaku universal

111 Yusuf Sbofie, Perlindungan Konsumen dan Jnsirvmen-JrEstnBaaTi H u txa n ya , 
(Bandung PT. Aiirtya Bakti, 2003), hal. 2;
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Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu undang-undang 

yang lahir dari hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat yang pada masa 

sebelumnya tidak pemah digunakan.

Sebagai undang-undang hasil inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat, Undang- 

Undang Perlindungan Konsumen muncul juga atas dukungan dan keharaman 

pemerintah untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berorientasi 

kepada kepentingan konsumen.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, dari awal perkembangan perlindungan 

konsumen tidak terlepas dari masalah pemasaran yang dilakukan pelaku usaha 

kepada konsumen. Dengan semakin banyaknya jenis-jenis barang yang muncul 

dan diproduksi secara massal, akibat industrialisasi menimbulkan upaya untuk 

memperluas pemasaran produk. Konsumen yang keberadaannya sangat tidak 

terbatas, dengan strata yang bervariasi mengharuskan produsen untuk melakukan 

kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang dan jasa dengan cara-cara vang 

seefektif mungkin aggr dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. 

Untuk itu semua cara pendekatan yang diupayakan sehingga mungkin 

menimbulkan berbagai dampak pada tindakan yang bersifat negatit bahkan tidak 

terpuji, yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadL antara 

lain, menyangkut kualitas atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan 

menyesalkan, pemalsuan, dan sebagainya.112

Dalam era ekonomi global mengharuskan produsen untuk memikirkan 

bentuk pemasaran yang tepat Awainya pemasaran memfokuskan pada produk 

yang lebih baik yang berdasarkan standar nilai internal. Pada dekade enam 

puluhan, mengalihkan fokus penasaran dari produk kepada pelanggan, sasaran 

masih im p  pada laba, tetapi cara pencapaian menjadi lebih luas yaitu dengan 

bantuan 4P yaitu produet, price, promotion, and phice. Kemudian konsep ke tiga 

sebagai konsep baru pemasaran dengan pembaharuan dari konsep pemasaran 

menjadi konsep strategi.” '*

Selain itu dengan fokus program utama Masyarakat Eropa pada tahun 

1973 salah satunya terhadap iklan yang menyesatkan dan merugikan konsumen, 

menunjukkan bahwa dari awal perkembangannya masalah iklan merupakan

1,2 Ib id -
m nM,hd. 12;
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masalah yang sangat terkait dengan perlindungan konsumen. Karcna ketika 

inibnnasi yang disampaikan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang 

diiklankan, maka akan banyak kerugian yang diderita oleh konsumen. Dan dengan 

fokus program terebut menunjukkan bahwa iklan sudah berkembang pada tahun 

tersebut dan sudah diperhitungkan sebagai salah satu aspek yang perlu diatur 

dalam hukum perlindungan konsumen. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang hak-hak 

konsumen untuk mendapat infoimasi yang benar, dan jujur dari pelalu usaha. 

Pengaturan-pengarturan tersebut menunjukkan bahwa, aspek periklanan 

merupakan salah satu aspek yang penting unluk mewujudkan perlindungan 
terhadap konsumen.

B. Bentuk Iklan Tarif Jasa Sclnlcryang Menyesatkan Masyarakat

Peranan pemasaran sang&t besar dalam meningkatkan penjualan produk 

barang dan jasa. Apalagi dalam era persaingan bebas, kha dituntut untuk 

memproduksi barang dan jasa yang kompetitif di pasaran nasional maupun 

intemasionaL Itu berarti para pengusaha/produsen dituntut lebih bersifat kreatif 

dalam meningkatkan penjualan produknya Dalam mewujudkan produk yang 

kompetitif di pasaran tersebut, peran periklanan akan semakin besar dan berarti 

dalam memasarkan produk barang dan jasa. Produk yang dihasilkan perusahaan 

periklanan, berupa iklan, diharapkan mampu memberikan kepuasan bagi 

pengusaha pengiklan (produsen, distributor, supplier, retailer) sekaligus juga bagi 

para konsumen (akhir) suaiu produk terang/jasa yang diiklankan.114

Dari segi pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, idealnya iklan dipandang 

sebagai sarana mewujudkan hak-hak konsumen, khususnya hak untuk 

mendapatkan informasi dan hak untuk memilih. Iklan sebagai kegiatan pemasaran 

yang dilakukan oleh pelaku usaha ditujukan untuk meningkatkan penjualan 

produk meraka. Permasalahan muncul apabila hal-hal yang diiklankan 

bertentangan dengan asas-asas umum kode etik periklanan

'" fh k ih al 341;
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Permasalahan kemudian sering muncuJ, karena iklan yang diinformasikan 

kepada masyarakat tersebut ternyata sering kali merugikan masyarakat, [klan yang 
merugikan tereebut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:115

a. Pemakaian pernyataan yang secara jelas-jelas salah (Jahe). Misalnya 

menyebutkan adanya sesuatu yang sebenarnya tidak ada. atau menyebuakan 

tidak adanya sesuatu yang sebenarnya ada dalam produk yang diiklankan;

b. Pernyataan-pernyataan yang menyesatkan (mislead). Misalnya menyatakan 

suatu produk secara berlebihan dengan menggunakan opini subjektif.

Menurut N. H. T. Siahaan, keadaan seperti diatas dapat dikatakan sebagi 

tindakan kriminal dalam pola penyuguhan informasi bisnis yang tidak benar yang 

secara sengaja atau setidaknya disadari dampaknya sangat merugikan masyarakat 

atau konsumen. Hal itu dilakukan demi memperoleh keuntungan. Dan perbuatan 

tersebut lazim disebut denganfraudulent misinterpretation}™
Iklan terif seluler yang berkembang dimasyarakat saat ini adalah iklan 

(arif seluler yang menyatakan paling murah dan paling hemat Para operator 

seluler menyatakan bahwa produk merekalah yang paling murah, paling baik 
kualitas jaringan dan berbagai kelebihan lainnya. Namun, dalam kenyataan di 

masyarakat luas sebagai pengguna jasa seluler merasa dibohongi dan dirugikan 

oleh iklan yang beredar tersebut Penggunaan kata “palingi, "ier”, ““nomor satu”, 
dan sejenisnya tersebut melanggar kode etik periklanan yang terdapat dalam Tata 

Krama dan Tata Cara Periklanan. Larangan penggunaan kata-kata "paling, ~tef\ 

“nomor satu”, dan kata-kata senada ditujukan untuk mencitakan persaingan yang 

sehaL
Dalam beberapa media kita dapat melihat perang harga yang secara 

transparan dan terang-terangan melemparkan sindiran dalam pengemasan iklan 

yang ditampilkan, sampai-sampai ada yang menawarkan SMS gratis, percakapan 

gratis, jasa pelayanan internet, bahkan akses 3G juga semakin meningkat Semua 

ilu untuk memanjakan konsumen.117

115 N.H.T. SUhaan, op, crt.,, hal 128;
hal 127;

117 Scpti Merim, afKcit;
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Selain itu iklan tarif seluler yang berkembang di masyarakat sering terlihat 

perang iklan antara iklan tarif seluler yang satu dengan yang lain. Sehing^ sering 

lcijadi saling memojokkan antara iklan tarif satu operator dengan operator 

lainnya. Keadaan ini juga melanggar asas umum yang ingin diterapkan oleh Tata 

Krama dan Tata Cara Periklanan yang ingin mewujudkan persaingan yang sehai.

Pelanggaran lain yang sering teijadi dalam iklan tarif seluler adalah 

ketidakjelasan informasi yang disampaikan kepada konsumen. Dimana dari tarif 

yang diiklankan ternyata terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Iklan tarif 

seluler yang beredar ada yang tidak menyebutkan atau mencantumkan syarat dan 

ketentuan yang berlaku tersebut kepada konsumen dan ada juga yang 

menyebutkan atau mencantumkan syarat dan ketentuan yang berlaku tersebut, 

mmun dengan tulisan yang sangat kecil dan informasi yang disampaikan kurang 

jelas atau kurang menyeluruh, sehingga konsumen sering kali dirugikan karena 

ketidakjelasan syarat dan ketentuan j^tng berlaku.

Substansi iklan tarif seluler yang juga menyesatkan konsumen adalah 

terkait dengan adanya bonus yang dijanjikan oleh operator seluler. Bonus ini bisa 

berupa tambahan jumlah puisa, game gratis, sms gratis, telpon gratis, dan 
sebagarnya.

Perang tarif diantara 10 operator terjadi setelah pemermiah melalui 

Menteri Komunikasi dan Informasi mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi 

dan Informasi (Permen Kominfo) No. 9/PER/M. KOM1NFO/4J200S tentang Tata 

Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan Melalai Jaringan 

Bergerak Seluler yang diterbitkan dan mulai berlaku pada tanggal 7 April 2008. 

Peraturan ini dikeluarkan oleh pemerintah karena adanya desakan publik yang 

mengatakan tarif seluler di Indonesia termasuk yang termahal di dunia serta sudah
• ♦ f t o

sejak tahun 1998 pemerintah tidak merevisi tarif. Sehingga para operator seluler 

ingin menggambarkan pada konsumen dan pemerintah bahwa mereka telah 

menaati peraturan menteri tersebut melalui iklan-iklan di media massa.

Untuk itu dapat kita litot iklan tarif yang beredar dimasyarakati

a. Simpati menyatakan bahwa tarif Simpati Pe De dengan NgobroS Sepuasnya 

Seharian Rp. 0,5/detik gak ada batas.

1 '* “Tarif Seluler Turun,. Konsumen Kecewa, Industri Mati/* 26 \!es 200S 
< htlp:; www. d tiiiin el Tarif Seluler Timui Konsumen Kecewa, huhisirt
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Dan iklan yang diinformasikan tersebut tidak disampaikan secara rinci kepada 

masyarakat luas. Pada kenyataannya Tarif Simapati Pe Dc ternyata hanya 

bedaku pada pukul 00.00-05.59 Rp. 0,5/dctik pertama sampai sepuasnya gak 

ada batas, kemudian pukul 06.00-11.59 Rp. 15/detik untuk 20 detik pertama, 

selanjutnya 0,5/dctik sampai sepuasnya, pukul 12.00-17.59 Rp. 15/detik antuk 

60 detik pertama, selanjutnya Rp. 0,5/detik sampai puas.1”9

b. AS, menyatakan tarif nelpon kemanapun dan kapan pun keselumh operator Rp. 

20/detik. Dan tarif sms Rp. 88.

c. Mentari, dengan tarif saktinya menyatakan bahwa tarif berlaku Rp, 5/detik. 

Dalam iklan yang diinformasikan pasa masyarakat, iklan tarif Mentari Sakti 

tidak mencantumkan secara jelas waktu pemberlakuan Tarif Mentari Sakti 

yaitu Rp,5/dedk berlaku pukul 23.00-17.00 dan Rp. 20/detik berlaku pakui 
1X00-23.00.

d. TM3, menginformasikan bahwa nelpon kemanapun, kapanpun Rp. 0,01 /detik. 

Dalam iklan yang diinformasikan pada masyarakat IM3 tidak menyampaikan 

syarat dan ketentuan yang berlaku secara jelas dan rinci. Tarif JM3 Rp.

0,0 l/detik berlaku setelah 90 detik- atau setelah 1,5 menit percakapan. Sebelum 

90 detik kesesama operator berlaku Rp.l5/detik dan ke pengguna operator lain 

Rp. 25/det ik_

e. XL, menyatakan bahwa Tarif semaumu Rp. 1000 untuk nelpon berkali-kali 

kesesama XL.

Dalam iklannya XL tidak menyampaikan secara jelas waktu berlakunya tarif 

sentaumu XL. Tarif XL Semaumu Rp. 1000 pukul 00.00-17.00 WIB Sms Rp. 

9/sms kesesama XL, Rp.99 ke operator lainnya pada pukul 00.00-12.00 

WIB. 120

f. Esta, dengan tarif sesama Esia Rp~ 1000/jam, SMS Rp. 1/karakter.

g. Fren* tarif Rp. 9/ detik selanjutnya ngobroi sampe dower.

h. Flexi, menginfonnasikan Paling Hemat pake flexi Rp. 49/menit, SMS Rp. 250 

kc semua operator.

119 “Tarif Seluler,” l t  Oktober 2008 <http:7/scpirtaiftp.uOTdpres& com/2fiW5&fl)7A)Ifeiati-
pconw>f.>

120 “Tarif Murah XL” U  Oktober 200S 
<iittp7/wwwaffienpu1sainra/modpbp?mix}=:publisha'&i)p=viewarticJe&aitid=J87>;
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i. 3, mengiklankan Gratis sms dan nelpon kesesama 3.

j. Axis, dengpn ¡kian Nelpon Rp. f/oeipon kesesama Axis, SMS Rp. l/sms

Dari hasil penghitungan Bisnis Indonesia, tarif jasa telekomunikasi sduler

sebagai berikut:

Tarif Percakapan Sesama Operator (Dalam Rupiah)
Men r! XI-Bebas Simpati Pe De IM3 Fsia
] 600 1.500 900 50
2 1.200 1.530 1.350 100
3 1.800 1.560 1.350 150
4 1.800 1.590 1.350 200
5 1.800 1.620 1.350 250
6 1.800 1.650 1.350 300
7 1.800 1.680 1.350 350
8 1.800 1.710 1.350 400
9 1.800 1.740 1.350 450
10 1.800 1.770 1.350 500

TahzS 3. S. Ttw if Percakapan Sesama Operator Sumber dari Bisnis Indonesia Tanggai 5  biaret 
2008

Pengenaan Tarif Dengan Standar 3 Menit (Dalam Rupiah)
Kartu SIM Sesama Operator Antar Operator
Mentari 4.500 4.500
Simpati 1.560 4.500
TM3 1.350 2.250
XL 1.200 3.000

495 3.300
Esia 165 2.640
Flexi 147 2.400
Fren 114 2.100

TaheJ 3L 2. Pengenaan Tarif Detn*an Simtdtw S Menii Sumher Dari Bisnis fntkw ttva TiwrgguJ 27

Maret 2M$m

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tarif yang dikenakan kepada 

konsumen pengguna jasa telekomunikasi seluler tidaklah seperti larif yang 

diiklankan, karena didalamnya ada ketentuan dan syarat berlaku. Ketentuan dan 

syarat berlaku tersebut menimbulkan tingkatan (baik dalam waktu berlaku 

maupun dari hitungan detik yang digunakan) dalam tarif jasa telekomunikasi 

seluler yang diiklankan.

121 Sumber dari Mobile 8 dan berdasarkan data operator per 12 Xlare* 2Ö0K
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Berdasarkan hasil survcy Information and Commumcaiion Technology 

(iCT) Watch terhadap 4.$88 responden pengakses DetikNct, 42,37% menilai 

perang iklan tanf murah operator seluler terindikasi membodohi publik. 

Sementara itu 30,43% responden menyebutkan iklan cukup memberikan sugesti 

bagi mereka dalam memilih kartu seluler. Ironisnya, sebanyak 45. 62% atau

m ayoritas responden mengaku perang tarif justru menurunkan kualitas layanan
122operator

Dari data pengaduan yang masuk ke YLKI sebanyak 28 pengaduan 

konsumen terhadap telekomunikasi seluler pada tabun 2006, kemudian tahun 

2007 pengaduan konsumen terhadap telekomunikasi seluler sebanyak 23
J2>pengaduan. "  Pengaduan tersebut baru pengaduan konsumen ke YLKI, namun 

masih banyak pengaduan-pengaduan yang disampaikan konsumen kepada media 

massa yang tidak disampaikan kepada YLKI.

Dari data dialas, dapat disimpulkan bahwa iklan tarif seluler yang 

berkembang dimasyarakat adalah:

a. Iklan yang menyalakan paling murah dan paling hemat atau iklan dengan kata- 

kata yang  berlebihan;

Misalnya saja, XL memulakan bahwa tarif XL yang paling murah dengan tarif 

Rp. 600/jam, iklan IM3 yang menyatakan bahwa tarifnya paling murah yaitu 

Rp. 0,000000000.... 1/detik juga merupakan iklan yang membohongi 

masyarakat dan iklan-iklan operator lainnya yang serupa.

b. i kian yang menyatakan kualitas Jayanan yang terbaik dengan jaringan ada 

dimana-mana dan tidak putus-putus;

Misalnya XL yang menjalakan bahwa dengan tarif Rp. 600/jam tanpa putus- 

pulus, namun dalam kenyataannya pengguna XL sering mengeluh karena 

setiap 20 menit sekali sambungan terputus, dan pengguna harus kembali 

membayar ketika akan menghubungi kembali.

c. iklan yang tidak menyampaikan informasi secara jelas (adanya syarat dan 

ketentuan berlaku);

122 Tulus Abadi, ** Waspadai “Petang” Iklan Tarif Seluler.”* M edia K ottw m en  (Edisi 
(B/XXXIV/20&SX

,n  Data Pengaduan Konsumen Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia;
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Misalnya iklan Trce yang tidak menyatakan bahwa tarif sms Rp. 99/sms, 
«am nn  pengguna dikenakan tarif Rp.l50/sms. Keadaan tersebut tesjadi karena 

tarif tersebut adalah tarif sebelum pajak, dan pihak Tice tidak 

menginformasikannya pada masyarakat

d. Iklan yang menjanjikan adanya bonus;

Misalnya bonus yang dijanjikan oleh Flexi atas setiap pembelian perdana ITexi, 

namun ada pengguna yang tidak mendapatkan bonus yang dijanjikan baik 

berupa bonus sms ataupun ring hack tone.

e. Ddan yang memojokkan operator yang lainnya.
Iklan seperti ini banyak terjadi misalnya dengan membandingkan satu operator 

dengan operator yang lain, namun tidak menggunakan ukuran yang jelas. Dan 

juga dalam iklan tersebut ditandai dengan menampilkan warna. logo, atau 
slogan yang digunakan oleh operator lain Sementara itu yang terkait dengan 

iklan tidak hanya masalah isinya saja, namun warna, logo, slogan, dan segala 
sesuatu yang menyangkut dengan iklan tersebut merupakan bagian dari iklan 
yang tidak dapat terpisahkan.

Berdasarkan iklan tarif seluler diatas, terdapat pelanggaran terhadap hak-
hak konsumen yang dilakukan oleh operator seluler. Pasal 4 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, hak-hak konsumen adalah:
a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang 

dan'ataujasa;

b. Hak untuk memilih barang dan'atau jasa serta mendapatkan barang dan'atau 

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa;
d  Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 

cfrgunakan;
c. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara palui;
£ Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen,
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g_ Hak  untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif;

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganli rugi, dan/atau penggantian apabila 

barang danatau jasa yang diterima tidak sesuai dengan peijanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya;

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undanean.

Dari pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatas, pelanggaran 

bak-hak konsumen pengguna jasa seluler atas iklan tarif seluler secara yuridis 

dapat dibagi dalam 4 hak:

a. Hak uoiuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan'aiau 

jasa tersebut sesuai dengan jaminan yang dijanjikan.

Dalam iklan tarif seluler yang beredar di masyarakat, para operator seluler 

selalu menyatakan bahwa produknya adalah yang terbaik dengan kualitas 

jaringan yang terbaik dan tidak putus-putus sebagai jaminan kepada konsumen, 

namun sering kali karena keterbatasan space jaringan yang dimiliki oleh pelaku 

usaha jaminan yang mereka berikan tidak, terpenuhi.

b. Hak untuk memperoleh pelayanan dan informasi yang benar* jelas dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan jasa yang ditawarkan.

Iklan (arif seluler yang beredar di masyarakat saat ini tidak memberikan 

informasi yang jelas tentang produk yang diiklankan. Misalnya saja adanya 

sarat dan ketentuan yang beri aku yang diterapkan oleh operator seluler, tapi 

sayarat dan ketentuan yang berlaku tersebut tidak dibuat secara jelas dalam 

iklan atau bahkan tidak disampaikan dalam iklan, sehingga konsumen yang 

menggunakan produk merak dirugikan oleh ketidak jelasan informasi tersebut 

Contoh lainnya adalah adanya layanan push  SMS a » u e ttf provkler atau 

operator yang tidak diketahui oleh konsumen bahwa layanan tersebut 

merupakan layanan berlangganan dan dikenakan tarif premium Sementara, 

untuk menghentikan layanan tersebut tidak diinformasikan secara jelas cara 

penghentian berlangganan.

c. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 

digunakan.

I Iniw rert* g, jnfjoffgsig
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Keluhan yang sering muncul dori konsumen atas kerugian yang mereka 

rasakan adalah kurangnya perhatian para pelaku usaha jasa telekomunikasi 

terhadap keluhan yang dirasakan oleh konsumen. Walaupun poda dasarnya 

setiap perusahaan jasa telekomunikasi seluler saat ini sudah memiliki contvnier 

service, namun irnp saja konsumen sering diabaikan oleh pelaku usaha 

(contoh: keluhan atas pemotongan pulsa yang tidak semestinya, namun tidak 

dikembalikan oleh operator seluler), 

d  Hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur dan tidak 

diskriminati£

Misalnya saja perbedaan tari f yang dikenakan berbeda terhadap masing-masing 

daerah, seperti penerapan tarif hemat yang dipromosikan oleh Simpati. Atau 

panggilan yang sulit dilakukan terhadap sesama pengguna sualu jenis produk, 

namun ketika dilakukan panggilan lain terhadap pengguna produk operator lain 

panggilan tersebul terpenuhi. Hal tersebut merupakan pelayanan yang tidak 

jujurT karena tidak sesuai dengan apa yang disampaikan pada masyarakat alas 

koneksi yang mudah dan tidak puius-putus.

Dalam Undang-Undang Penyiaran, tidak terdapat ketentuan langsung vang 

mengatur tentang hak-hak konsumen dalam bidang penyiaran, namun dalam 

ketentuan-ketentuan yang mewajibkan dan melarang pelaku periklanan 

memunculkan Itak bagi masyarakat luas yang seluruhnya merupakan konsumen. 

Dalam pasal 36 ayal (5) huruf a Undang-Undang Penyiaran dinyatakan bahwa, isi 

siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan daa'atau berbohong. Dari 

ketentuan tersebut terdapat ketentuan bahwa isi siaran dilarang membohongi 

masyarakat, ketentuan tersebut sama dengan Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. Selain itu dalam ayat (6) pasal tersebut, menyatakan bahwa isi staran 

dilarang merendahkan martabat manusia, dan juga dalam pasal 46 ayat (3) huruf

d. Sehingga masyarakat berhak untuk menyaksikan iklan yang tidak merendahkan 

martabat manusia, namun dalam iklan tarif seluler yang beredar di masyarakat 

masih ditemukan siaran iklan yang merendahkan deiajai manusia daagan 

menikahi binatang sebagai taruhan atas ketidak percayaannya terhadap tarif murah 

yang diberikan oleh operator seluler.
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Masalah terkait dengan iklan tanf seluler yang beredar dimasyarakat 

mtiDCiii safah satunya karena belum adanya Undang-Undang tentang Periklanan. 

Belum adanya Undang-Undang lcnlang Periklanan tersebut setidaknya 

menimbulkan dua masalah. Pertama^ setiap terjadi perilaku periklanan yang 

dilasakan oleh konsumen dapat menyebabkan kerugian pada pihaknya, haras 

dicari dulu pada ketentuan cabang hukum mana perbuatan tersebut dapat diajukan, 

agar kerugian yang dialaminya dapat “diobati”. Bagian terbesar dari konsumen 

tidak akan mampu, atau tidak mempunyai waktu untuk menjalankan upaya 

demikian itu. Kedut?, kewenangan administratif instansi pemerintah terlambat atau 

sama sekali tidak ‘“turun tangan” untuk mengalasi perilaku periklanan pengusaha 

yang kemudian secara nyata menimbulkan kerugian pada konsumen. Berbagai 

informasi (iklan) yang menyesatkan dan telah teijadi di Indonesia124

Dengan diinfonnasikannya tarif murah oleh operator seluler tersebut 

menimbulkan berbagai macam masalah, seperti menurunnya kualitas jaringan 

akibat semakin banyak masyarakat yang tertarik dengan iklan yang disampaikan 

ke masyarakat untuk menggunakan produk tersebut, namun tidak diikuti dengan 

perluasan atau penambahan kapasitas jaringan.

C. Kontrak Operator Seluler dengan Konsumen

Perlindungan hukum bagi konsumen diwujudkan dalam bentuk 

penghargaan hak-hak dari konsumen, kewajiban pelaku usaha, pelarangan 

pencantuman klausula baku tertentu, perwujudan tanggung jawab pelaku usaha, 

serta upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.

Dalam bisnis telekomunikasi seluler, pengguna jasa seluler dhpat 

menggunakan kartu prabayar atau pascabayar. Jika pengguna menggunakan kartu 

pra bayar, maka pelanggan tidak periu membuat peijanjian dengan operator 

seluler cukup dengan membeli kartu perdana di tempat-tempat yang disediakan, 

seperti grapari. Jika pelanggan membeli kaitu perdana tersebut, didatamnya sudah 

tersedia SIM Can) yang dibutuhkan oleh pengguna jasa telekomunikasi seluler, 

sesudah itu pengguna jas telekomunikasi seluler akan dapat memanfaatkan

111 A. Z. Nasution. ttfKCjL,hal 33;

UisysfsjtssAnalisis yuridis..., Dayu Medina, FH UI, 2008



76

fasilitas yang ada dengan melakukan registrasi terlebih dahulu. Jika konsumen 

menggunakan kartu pascabayar, maka akan ada peijanjian berlangkaan yang 

diharus ditandatangani terlebih dahulu. Peijanjian tersebut berisi tertang hak dan 

kewajiban para pihak, dan penuturan lainnya yang dibuat secara standar oleh 

operator seluler

Fasilitas pascabayar, hanya dimiliki oleh 3 operator GSM (Global Syuem  

c f  Mobile) di Indonesia yaitu Kaitu Halo (Telkomsel), Matrix (Indosat), dan XL 

Explor (PT. Excelcomindo). Dalam pasal 5.2. Perjanjian Berlangganan Jasa 

Telekomunikasi Seluler GSM Telkomsel* pelanggan mempunyai hak sebagai 

berikut:

a. Menggunakan layanan dasar, layanan tambahan dan layanan administratif 

sesuai dengan ketentuan peijanjian ini,

b. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada Telkomsel untuk menabah 

maupun menambah layanan tambahan sesuai dengan kemampuan fasilitas 

telekomunikasi yang dioperasikan oleh Telkomsel, perubahan mana hanya 

dapal diberikan berdasarkan pertimbangan mutlak dari Telkomsel.

c. Mengajukan layanan administratif sccara tertulis kepada TeikomseL

Sementara itu, kewajiban konsumen adalah:

a. Membayar biaya penggunaan layanan dasar dan/alau layanan tambahan 

dan/atau layanan administratif kepada Telkomsel pada waktu dan dengan cara 

sebagaimana dimaksud Pasal 7 yang ada dalam perjanjian tersebuL

b. Pelanggan bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul sehubungan 

dengan penggunaan layanan tambahan dan/alau layanan administratif tersebut 

pada ayat 5.2.b dan 5.2.c.

e. Pelanggan menjamin bahwa segala data dalam seluruh dokumen tertulis seperti 

tetapi tidak terbatas pada formulir permohonan layanan tambahan darvatau 

layanan administratif, surat pemyataart surat kuasa, dan lain-lain yang 

diberikan pelanggan atau kuasanya kepada Telkomsel a<hlah benar, sehmgga 

segala hal yang timbul sehubungan dengan pemberian data-data pada dokumen 

tertulis tersebut menjadi tanggung jawab penuh dari pelanggan.

Uiyyprsitas
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d. Menggunakan sendiri kartu halo sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian 

ini dan karenanya pelanggan dilarang untuk memindahtangankan penguasaan 

dan alau penggunaan kartu halo kepada pihak lain kecuali apabila idah 

mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Telkom sel. persetujuan 

mana tidak menghapuskan kewajiban pelanggan untuk tetap bertanggung 

jawab alas segala resiko yang timbul sebagai akibat pemindahtaneanan 

tersebut

Dalam Peijanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi G SM Indosat, bak
pelanggan meliputi:

a  Menggunakan Jasa Layanan Seluler G SM sesuai dengan ketentuan peijanjian 
ini;

b. Mengajukan kepada indosat secara tertulis untuk merubah Iayanan/fasilrtas 

tambahan sepanjang sesuai dengan kemampuan fasilitas telekomunikasi yang 

dioperasikan indosat Perubahan tersebut berlaku efektif terhitung sejak saat 

disetujuinya permintaan tersebut oleh indosat

Dan kewajiban pelanggan adalah:

a. Membayar biaya aktiiasi sesuai dengan program pemasaran yang berlaku pada 

saal mengajukan aplikasi beriangganan Jasa Layanan Seluler GSM Indosai;

b. Membayar biaya penggunaan jasa seluler GSM kepada indosat sesuai dengan 

penggunaannya dan ketentuan/tarif yang berlaku;

c. Menggunakan SIM Card untuk keperluan sendiri sesuai dengan ketentuan 

perjanjian ini, untuk setiap pengalihan (mutasi) hak penggunaan SIM Card 

kepada (»hak ketiga dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan indosat 

dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di Indosat;

d  Pelanggan berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada indosat atas 

setiap gangguan, kerusakan, ataupun kerugian dalam bentuk apapun atas 

fesilitas telekomunikasi yang dioperasikan oleh Indosat yang disebabkan oleh 

pelanggan atas penggunaan SIM Card yang tidak sesuai dengan ketentuan 

perjanjian ini;
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e. Pdanggan w'ajib melapoikan kehilangan SIM Card atau pemutusan 

berlangganan Jasa Layanan Seluler GSM ke bagian Layanan Pelanegspn 

Indosat. Alas laporan tersebut indosat akan menonaklifkan SIM Card 

pelanggan yang bersangkutan;

£ Sampai dengan waktu penonakti&n tersebut (mengacu pada point dialas), 

pelanggan tetap bertanggung jawab atas biaya-biaya yang timbul dari 

pemakaian jasa layanan GSM indosat; 

g- Sedap perubahan alamat atau perubahan rekening bank/kartu krodrt termasuk 

tanggal berakhirnya kartu kredit, wajib segera diberitahukan secara tertulis 

kepada Indosat

Begitu juga dalam Perjanjian Berlangganan Jasa GSM PT. Exoelcommdo 

Pratama, walaupun tidak menyatakan hak dan kewajiban konsumen dalam pasal 

tertentu namun ketentuan tersebut tertuang dalam bagian-bagian dalam perjanjian 

tersebut.

Untuk melihat keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen derasan 

operator seiuier untuk itu perlu dilihat juga hak dan kewajiban operator sefuier 
teisebut

Dari pasal mengenai hak dan kewajiban konsumen diatas, perlindungan 

konsumen yang diberikan melalui penjelasaan hak-hak konsumen tersebut pada 

dasarnya merupakan amanat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 

namun jika kita cermati dalam hak-hak yang diberikan kepada konsumen melalui 

perjajian berlangganan diatas terdapat ketidakseimbangan antara hak dan 

kewajiban konsumen. Hak Telkomsd, yaitu:

2. Menerima pembayaran atas layanan dasar dan/atau layanan tambahan dan atau 

layanan administratif sesuai ketentuan Pasal 7 Perjanjian Berlangganan Jasa 

Seiuier GSM Teikomsei, dan

b. Memeriksa perangkat telekomunikasi dari waktu ke waktu.

Sementara itu kewajiban Telkomsel hanya menyediakan layanan dasar dan 

layanan tambahan sesuai dengan kemampuan fasilitas telekomunikasi yang 

dioperasikannya dengan ketentuan bahwa tidak dapat disediakannya layanan 

dasar dan/atau layanan tambahan tersebut karena sebab apapun untuk dapat
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digunakan oleh pelanggan akan merupakan tanggungan dan rcsiko pelanggan 

itu sendiri dan karenanya Pelanggan melepaskan Telkomsel dari segala 

tuntutan apapun.

Hak dan kewajiban Indosat, adalah:

a. Menerima atau menolak permohonan yang diajukan oleh pelanggut;

b. Menerima pembayaran sesuai dengan program pemasaran yang berlaku, atas 

pengajuan aplikasi berlangganan Jasa Layanan Seluler GSM Indosat yang 

diajukan calon pelanggan atau wakilnya dan biaya-biaya tersebut tidak dapat 

ditarik kembali dengan alasan apapun apabila pennohonan aplikasi 

berlangganannya ditolak atau pelanggan berhenti untuk berlangganan jasa 

Layanan Seluler GSM Indosat;

c. Sewaktu-waktu meninjau kembali Jasa Layanan Seluler GSM yang diberikan 

beserta tarif-tarif yang bersangkutan;

d. Melakukan pemutusan GPRS secara sepihak tanpa pemberitahuan terkbih 

dahulu kepada pelanggan apabila GPRS dimaksud digunakan untuk keperluan 
yang bersifat umum;

e. Melakukan pemblokiran sepihak apabila pemakaian pelanggan sudah melebihi 

sejumlah nilai tertentu yang ditetapkan oleh indosat selama proses verifikasi 

belum selesai dilakukan.

Sedangkan kewajiban Indosat adalah menyediakan Jasa Layanan sdtuler 

GSM sesuai dengan fasilitas telekomunikasi yang dioperasikannya.

Untuk Perjanjian Berlangganan Jasa Seluler GSM R\celmooindo seperti 

yang dinyatakan dialas bahwa ketentuan tentang hak dan kcwapban 

Excekomindo tidak dinyatakan dalam pasal tertentu, tetap« dituangkan M u n  

setiap bagian dari perjanjian berlangganan tersebut yang pada dasarnya isi hak dan 

kewajiban Excelcomindo hampir sama dengan hak dan kewajiban TcSkomscl dan 

IndosaL

Dari kewajiban pelanggan yang tertuang dalam Perjanjian Berlangganan 

Jasa Seluler dialas, pelanggan berkewajiban untuk membayar sesuai dera*an 

penggunaannya dan tarif yang berlaku. Klausula tersebut akan terkait dengan
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biaY2-bia)a yang hams dibayar oleh pelanggan kepada operator sdukr tosebut 

Biaya-biaya tersebut antara lain biaya pasang sambungan, biaya bulanan, dan 

biaya pemakaian (meliputi air timc, roammg (jelajah), pulsa lokal, pulsa 

interlokal, dan pulsa internasional).

Terkait dengan besarnya tarif yang dikenakan tidak dicantumkan dalam 

perjanjian, karena tarif yang dikenakan operator dapat berahab-uhah, dan 

pelanggan harus tunduk pada tarif yang ditentukan operator tersebut Di 

masyarakat perubahan tarif yang diberlakukan biasanya diinformasikan mdalui 

iklan, begitu juga ketika operator tersebut memberlakukan tarif promo.

Kelemahan Lun dalam Perjanjian Berlangganan Jasa Seluler mengandung 

pembatasan dan penghapusan tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh 

konsumen. Yaitu, jika operator seiuler telah melaksanakan kewajiban menurut 

perjanjian secara wajar, maka operator tidak bertanggung jawab atas tunMan, 

biaya-biaya, kerusakan, kerugian atau tanggung jawab atas kerusakan atau 

kerugjan atau hilangnya harta benda karena atau sehubungan layanan yang

diberikan. Dan operator hanya akan bertanggung jawab alas kerugian langsung 

yang disebabkan oleh kegagalan memberikan layanan sebesar rata-rata 

penggunaan pelanggan selama 3 (tiga) bulan terakhir.

Keadaan itu tentunya tidak adil bagi pelanggan, karena selain beban 

tanggung jawab operator seluler dialihkan kepadanya, juga terjadi pembatasan dan 

penghapusan tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Dalam 

Pasai 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan 

bahwa pelaku usaha dilarang untuk membuat dan/atau perjanjian yang 

meny atakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Akibat hukum yang timbul 

akibat adanya klausula baku yang mengandung pengalihan tan jung jawab pdaku 

usaha adalah batal demi hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 18 

ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

KJausula lain yang merugikan pelanggan adalah klausula yang menyatakan 

ketundukan pelanggan terhadap setiap dan seluruh perubahan, tambahan dan 

pembaharuan yang dilaksanakan oleh operator seluler tersebut Ketentuan tersebut 

bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, yang menyatakan larangan pelaku usaha mencantumkan klausula

tJniygrertas ftrfoneaia
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baku berupa pernyataan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berapa 

aturan baru* tambahan, lanjutan danatau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak 

oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Dan 

akibat hukum yang timbul dengan adanya klausula baku yang melang^r Pasal 18 

ayat (l) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut adalah batal demi 

hukum, sehingga konsumen tetap dapat menggugat haknya yang dirugikan alas 

perubahan, tambahan dan pembaharuan yang dilaksanakan okh operator seluler.

Masalah beban pembuktian dalam Perjanjian Berlangganan Jasa Seluler, 

yang menyatakan bahwa “Biaya-biaya yang terhutang oleh pelanggan kepada 

operator seluler akan dihitung berdasarkan catatan, data yang dibuat dan dimOiki 

oleh operator seluler dan perhitungan tersebut mengikat pelanggan sepenuhnya, 

kecuah dapat dibuktikan sebaliknya oleh pelanggan''.

Hal ini berarti apabila terdapat kesalahan penghitungan, maka berdasarkan 

klausula tersebut pelanggan harus membuktikan hal tersebuL Ketentuan tersebut 

tidak melindungi pelanggan, karena akan sangat sulit bagi pelanggan imtuk 

membuktikan kesalahan penghitungan tersebut.

Sememara itu untuk pelanggan yang menggunakan kartu prabayar, desagan 

membeli kartu perdana^ menggunakannya dan meregistrasi nomor tersebut berarti 

lelah mengadakan perjanjian dengan operator seluler tersebut walaupun tidak 

dengan adanya sebuah perjanjian tertulis. Dan terkait dengan tarif yang berfsku, 

seperti yang tertuang dalam kartu perdana yang dibeli oleh pelanggan tersebut 

Jika kemudian teijadi pergantian tarif, maka pelanggan mengetahuinya lewat iklan 

yang disampaikan pada masyarakat

D. Pihak-Pihak yang Bertsnggacg Jawab terhadap iklan Tarif Seluler

Membahas norma etik, hukum dan tanggung jawab dalam periklanan, 

bukanlah hal yang mudah dengan dasar dua pertimbangan- Pertama, kegiatan 

periklanan melibatkan banyak pelaku ekonomi, dalam hal ini pengusaha 

pengiklan (produsen, distributor, supplier, retailer), pengusaha periklanan, 

organisasi profesi periklanan (Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia) dan 

media periklanan. Di samping itu, juga melibatkan konsumen selaku penerima
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informasi yang disajikan melalui iklan, dan pemerintah. Kedua„ tempat periklanan 

sendiri dalam pembidangan hukum di Indonesia lebih banyak dikelompokkan 

dalam bidang hukum administrasi negara, khususnya kelompok hukum pcis. Oleh 

karena tidak adanya Undang-Undang Periklanan , maka acuan singkat undang- 

undang yang bisa digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dan ditambah 

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 1982 (disebut Undang-Undang Pokok Pers).125

Pada penjelasan pasal l angka (2) undang-undang tersebut menyatakan,
bahwa:

"Periklanan merupakan usaha jasa yang di satu pihak menghubungkan 

produsen barang dan jasa dengan konsumen di lain pihak menghubungkan 

pencetus gagasan dengan penerima gagasan.”

Yang sering dipentingkan melalui praktek periklanan, yaitu outputnya 

berupe seiimg effeanya. Artinya meiaiui ikian diharapkan adanya peningkatan 

penjualan produk barang dan jasa Meskipun idealnya iklan itu dirancang untuk 

menyajikan informasi jujur dan bertanggung jawab, kreativitas yang disajikan 

dirancang sedemikian rupa untuk "menembak” sisi psikologis konsumen, bukan 

rasionya Dalam keadaan demikian, iklan tidak lagi sebagai sarana 

menjual/mempromosikan "nilai (valuef produk barang/jasa, melainkan kbih 

ditekankan pada kegunaan sekundernya berupa harapan, prestise, dan
i y

kekhawatiran konsumen dalam kehidupannya sehari-hari.

Karena iklan dikemas dalam berbagai wujud menarik, seperti poster, film, 

atau lagu (jm gle\ maka kaiya tersebut juga mengandung unsur seni. Hal inilah 

yang terkadang membuat suiit menilai karena ada perbedaan sudut pandang antara 

etika dan estetika. Hanya saja kendali estetika dapt dijadikan alasan, tidak berarti 

kreativitas pdaku usaha periklanan akan ditoleransi tanpa batas.*27

I2? Yitftit Sbofie, PeriintAaigim Kffttsttmeft ikw ¡nsirnme/t-f/LUmmen Htrtianftyu, <qpuvf., 
hal 148;

"* /W , hal \4%
127 Sindarta, Hsskum Perlindungm Kottsumftt Indonesia, Cet. 2r (Jakarta^ FT. Grauatio, 

2006), hal »40;
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Dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

dikatakan bahwa pelaku usaha periklanan dilarang untuk memproduksi iklan 

yang:

a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan 

harga barang daa alau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang

dan/atau jasa;

b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;

c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengjenai barang
dan/atau jasa;

d_ Tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang/atau jasa;

e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa izin yang berwenang alau 

persetujuan yang bersangkutan;

£ Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan undang-undang mengenai 
periklanan.

Dan dalam Pasal 17 ayat (2) dinyatakan bahwa pelaku usaha periklanan 

dilarang melanjutkan peredaran iklan yang teiah melanggar ketentuan dialas Dari 

Pasal 17 ayat (2) tersebut juga dapat dilihat bahwa tanggung jawab untuk 

melindungi konsumen dari iklan yang menyesatkan berada pada pelaku usaha 

periklanan sehingga pelaku usaha periklanan tidak boleh melanjutkan peredaran 
iklan yang telah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat ( I).

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur 

bahwa pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan 

s*e^!a akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Pasal tersebut hanya 

memberikan tanggung jawab kepada pelaku usaha periklanan jika iklan yang 

diproduksinya menimbulkan akibat yang buruk bagi konsumen.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dinyatakan secara 

jelas siapa pelaku usaha periklanan yang dimaksud Menurut Nunnadjito 

mengatakan bahwa iklan sebagai media promosi yang menggambarkan produk 

sccara audio visual atau melalui media cetak yang diproduksi dan diperdagangkan 

oleh pemesan iklan. Oleh karena iklan merupakan media positif bagi konsumen 

untuk memperoleh informasi yang dapat membedakan dengan produk fam, maka
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bisa dimintakan tanggung jawab kepada perusahaan pengiklan serta perusahaan 

periklanan dan/atau media periklanan.

Terkail dengan kreativitas praktisi periklanan hendaknya memperhatikan 

jujj* asas-asas umum kode etik periklanan sebagai berikut

a. iklan harus jujur, bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan keterfluan 

hukum yang berlaku;

b. iklan tidak boleh menyinggung perasaan dan atau merendahkan martabat, 

agama, tata susila, adat, budaya, suku dan golongan;

c. iklan harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat.

Seif-reguiadon ini memang kewenangan masyarakat profesi periklanan 

sendui untuk melakukan tindakan atas berbagai praktek perikianan yang 
bertentangan dengan kode etik.129

Di tengah-tengah kekosongan Undang-Undang Periklanan, akan lebih 

terhormat kiranya bila kaidah/norma itu ditegakkan melalui organisasi profesi 

periklanan. Organisasi profesi lebih tahu, apakah suatu iklan merupakan 

kreativitas kompetitif atau semu belaka. Diharapkan produk ikian yang dihasilkan 

penuh muatan kreativitas yang menjunjung tinggi asas-asas umum kode etik 

periklanan. Kreativitas iklan yang kompetitif, tidak lain kreativitas yang 

berorientasi konsumerisme.150

Dari segi pemenuhan kebutuhan barang dan jasa konsumen, idealnya iklan 

dipandang sebagai sarana mewujudkan hak-hak konsumen, khususnya hak untuk 

mendapatkan informasi dan hak untuk memilih. Dikatakan pula perikianan 

(advertmng) merupakan bagian dari kegiatan pemasaran [nuirkcfing). Dari 

kegiatan pemasaran produk, konsumen memperoleh informasi mengenai manfaat 

barang atau jasa bagi konsumen serta keuntungannya dibandingkan produk- 

produk sejenis lainnya. Dari sisi perusahaan pengiklan, terdapat kepentingan 

peningkatan kuantitas pembeli barang atau jasa konsumen tanpa mempersoalkan 

pembelian tersebut bersifat konsumtif atau tidak.

Karena ikian merupakan hasil keija kolektif yang melibatkan banyak 

pihak, sehingga merupakan tanggung jawab bersama. Iklan tidak akan pernah

150;
iJO Ib v l, hal 151;
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sampai pada masyarakat tanpa media, untuk itu media harus selektif dalam 

memilih iklan yang akan dimuat atau ditayangkan. Media mempunyai hak untuk 

melakukan cek dan ricet memilih dan memilah. Agar sesuai dengan profil 

khalayaknya bahkan kalau perlu menolak pemuatan suatu iklan yang dianggap tak 

sesuai dengan kode etik. Pantaslah kalau media disebut sebagi saringm terakhir 

(ihe lasi fdier) dari sebuah iklan. Kalau disini tidak terdeteksi, terjadilah 

pelanggaran. Karena itu pengiklan, biro iklan, dan media secara bersama-sama 

maupun sendiri-sendiri ikut memikul tanggung jawab teijadinva pelanggaan caika 
pen~kfanan >3a

Setiap pelaku usaha mempunyai tanggung jawab menurut peran dan 

bobot ketedibatan masing-masing dan penyebaran pesan-pesan iklan, yaitu:5 ̂  

a Tanggung jawab pengiklan

* Memberikan informasi dan keterangan yang benar dan lengkap mengenai 

produk yang diberikan kepada perusahaan periklanan.

• Termasuk ikut memberi arah, batasan dan masukan pada pesan ifidan, 

sehingga tidak terjadi janji yang berlebihan atas kemampatan nyala produk.

b Tanggung jawab perusahaan periklanan
Ketetapan unsur persuasi yang dimaksudkan dalam pesan ikSan, melalui 

pemilihan dan pemilihan informasi yang diberikan pengiMan, maupun dalam 

upaya menggali dan mendayagunakan aktivitas, 

c Tanggung jawab media periklanan

Kesepakatan antara pesan iklan yang disiarkan dengan nilai-nilai sosial budaya 

dari profil khalayak sasarannya.

Di negara maju, tanggung jawab dari segala akibat periklanan ada pada 

pengiklan. Dua alasan utama yang melatarbelakangi ketentuan lersebd adalah:"" 

a_ Pengiklan/produsen adalah pihak yang membiayai (mensponsori) pesan 

periklanan. Dalam kasus periklanan pun pihak yang membiayai dianggap 

memiliki motif paling tinggi terhadap suatu perbuatan;

in /6*/,haJ 118;
m Chri5thopbonjs Banitu, Verfmhmgan Kon&tmen Dalam FrnkfrJ* W an Pm thtk 

Koaejjiai, (Tesis Magister Univcrahas Indonesia, Jakarta, 2005), hal. ] 15,
” * / 5 i4 h a l 120;
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b. Pengiklan juga dianggap merupakan ahli, atau pihak yang paling memahami 

tentang suatu produk/atau jasa yang mereka pasarkan. Sehingga tanggung 

jawab terbesar atas akibat periklanan dari produk/jasa tersebut sudah 

sepantasnya berada di pundak mereka

Dengan demikian, maka terkait dengan iklan yang disampaikan kepada 

masyarakat mutlak menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Setiap pelaku usaha 

haius bertanggungjawab alas produk yang dihasilkan alau diperdagangkan. 

Tanggung jawab pelaku usaha ini dinamakan dengan tanggung gugat produk 

sebagai terjemahan dari kata “productfs) liahiln)■”, “prtxlud (en) 

üünsfyro k e ! \  atau “prfkhcenteit-hafiung\  Tanggung gugat produt ini 

timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari “produk 

yang cacat”, bisa dikarenakan kekurangcermatan dalam memproduksi, ttsdak 

sesuai dengan yang dipeijanjikan/jaminan, atau kesalahan yang dilakukan oleh 

pelaku usaha. Dengan demikian tanggung gugat produk ira bisa dikarenakan 

pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.3**

E. JEfektifitas Tata Krama dan Tata Cara Periklanan

Pada tahun 1972 dikenal suatu konsep baru dalam dunia periklanan yang 

disebut dengan se lf régulation. Pada Kongres buemaskoial Âdverîismg 

Association di Teheran tahun 1974, self régulation mencapai momentum yang 

baik untuk menyebar ke seluruh dunia Pada dasarnya konsep se lf régulation ini 

mencakup hal penting, vaitu:B>

a  Melindungi konsumen secara efektif dari iklan yang menyesatkan {mislcadmg 

a d ve rfisem etit):

b. Melindungi produsen secara efektif dari persaingan curang.

m  Rachmadi Usman, Hukum Ekonomi dalam Dinamika, (Jakartra: D̂aarcfoatan. 2®02),
ba) 217,

os£ster Maxissa, ^PtTlindxngun Konsxir.cn Terhadap Srfarmaxi Wan Scsig 
\íenyinatium~x (Tesis \fagi$ter {imversites indonesia, Jakarta, 2006), haL 26,

URmrstfas Ettdonesia
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Di Indonesia se l/ regulaiion ini dituangkan dalam bentuk suatu Kode 

Etik Periklanan. Kode Etik ini dimaksudkan untuk menciptakan persamaan sikap 

yang merata dikalangan semua pihak yang berkepentingan dengan iklan. Kode 

etik ini menentukan hal-hal yang boleh atau dilarang untuk dilakukan dalam dunia 

periklanan. Dempn kode etik periklanan ini, maka semua pihak yang 

berkepentingan dengan periklanan secara suka rela dan atas inisiatif sendiri 

membangun semacam '"pagar" yang membatasi tindakan bisnisnya.

Tata krama dan tata cara periklanan merupakan kode etik dalam 

periklanan. Di mana tata krama dan tata cara periklanan merupakan sel/regafiM/on 

(regulasi sendiri) dalam bidang periklanan. Sarana yang ingin dicapai dengan 

adanya regulasi sendiri tersebut adalah untuk menjaga citra usaha alau profesi 

mereka yang terlibat dalam suatu usaha atau profesi tersebut. 1 Begitu juga 

halnya dengan Tata Krama dan Tata Cara Perilanan selain antuk menjaga citra 

usaha dan profesi dalam bidang periklanan sehingga tanggung jawab sosial dan 

perimdungpn terhadap nilai-nilai budaya bangsa dapat terlindungi.

Tata Krama dan Tata Cara Periklanan yang menjadi acuan bagi 

periklanan di Indonesia pada dasarnya mengandung substansi yang cukup baik, 

dengan mengatur dari segi substansi periklanan sampai dengan mengatur 

hubungan-hubungan antara unsur-unsur yang berkepentingan dalam periklanan 

dan juga komisi yang bekeija untuk menampung masalah-nsasalah yang timbul 

dalam pelaksanaan Tata Krama dan Tata Cara Periklanan.

Namun saat ini Tata Krama dan Tata Cara Periklanan tersebut tidak dapat 

beijalan dengan baik. Karena bisa kita lihat iklan yang diinformasikan kepada 

masyarakat semakin banyak yang menyalahi Tata Krama dan Tata Cara 

Periklanan yang berlaku.

Pada dasarnya secara substansi Tata Krama dan Tala Cara Periklanan 

cukup baik dan juga merupakan penegasan dari undang-undang yang teikait, 

namun kelemahan dari Tata Krama dan Tata Cara Periklanan tersebut tedetak 

pada tidak adanya kejelasan sanksi yang akan diberikan oleh organisasi profesi 

terhadap pihak-pihak yang melanggar Tata Krama dan Tata Cara Periklanan dan

A. Z. >*asuiion, <y>.c//_hal 203;
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lemahnya instrumen-instrumen yang menegakkan Tata Krama dan Tata 

Periklanan Cara.

Scharusnya dengan adanya Kode Etik Periklanan sebagai .uri/ regufatoon, 

organisasi profesi periklanan seyogyanya tidak hanya mengontrol saja, melainkan 

juga mengambil tindakan terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran kode 

etik. Tampaknya pelanggaran terhadap kode etik ini jarang terdengar adanya 

tindakan pelanggarnya dipublikasikan, sehingga masyarakat bertanya-tanya 

tindakan apa yang diambil akibat pelanggaran tersebut]TJ Sehingga Tata Cara dan 

Tata Krama Periklanan menjadi kurang efektif

G* lj$aha-lJ$aha yang Dapat di Tempuh Konsumen atas Iklan Tarif Sefaler 

yang Merugikan

Kerugian yang dialami oleh konsumen merupakan alasan untuk terjadinya 

sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Sengketa konsumen fcajadi 

karena adanya ketidakpuasan konsumen terhadap barang dan/atau jasa alau 

kerugian yang dialami konsumen karena penggunaan atau pemakaian barang atau
jasa.

Sebelum Undang-Undang Perlindungan Konsumen lahir, satu-satunya 

lembaga yang disediakan untuk menyelesaikan sengketa konsumen aifalah mdhlui 

gugatan di pengadilan tidak akomodatif dalam menampung sengketa konsumen, 

karena mahal, lama, dan terlalu birokratis.1'*

Dalam hal keluhan yang teijadi oleh konsumen pengguna jasa 

telekomunikasi seluler, operator seluler menyediakan layanan cvmumer senice  

untuk menampung dan menindaklanjuti keluhan konsumen. Masalah akan timbul 

ketika konsumen masih merasa tidak puas terhadap penyelesaian kerugian yang 

dialami oleh konsumen.

Konsumen yang merasa hak-haknya telah dilanggar teiscbut perlu 

mengadukan kepada pihak-pihak yang benvenang. Dalam hal teriah deegan 

telekomunikasi seluler, maka konsumen dapat mengadukan ketidakpuasannya 

kepada atstumer Service yang dimiliki oleh masing-masing operator. Jika

m  Yusuf Shofie, op.ds^\
,w Abdu l H a lim  Baricatuhh , op-tiL, hal. 119;
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konsumen tetap merasa tidak puas, maka konsumen dapat meminta bantuan 

kepada Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk meminta 

bantuan hukum atau bisa langsung menyelesaikan masalahnya kc Badan 

Penyelesaian Konsumen (BPSK).

Selain itu konsumen jug2 dapat mendatangi Sub Direkioral (sufcdit) 

Pelayanan Pengaduan di Direktorat Perlindungan Konsumen, Departemen 

Perdagangan. Sebagaimana dijelaskan dalam websife resminya, konsumen yang 

akan mengadukan masalahnya bisa melalui fasilitas sebagai berikut
a. Metalui tetepón

Konsumen dapat mengadukan masalahnya melalui telepon kepada Direktorat 

Perlindungan Konsumen Dan selanjutnya Direktorat Perlindungan Konsumen 

akan menangani segala pengaduan konsumen yang sepenuhnya menjadi 
tanggung jawabnya.

b. Datang langsung

Konsumen bisa membawa permasalahannya langsung ke subdat pelayanan 

pengaduan di Direktorat Perlindungan Konsumen dengan teriebih dalhulu 

mengisi formulir dan menguraikan kronologis singkat permasalahan yang 
dihadapi.

C- Media massa

Pengadiian melalui media massa, khususnya surat pembaca bisa dherima oleh 

Subdil Pelayanan Pengaduan Direktorat Perlindungan Konsumen. Surat 

pembaca itu harus memiliki identitas, masalah yang diajukan mengandung 

gejolak sosial, apa yang dilakukan berdampak pada keamanan, kenyamanan, 

dan keselamatan konsumen, surat pembaca tersebut dikumpulkan dalam 

bentuk kliping sebagai data aual yang akurat, dan perlu mengundang kedua 

beiah pihak baik konsumen maupun pelaku usaha, 

d  internet

Pengaduan lewat internet juga diperbolehkan. Pengaduan melalui ¿memetakan 

ditindaklanjuti dengan cara mengklasifikasikan apa pemasalaharaaya, 

dilakukan pengecekan identitas agar jelas siapa yang mengadukan, atau bisa 

juga langsung ditanggapi melalui internet

199 Hzppy Susanto, fía t-fía t Kpttaajte/t Jita Dirugikan* (Jak&n& Vis¿ ^fcdu,. 2J3&S), 
hal 57-59,

frvjr>ng»;jg
Analisis yuridis..., Dayu Medina, FH UI, 2008



91

c. Bentuk. Pengaduan

Konsumen bisa mengadukan haknya ke Subdit Pelayanan Pengaduan di 

direktorat Perlindungan Konsumen, baik dalam bentuk pengaduan tertulis 

maupun pengaduan secara lisan

Dalam bidang telekomunikasi seluler, biasanya kerugian yang dialami oleh 

konsumen bukanlah jumlah yang besar sehingga sangat tidak efektif Jika 

konsumen mengadukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Koasumen kecuali 

jika gugatan yang diajukan tersebut dilakukan oleh sekelompok masyarakat 

karena biaya dan juga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengadaan 

konsumen tersebut. Sehingga keberadaan comumer senrtce masing-masing 

operator seluler sangatlah penting untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan 

kerugian yang dialami oleh konsumen.

Selain dengan keberadaan amsumer service masing-masing perusahaan 

jasa telekomunikasi seluler tersebut, pada dasarnya penyelesaian sesgketa yang 

dapat ditempuh oleh koasumen dapal dibagi menjadi dua, yaitu:110 

a  Penyelesaian sengketa sccara damai;

b. Peny elesaian melalui lembaga atau instansi yang berwenang.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa yang timbul antara konsumen 

dengan pelaku usaha jasa telekomunikasi seluler yang diselesaikan melalui 

consumer service masing-masing perusahaan merupakan upaya penyelesaian 

sengketa secara damai. Namun jika cara tersebut konsumen masih merasa 

dirugikan, maka konsumen dapat menempuh cara yang kedua, >aitu dengan 

menyelesaikan melalui lembaga atau instansi yang berwenang, dalam hal ini bisa 

ke Subdit Pelayanan Pengaduan di direktorat Perlindungan Konsumen, BPSK, 

ataupun Pengadilan.

,M  A . Z . > iasu iion , ha l. 252 ;
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BAB IV
PENGAWASAN TERHADAP IKLAN TARIF JASA SELULER DI

INDONESIA

X  Pihak-Pihak yang Mengawasi Iklan Tarif Jasa Sclakr di ladonesa dan 

Sefituk Pengawasannya

Pembenaran ekonomi secara positif terhadap periklanan yang berakibat 

pada kecenderungan tingkat kemakmuran dan standar hidup suaiu negara, tida 

sepenuhnya berjalan mulus. Banyak pihak, terutama kalangan praklisi/inlekklual 

peadídíkan menganggap institusi dan kegiatan periklanan sebagai sesuatu yang 

ridak bermorai, parasit, mengagungkan nilai-nilai yang sesungguhnya tidak benar 

dan mempengaruhi orang untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak 

mereka butuhkan atau yang tidak tegangkau harganya. Namun, kalangan 

pengkritik periklanan cenderang membual sualu kesalahan besar yang amal 

fundamenta), mereka menyalahkan alatnya (yakni periklanan), bukan pembuatnya 

(yakni orang-orang yang membuat dan memanfaatkan iklan). Karena 

sesungguhnya tidak ada yang salah dengan iklannya (sebagai suatu institusi, iklan 

sepenuhnya bersifat netral; ia bisa positif ataupun negatif bergantung dari orang- 

orang yang menyentuhnya), tetapi para pembuat iklanlah yang sering 

menyalahgunakan iklan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.141

Pengawasan terhadap periklanan melalui perangkat hukum normatif dalam 

rangka perwujudan perlindungan konsumen merupakan media dalam 

mengakomodasi kepentingan konsumen dalam melindungi diri dan iklan atau 

informasi yang dapat merugikan konsumen. Karakteristik-karakteristik ulama dari 

pengawasan hukum, melalui penetapan berbagai undang-undang dan aturan 

tercermin dari:M1

a Pasal hukum atau peraturan tertulis yang menyatakan secara tegas bahwa 

pemasang iklan harus tunduk pada atau mengutamakan kepentingan 

masyarakat, dengan sanksi denda atau kurungan penjara jika terbukti 

melakukan pelanggaran;

M,Taufik H. Sizoatupang, cp .dL, ba5.29;
343/W ,

92
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b Peraturan hukum diharapkan dapat mengungkapkan haJ-haJ ilegal yang semula 

tersembunyi;

c Makna dari paling tidak sebagian, pasal dari undang-undang sangal bergantung 

pada interpretasi pengadilan dan baru efektif sampai timbal kasus solid untuk 

dijadikan preseden.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 30 ayat (1) Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa pengawasan terfsadap 

penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan peraturan perundang- 

uodangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga 

perlindungan konsumen swadaya masyanikaL Dengan demikian ada 3 pihak yang 

dapat mengawasi penyelenggaraan perlindungan konsumen, yaitu: 
a Pemerintah: 

b ¡Masyarakat, dan;

c Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Selain mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, keicmuan 

tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen 

juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Dengan diberikannya kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka pemerintah, 

masyarakat dan juga Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masayarakat 

(LPKSM) juga harus melakukan pengawasan dalam hal periklanan, dalam hal ini 

juga termasuk iklan tarif jasa seluler yang diinformasikan pada masyarakat

Selain ketiga pihak diatas, tentunya dalam melakukan pengawasan 

terhadap iklan juga dilakukan oleh Komisi Tata Krama Periklanan Indonesia yang 

di bentuk berdasarkan Tata Krama dan Tata Cara Periklanan.

UrtswfsStss fndgngsja
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L Pemerintah

Adanya keterlibatan pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan 

perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan pasal tersebut, didasarkan pada 

kepentingan yaijg diamatkan oleli Pembukaan Undang-UndangDasar 1945 bahwa 

kehadiran negara antara bin untuk mensejahlerakan rakyatnya.3*5 Selain 

diamatkan oieh Undang-Undang Dasar 1945, pembinaan yang dilakukan oleh 

pemerintah juga merupakan amanat dari Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen

Berdasarkan teori rcgulaicd m urid pftuz:, paaisan

pemerintah sangat dibutuhkan untuk melakukan fungsi kontrol atas penerapan 

perlindungan konsumen dan menjaga iklim berusaha.

Dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan 

penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak 

konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan 
pelaku usaha

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Lfedang Periindmigan 

Konsumen tersebut, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen menentukan, faktor ulama yang menjadi kelemahan konsumen yaitu 

tingkat kesadaran akan haknya masih rendah, yang utama disebabkan oleh 

pendidikan yang masih rendah. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan 

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk 

melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan 

konsumen.345

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

tersebut, maka adanya tanggung jawab pemerintah atas pembinaan 

penyelenggaraan perlindungan konsumen tidak lain dimaksudkan untuk 

memberdayakan konsumen memperoleh haknya. Ada kekhawatiran, pelaku usaha 

dengan prinsip ekonominya, menjadikan konsumen menderita kerugian

m  Ahsasdi Mini dan Sutarman Yodo, op .a t, haL ISO:
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karenanya. Pemberdayaan konsumen tersebut, sesuai asas keadilan dan 

keseimbangan, tidak boieh merugikan kepentingan pelaku usaha. Hal ini 

dinyatakan juga dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen bahwa, piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan 

untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi sebaliknya melalui perlindungan 

konsumen tersebut dapat mendorong iklim berusaha yang sehat, dan lahirnya 

perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan 

barang dan/atau jasa yang berkualitas.5*5

Jadi dengan demikian peran pemerintah dalam mriakukan pembiasan 

terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen tidak hanya ditujukan uoiuk 

melindungi kepentingan konsumen semata, namun juga unlut melindungi pelaku 

usaha dan persaingan. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan 

perlindungan konsumen tersebut dilaksanakan oleh menteri dan atau menteri 

teknis terkait146.

Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen meliputi upaya.1*7 

a Terciptanya ikhm usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku 
usaha dengan konsumen: 

b Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; 

c Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan 

penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

Adapun upaya-upaya tersebut secara teknis diatur dalam PasaJ 4, Pasal 5, 

dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4 peraturan 

pemerintah tersebut dinyalakan bahwa upaya untuk menciptakan iklim usaha dan 

menumbuhkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen. 

Pemerintah harus melakukan:

a  penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen:

b. pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan 

dengan periindungan konsumen;

145 JndowsiaCa), Penjelasan alinea ke 7;
l*Jbid, Pasat 29 ayat (2),
,i7W  Pasal 29 ayat (4);
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c. peningkatan peranan 13PKN dan BPSK melalui peningkatan kualitas sumber 

daya manusia dan lembaga; 

d  peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap 

hak dan kewajiban masing-masing;

c. peningkaian pemberdayaan konsumen melalui pendidikan, petalihan, 

keterampilan;

f. penelitian terhadap barang dan/atau jasa beredar yang menyangkut 

perlindungan konsumen;

g, peningkatan kualitas barang dan/atau jasa;

h, peningkatan kesadaran sikap jujur dan tanggung jawab pelaku usaha dalam 

memproduksi, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, dan menjual 
barang dan atau jasa; dan;

i. peningkatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi 

standar mutu produksi barang dantetau jasa serta pencantuman label dan 
klausuia baku.

Sementara itu upaya untuk mengembangkan Lembaga Perlindungan 
Konsumen Swadaya Masyarakat harus dilakukan;

a. pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkailan 

dengan perlindungan konsumen;

b. pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia pengelola LPKSM melalui 

pendidikan, pelatihan, dan keterampilan;

c. meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan 

konsumen yang dimaksudkan untuk meningkatkan sumber daya manusia.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta 

meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan 

konsumen, pemerintah harus melakukan;

a_ peningkatan kualitas aparat penyidik pegawai negeri sipil di bidang 

perlindungan konsumen;

b. peningkatan kualitas tenaga peneliti dan penguji barang dan'atau jasa;

c. pengembangan dan pemberdayaan lembaga pengujian mutu barang; dan

lirwersrtes Bndortesra
Analisis yuridis..., Dayu Medina, FH UI, 2008



97

d  penelitian dan pengembangan teknologi pengujian dan standar mutu barang 

dan/atau jasa serta penerapannya.

Fungsi dan peran pemerintah untuk melakukan pembinaan dalam bidang 

periklanan adalah sebagai berikut

a. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelengjsinian periklanan

b. Pembinaan peny elenggaraan periklanan dimaksud untuk:

• Melindungi konsumen dari dampak negatif yang disebabkan penyiaran iklan 

Si'ang tidak baik dan tidak benar,

• Mengembangkan periklanan yang berbudaya, jujur, dan bertanggung} awab,

• Mengembangkan profesionalisme bagi para pelaku usaha periklanan;

• TerapJanva iklim usaha yang sehat dibidang periklanan.

c. Deiian Pers dan Komisi Periklanan Indonesia turut membantu Pemerintah 

dalam mengembangkan periklanan yang baik, efisien, dan efektif.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut pembinaan terhadap 

pelaku usaha dan pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar 

tidak semata-mata ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen telapi 

sekaligus bermanfaat bagi pelaku usaha dalam upaya meningkatkan daya saing 

barang danatau jasa di pasar global. Di samping itu, diharapkan pula tumbuhnya 

hubungan usaha yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen, yang pada 

gilirannya dapat roencipiakan iklim usaha yang kondusif

Selain sebagai memiliki tugas pembinaan terliadap penyenggaraan 

perlindungan konsumen, pemerintah juga memiliki tugas sebagai pengawas 

terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Ketentuan tersebut terdapat 

dalam pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan 

bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta 

penetapan ketentuan peraturan perundang-undang^nnya diselenggarakan oleh 

pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya 

masyarakat
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Isi posaJ tersebut memberikan tugas kepada pemerintah untuk melakukan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan 

ketentuan peraturan perundang-undangannya.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah diatur dalam pasal 8 

ayal (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa 

pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi 

standar mutu produksi barang/atau jasa, pencantuman labe! dan kiausula baku, 

serta pelayanan puma jual barang dan/atau jasa. Dan dalam ayat (2) pasal tersebut 

eneayatakan bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan 

dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan dan penjualan barang 

dan atau jasa.

Jadi bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah 

menyangkut standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman labe! dan 

kiausula baku, serta pelayanan puma jual barang dan/atau jasa yang dilakukan 

dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan dan penjualan barang 
danaiau jasa.

Sebagaimana tugas pemerintah untuk melakukan pembinaan 

penyelenggaraan perlindungan konsumen dalam bidang periklanan, maka 

pemerintah juga mempunyai tugas untuk melakukan pengatasan dalam bidang 
periklanan, agar tindakan-tindakan yang dilakukan dalam bidang periklanan tidak 

merugikan konsumen.

Namun terkait dengan pembinaan dan pengawasan pemerintah dalam hal 

tarif jasa baik dari segi penetapan ataupun iklan yang diinformasikan kepada 

masy arakat tidak ditentukan secara langsung.

Pasal-pasal yang mengatur tentang tugas pembinaan dan pengawasan dari 

pemerintah dalam perlindungan konsumen didasarkan pada asas keseimbangan 

kepentingan, asas pengawasan publik, dan asas campur tangan negara terhadap 

kegiatan ekonomi.14*

Jika kita lihat saat ini, iklan tarif seluler yang diinformasikan kepada 

masyarakat, sudah sampai pada titik membingungkan masyarakat sehingga sangat

Ahmadi \firu dan SuUrrnan Yoda, ap. crt, hal. 190;
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diperlukan peran pemerintah. Dalam hal peran pemerintah sebagai pembina, maka 

pemerintah sudah selayaknya untuk menyusun kebijakan yang terkait dengan 

iklan larif seluler. Karena dengan menyusun kebijakan yang lerkart dengan iklan 

tarif seluler dapat melindungi konsumen pengguna jasa seluler atas iklan tarif jasa 

seluler yang menyesalkan. Sehingga dengan kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah dapat menciptakan standar bagi iklan tarif seluler yang diinformasikan 

kepada masyarakat

Keterlibatan pemerintah dalam hal pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan perlindungan konsumen, dalam hal ini juga termasuk fungsi 

pemerintah membina dan mengawasi informasi yang disampaikan pelaku usaba 

melalui iklan kepada masyarakat merupakan perwujudan dari asas keseimbangan 

kepentingan dan terutama asas campur tangan negara terhadap kegiatan 
ekonomi.uv

Tugas pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dari 

aspek iklan Sarif jasa telekomunikasi seluler akan melibatkan lembaga atau badan 

yang dibenluk oleh pemerintah sendiri, yartu Badan Regulasi Tdekomunikasi 

(BRTI) dan juga Komisi Penyiaran indonesia (KPI).

a. Badan Regulasi dan Telekomaaikasi Indonesia (BRTI)

Dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap iklan tarif jasa seZuler 

yang beredar di masyarakat, tidak dapat dilepaskan dari pengawasan pemerintah 

terhadap tarif jasa seluler yang diterapkan oleh operator seluler. Urnuk 

menjalankan tugas pengawasan atas penyelenggaraan telekomunikasi di 

indonesia, pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 

2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) 

dibentuklah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sebagai badan 

regulasi mandiri yang daiharapkan dapat melindungi kepentingan pcblik dalam

*** As&s keseimbangan kepentingan dan terutama asas campur tangan nozara tecbadap
ekoaaaú, dalam sejatah fcukuui efcoíMíiii, teíalt diperitftatkaa ui¿¿udaya Penacrioíalt 

Peraods dan pemerintah di negaiMegara Eropa lainnya, berkenaan desdan masuknya koasep 
negara kesejahteraan (waifare State), yang mewajibkan negara secara akiif mrayxüenggarAan 
fcepeotingan un&im sehingga paradigma liberal yang menyerahkan kepada kepertám a n nnfividu- 
t&¡fividu serafín tmtuk m elu rus kebutuhan-kebutuhan dan kepentingannya, dfiubah roeSalut 
berbagai peraturan di bidang hukum asnmistrasi negara terdapat dsiam Afcmads Miru dan 
Su iannan Yo d a ,^ ic//^  bal 190;
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hai ini konsumen telekomunikasi dan juga mendukung serta mdindungi kompetisi 

bisnis telekomunikasi- Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTT) tersebut 

dibentuk pada tanggal 1l juli 2003 yang diharapkan dapat menoptakan iklim 

berusaha yang sehat dan kondusif dalam bidang telekomunikasi.

Adapun visi BRTi adalah untuk menjamin adanya tiansp&sansi, 

independensi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan telekomunikasi menuju 

peningkatan kesejahteraan masyarakatI>0 Sedangkan misinya adalah:

a. Mencjptakan jasar penyelenggara telekomunikasi di indonesia berdasarkan 

persaingan yang sehat, berlanjut, dan setara;

b. Menciptakm Iklim usaha yang kondusif serta mencegah terjadinya praktek 

persaingan usaha tidak sehat;

c. Mewujudkan prasarana dan pelayanan telekomunikasi yang handai bagi upaya 

peningkatan kemakmuran rakyat dan daya saing ekonomi nasional dalam era 

masyarakat informasi, dan;

d_ Melindungi kepentingan konsumen dalam hal jasa telekomunikasi yang 

diterima, harga yang harus dibayar.

Berdasarkan ketentuan diatas terlihat bahwa tujuan dari dibentuknya BRTI 

adalah untuk melindungi konsumen dalam hal jasa telekomunikasi yang diterima 

dan harga yang harus dibayar.

Dtdaiam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2003 jo 

Peraturan Menteri Komunikasi dan infomatika Nomor 

24!Per/M.Koirnnfo/I 1/2005 didefinisikasn BRTI adalah Ditjen Pos dan 

Telekomunikasi dan Komite Regulasi Telekomunikasi. Komite Regulasi 

Telekomunikasi merupakan sekelompok orang yang memenuhi syarat yang 

ditetapkan dengan tugas bersama-sama Direktorat Jendral Pos dan 

Telekomunikasi menjalankan tugas BRTI. Anggota Komite Regulasi 

Telekomunikasi (BRTI) bejjumJah ganjil sekurang-kurangnya 5 orang dan 

sebanyak-banyaknya 7 orang, dengan 2 orang diantaranya dari unsur pemerintah.

Adapun maksud dibentuknya badan ini adalah untuk lebih menjamin 

adanya transparansi, independensi, dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan

m  Badan Regulasi TcUekomunifcasi Indonesia (BRTI), 8 Desember 200$
<J*tp //w w w  beti o r  id> ;
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jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi" baik dalam 

fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan jaringan 

telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.0 * Sedangkan tujuannya 

adalah untuk meningkatkan kinerja pelayanan dalam penyelenggaraan jaringan 

telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi152

Fungsi dan wewenang BRT1 berdasarkan Keputusan Menteri Perfiubunean 

Nomor 31 Tahun 2003 (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten 

Komunikasi dan Informatika No. 25/P/M.Komint’o/l 1/2005), adalah:

a. Pengaturan, meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan penyelenggaraan 

jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yang antara 
lain meliputi:

•  Perizinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan 

jasa telekomunikasi;

•  Standar kinerja operasi;

• Standar kualitas layanan;

• Biaya interkoneksi;

• Standar alat dan pengaka? telekomunikasi.

b. Pengawasan terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan 

penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yang anatara (ain meliputi:

•  Kinerja operasi;

•  Persain^n usaha;

• Penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi.

c. Pengendalian terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan 

penyelenggaraan jasa telekomunikasi, antara lain:

» Penyelesaian perselisihan antara penyelenggara jaringan tclckcsnumkas dan 

penyelenggaraan jasa telekomunikasi;

• Pengadaan alat dan perangkat telekomunikasi;

• Penerapan standar kualitas layanan.

15>Dcpanemcfl Komunikasi dan informatika. Peraturan Memeri Komunikasi dan 
InScgnaafta Nomor 25iJVMjCominfb/] ¡¿2005, Pasal 2; 

a>3/£*c£ PasaS 3;
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Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut diatas, anggota BRTi bebas dan 

segala kepentingan dan putusannya semata-mata untuk kepentingan publik. 

Keputusan BRTI diluangkan dalam Keputusan Direktorat Jendial dan harus 

melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Komunikasi dan 

Informatika setiap tiga bulan alau setiap saat apabila memang dibutuhkan

Fungsi dan wewenang BRTI dalam Keputusan Menteri Perhubungan 

Nomor 67 Tahun 2003 adalah:

a. Fungsi pengaturan

•  Menyusun dan menetapkan ketentuan tentang perizinan jaringan dan jasa 

telekomunikasi yang dikompetisikan sesuai dengan Kebijakan Menteri 
Perhubungan;

• Menyusun dan menetapkan ketentuan tentang standar kinerja operasional 

penggunaan jaringan dan jasa telekomunikasi.

« Menyusun dan menetapkan ketentuan tentang biaya interkoneksi;

• Menyusun dan menetapkan ketentuan tentang standardisasi aiat dan 
perangkat telekomunikasi.

b. Fungsi pengawasan

• Mengawasi kinerja operasional penyelenggaraan jaringan dan jasa 

telekomunikasi yang dikompetisikan;

• Mengawasi persaingan usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan 

penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang dikompetisikan;

« ¡Mengawasi penggunaan alat dan perangkat penyelenggaraan jaringan 

telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang 

dikompetisikan, 

a  Fungsi pengendalian

• Memfasilitasi penyelesaian perselisihan;

• Memantau penerapan standar kualitas layanan

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2003 

tersebut dapat dilihat bahwa BRTI berwenang untuk menyusim dan menetapkan 

ketentuan tentang biaya interkoneksi Dengan demikian maka BRTI harus melihat 

apakah operator seluler dalam hal ini telah menerapkan tarif jasa seluler sesuai

U nrversrtea ftrrffcmesfa
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dengan yang ditentukan, dan juga apakah biaya yang tetapkan okh operator 

seluler yang disetujui oleh BRTl tersebut sesuai dengan apa yang diiklankan pada 

masyarakat

Iklan yang diinformasikan kepada masyarakat atas iklan tarif sdoler 

tersebut sangat berkailan dengan persaingan yang akan tetcipto aittaia operator 

seluler dan juga menyangkut hak-hak konsumen untuk mendapatkan harga yang 
layak

b. Komisi Penyiaran Indonesia (KP1)

Komisis Penyiaran Indonesia (KPI), merupakan lembaga negara yang 

independen. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), berfungsi untuk mewadahai serta 

mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya 

tersebut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), berwenang untuk melakukan:153

a. menetapkan standar program siaran;

b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;

c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta 

standar program siaran;

d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku 

penyiaran serta standar program siaran;

e. melakukan koordinasi dan/atau keijasama dengan pemerintah, lembaga 

penyiaran, dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal S ayat (3) Undang-Undang Penyiaran, adaiah:

a. menjamin masyarakat unluk memperoleh informasi yang layak dan benar 

sesuai dengan hak asasi manusia;

b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;

c_ ¿kut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan 

industri terkait

d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;

Indonesia (c), op. cit, Pasal. S ayat (I),
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e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sang-gahan, serta kritik 

dan apresiasi masyarakat terhadap penye-lenggaraan penyiaran; dan 

£ menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin 

profesional i tas di bidang penyiaran.

Dari pasal dialas, dapat dilihat bahwa salah satu lugas dari Komisis 

Penyiaran Indonesia adalah untuk menjamin informasi yang diperoleh masyarakat 

merupakan informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia 

Dengan amanat tersebut, maka Komisi Penyiaran Indonesia dapat mengawasi 

iklan tarif jasa seluler yang diinformasikan kepada masyarakat melalui medja 

penyiaran. Karena dengan terlindunginya masyarakat dari iklan yang roenj’esatkan 

benam melindungi masyarakat dari informasi yang tidak layak dan benar. Keiidak 

layakan iklan tersebut berupa iklan yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran 

dan Standar Program Siaran, sementara itu iklan yang tidak benar adalah iklan 

yang membodohi masyarakaL

Komisi Penyiaran Indonesia menjadi sangat penting untuk melakukan 

pengawasan terhadap iklan tarif jasa seluler, karena lembaga siaran merupakan 

kunes bagi informasi yang didapat o!eh masyarakat Jika lembaga siaran tersebut 

mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran serta 

peraturan-peraturan terkail, maka informasi yang sampai pada masyarakat tidak 

akan mungkin informasi yang tidak layak dan tidak benar. Sehingga ftmgsi 

control Komisi Penyiaran Indonesia sangat penting untuk mewujudkan hak-hak 

konsumen atas informasi yang layak dan benar.

Dari gambaran tentang peranan pemerintah diatas serta keterkaitannya 

dengan pemerintah dalam peran pemerintah untuk menentukan formula tarif dan 

menjadi pihak yang mengawasi dan mendapatkan laporan berkala atas tarif yang 

digunakan oleh operator seluler, seharusnya pemerintah adalah tombak yang 

paling ampuh untuk mewujudkan perlindungan terhadap pengguna jasa 

telekomunikasi seluler. Dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh 

peraturan perundang-undangan akan menjadikan pemerintah lebih ditaati oleh 

operator seluler

Vieyprsstas Indonesia
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2. )h s> flrab (

Dalam pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga 

meegamanatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan tezfodap 

peaydcnggaraan perlindungan konsumen. Dalam ayat (3) p ^ l  tersebut 

menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan 

terhadap barang uan/aiau jasa yang beredar dimasyarakat.

Pasi! 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen menutur bahwa 

pengawasan yang yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan daig^n cara 

penelitian, pengujian, dan atau survei. Aspek pengawasan tersebut mehputi 

pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang jika diharuskan, 

pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan 

ketentuan peraturan penmdang-undangan dan kebiasaan dalam praktek dunia 

usaha.
Dengan kemenangan yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan

*
pemerintah tersebut, maka masyarakat berwenang untuk melakukan pengawasan 

terhadap iklan yang diinformasikan. Dan hasil pengawasan masyarakat tersebut 

dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada 

pemerintah.

Namun keberadaan masyarakat sebagai pengawas terhadap iklan yang 

diinformasikan oleh pelaku usaha kepada khalayk ramai, tidaklah begitu efektif 

hal ini dikarenakan pendidikan masyarakat masih rendah dan kemampuan 

masyarakat untuk melakukan pengujian terhadap iklan yang diinfonnasikaB juga 

sangat terbatas.

Seharusnya yang lebih peduli atas hak-hak konsumen adalah masyarakat 

sendiri, karena setiap anggota masyarakat adalah konsumen. Dengan teierptanya 

masyarakat yang terdidik dan terbina dengan baik terkait dengan hak-haknya 

sebagai konsumen, maka lak-hak konsumen akan terjamin. Begitu juga lak 

masyarakat unluk mendapatkan informasi yang benar dan jujur, jika masyarakat 

telah menyadari hak-haknya sebagai konsumen atas informasi yang disampaikan 
oleh pelaku usaha baik dalam bentuk iklan maupun promosi, maka peranan

U.njygrs H g  fndongsja
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masyarakat sebagai pengawas penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan 

sendirinya akan berjalan dengan efektif, karena masyarakat sadar akan haknya 

sebagai konsumen.

5. L cinbgi Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LFKSM)

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyalakan bahwa 

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non 

pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan 

menangani perlindungan konsumen.154 Pemerintah mengakui lembaga 

perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syaraL

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Lembaga 

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat memiliki kesempatan untuk 

berperan aktif dalam mewujudkkan periindungan konsumen. Dalam pasal 44 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyalakan len&ng Lembaga 
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, yaitu:

a. Menyebarluaskan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak 

dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonssnnsi terang

dan/atau jasa;

b. Memberikan nasehal kepada konsumen yang memerlukannya;

c. Bekeij&sama dengan iastaasi terkail dalam upaya mewujudkan perlindungan 

konsumen;

d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima 

keluhan aiau pengaduan konsumen;

e. fridakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap 

pelaksanaan perlindungan konsumen.

Pengaturan lebih lanjut tentang Lembaga Perlindungan Konsumen 

Swadaya Masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nocoor 59 Tahun 2001 

tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Pasal 4 

Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa Penyebaran informasi yang

tSt Indonesia (a), op. ciL. Pasal 1 angka 7;

Urify ersfta s  Snd p n g sfe
Analisis yuridis..., Dayu Medina, FH UI, 2008



107

dilakukan okh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, meliputi 

penyebarluasan berbagai pengetahuan mengenai perlindungan konsumen 

termasuk peraturan perundang-undangan yang berkailan dengan masalah 

perlindungan konsumen. Selain itu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 

Masyarakat juga mempunyai lugas unluk memberikan nasihal kepada konsumen 

yang memerlukan, baik secara lisan maupun tulisan agar konsumen dapat 

melaksanakan hak dan kewajibannya.155

Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya. Lembaga 

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dapat melakukan advokasi atau 

pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara maradiri, 

baik secara perorangan maupun kelompok.

Pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen 

swadaya Masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar 

dengan cara penelitian, pengujian <Watau survei.156

Dalam melaksanakan lugasnya. Lembaga Perlindungan Konsumen 

Swadaya Masyarakat dapat bekeij&sama dengan iaslansi-inslansi teakait 
Keijasama tersebut meliputi pertukaran informasi mengenai perlindungan 

konsumen, pengawasan atas barang dan/atau jasa yang beredar, dan penyuluhan 

serta pendidikan konsumen. Selain dapal bekeijasama dengan instansi-instansi 

terkait Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dapat 

bekeijasama dengan lembaga lainnya, baik yang bersifat nasional maupun 

internasional.2J7 Dan dalam melaksanakan tugasnya tersebut Lembaga 

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat harus melaporkan kepada 

pemerintah.15*

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat inilah yang 

sangat diharapkan untuk dapat melakukan perlindungan yang lebih efektif 

terhadap iklan yang diinformasikan kepada masyarakat.

i5i Indonesia^ Peraturan Pemerintah Tentang Lembaga Periindin^ea Konsumen 
Swadaya Masyarakat, PP >3o. 59 Tahun 2001, Pasal 5;

Pasal S;
,5T/&«/„ Pasal 9 ayat (l);
111 Pasal 9 ayat (2).
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4* Komisi Tata Krama Periklanan Indonesia

Berdasarkan Tala Krama dan Tata Cara Periklanan diatur tcmang Komidi 

Tata Krama Periklanan Indonesia Dalam Bab IV Tata Krama dan Tata Cara 

Periklanan dinyalakan bahwa Komisi Tala Krama Periklanan yang bertugas untuk 

menampuna masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan Tala Krama 

Periklanan. Selain bertugas menampung masalah-masalah yang timbul dalam 

pelaksanaan Tata Krama Periklanan, komisi tersebut juga bertugas untuk memberi 

saran mengenai penerapan Tata Krama Periklanan.

Komisi Tala Krama Periklanan Indonesia merupakan salu lembaga yang 

melakukan pengawasan terhadap iklan yang lahir dari se lf reguiai&W- Sebagai 

sebuah lembaga yang lahir dari se if regularion diharapkan dapat iebih efektif 

untuk menanggulangi iklan yang tidak sesuai dengan Tata Krama dan Tata Cara 

Periklanan, karena aturan tersebut dibuat sendiri oleh Asosiasi Periklanan. Dan 

tSengan menampung dan memberi saran mengenai penerapan Tala Kazma 

dan Tata Cara Periklanan dapat mencipiakan iklan yang santun dan mfonmatif 

bagi masyarakat serta dapat mencipiakan kesadaran Asosiasi Periklanan.

Namun jika dilihat iklan yang disampaikan kepada masyarakat ini, 

banyak sekali yang menyalahi Tata Krama dan Tata Cara Periklanan. Ha1 tersebut 

bisa tojadi karena tugas dari Komisi Tata Krama Periklanan Indonesia hanya 

sebagai penampung masalah dan memberikan saran. Sehingga, komisi tersebut 

menjadi kurang berfungsi.

B, Analisa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Jicraor 

206fPdt.G/2006/PN .Mi>N tentang PT. Exceicomindo Pratam a Mcfcroan 

Jboo Parlyn H. Sinaga

1 . Kasns Posisi

PT. Excclcomindo adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa 

telekomunikasi GSM yang berdiri sejak tahun 199S dan berkantor pasat di Jakarta 

Selatan serta mempunyai perwakilan disebagaian besar wilayah Indonesia dengan
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produk' utama layanan komunikasi GSM prabayar (bebas dan jempol) dan pasca 

bayar (Xpfor). Pada tanggal 30 Maret 2006 perusahaan tersebut mendistribusikan 

lenlang Program Tarif Ngirit Malam (Program Tarif Ngiril XL Bebas) untuk 

pelanggan yang berlaku tanggal 1 april sampai dengan 30 Juni 2006.

Pada tanggal 31 Maret 2006, perusahaan tcrsebul mengetahui bahwa 

brosur yang telah didistribusikan tersebut telah terjadi kesalahan cetak, dimana 

seharusnya program tersebut berlaku mulai 6 April 2006, namun brosur yang telah 

didistribusikan tersebut baru dapat ditarik oleh penisahaan tcrsebul pada tanggal 2 

April 2006 karena terkendala hari libur

Bahwa Jhon Parlyn Sinaga telah membeli produk perusahaan tcrsebul pada 

tanggal l April 2008, karena melihat brosur tentang Tarif Ngirit Malam XL bebas 

tersebut dengan nomor 08197205894. Dan Jhon Parlyn Sinaga merasa bahwa tarif 

ngirit malam tersebut tidak sesuai dengan keterangan yang ada pada brosur yang 

diperolehnya. Kemudian dia melaporkan pada perusahaan tersebut Dan pada 

tangga! 2 April 2006 pelaku usaha merespons dan menyelesaikan keluhan yang 

dialami oleh pelanggan pada tanggal 2 april 2006 malam dengan mengadakan 

penemuan benempai dikamor penggugat. Dalam penemuan tersebut perusahaan 

tersebut menyampaikan permohonan maaf dan memberikan penawaran kerja 

sama pemasangan iklan di perusahaan tcrsebul, namun Tergugat meminta agar 

penyelesaian masalah ini diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian yang 

bedaku di Badan Penyelesaian Sen^ceta Konsumen (BPSK) kota Medaa

Penggugat dan tergugat telah berulang kali memusyawarahkan untuk 

menyelesaikan keluhan pelanggan tersebut, begitu juga dalam proses hearmg di 

kantor BPSK Kota Mcdaa

Pada tanggal 3 April 2006 dan II April 2006 dimana pada setiap 

kesempatan musyawarah tersebut, penggugat tetap menyampaikan permohonan 

maaf serta menjelaskan kesalahan pencetakan/penulisan tanggai berlakunya 

program tarif ngirit malam yang bukan merupakan kesengajaan penggugat dan 

sebagai bentuk perdamaian atas adanya kesalahan tersebut, dengan menawarkan 

kompensasi pemasangan iklan diperusahaan XL ditambah dengan itikad baik 

untuk membayar tagihan Xplor 0819616010 milik Jlton Parlyn untuk penggunaan 

bulan januariY februari, dan maret 2006.
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Namun, Jhon ParJyn tetap tidak menerima tawuran perdamaian tersebut 

dan mengadukan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota 

Medan tanggal 16 April 2006. Kemudian BPSK memanggil tergugat dan 

penggugat untuk acara konsiliasi yang dilanjutkan dengan arbitrase dalam nomor 

perkara No. 7/Pea‘BPSK/2006/Mdit Tanggal I juni 2006 BPSK memuluskan 
bahwa:

Pihak PT. Exce!comindo berkeberatan atas kepulusan BPSK tersebut, 

kemudian mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Medan dengan alasan 

bahvva BPSK telah salah dalam menerapkan hukum dan/atau menerapkan hukum 

tidak sebagaimana mestinya serta memutuskan perkara melebihi dan alau 

melampaui batas kewenangannya. Kesalahan penerapan hukum tersebut, menurut 

pelaku usaha dikarenakan BPSK Medan menyatakan bahwa adanya kerugian yang 

diderita konsumen akibat perbuatan pelaku usaha menurut keyakinan Majelis dan 

rasa keadilan adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empal jula rup&ah) lidak tepai dan 

tidak sesuai atau tidak benar secara hukum dan jelas Majelis BPSK lelah 

melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, karena putusan 

tersebut berieniangan/lidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 2 Undang- 

Undang Perlindungan Konsumen dan tidak sesuai dengan Keputusan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan 

Tugas dan Wewenang BPSK dalam pasal 12 ayat (2) huruf a dan b. Selam itu 

alasan dari PT. Exceicomindo adalah kemgian yang sebenarnya diderita oleh 

konsumen dalam surat pengaduaannya adalah sebesar Rp. 9.054,- (sembilan ribu 

lima puluh empat rupiah), sementara Majelis menghukum pelaku usaha untuk 

membayar gauli rugi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat jula rupiah), bertentangan 

dengan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pasal 12 

ayal (2) huruf a dan b Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. Dan 

pertimbangan Majelis BPSK tidak logis atas kesetaraan nilai kerugian yang 

diderita dengan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha.

Keberatan pelaku usaha juga dikarenakan adanya keputusan BPSK yang 

menyatakan bahwa pelaku usaha telah melakukan perbuatan mdawan hukum,
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namun majelis BPSK tidak pernah membuktikan bahwa pelaku usaha telah 

melakukan perbuatan melawan hukum, dan keputusan tersebut hanya didasarkan 

pada pengakuan dan penafsiran pasal-pasal sccara apa adanya yang tertulis dalam 

undang-undang.

Karena itu pelaku usaha memohon kepada Majelb Hakim Pengadilan 

eceri Medan untuk: 

a Menerima dan mengabulkan gugatannya secara keseluruhan; 

b Menyatakan Putusan Arbitrase BPSK Medan Nomor 7/Pcn/BPSK/2006/Mdn 

tanggal 1 Juni 2006 batal dan tidak berkekuatan hukum; 

c Menolak permohonan eksekusi (fiat eksekusi) konsumen terhadap pelaksanaan 

putusan arbitrase tersebut

Pengadilan Negeri Medan memutuskan bahwa: 

a Mengabulkan keberatan penggugat (pelaku usaha) untuk sebagian; 

b Menyatakan penggugat (pelaku usaha) bersalah karena mengedarkan brosur 

dan iklannya yaitu Tarif Ngirit Malam yang lidak sesuai dangan yang 

diperjanjikan sebagaimana dalam pasal 8 ayat 1 butir f, pasal 9 ayat 1 bulir k, 

dan pasal i O butir a dari undang-undang perlindungan konsumen; 

c Menghukum penggugat untuk tidak memberlakukannya kepada konsumen; 

d Menyatakan adanya kerugian yang diderita oleh tergugat (konsumen) akibat 

perbuatan penggugat (pelaku usaha) sebesar Rp. 9.054,- (sembilan ribu lima 

puluh empat rupiah); 

e Menghukum penggugat (pelaku usaha) untuk membayar ganti ragi kepada 

tergugat (konsumen) sebesar Rp. 9.054,- (sembilan ribu lima puluh empat 

rupiah);

f  Menolak keberatan penggugat (pelaku usaha) selain dan selebihnya.

Selain itu Pengadilan Negeri Medan membebankan ongkos perkara yang 

timbul kepada penggugat (pelaku usaha) sebesar Rp. 129.000,- (seraiur dua puluh 

sembilan rupiah). Keputusan tersebut ditetapkan pada hari rabu tanggal 2 agustus 

2006.
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Namun Jhon Pariyn Sinaga berkeberatan atas Putusan Pengadilan Negeri 

Medan tersebut, sehingga dia mengajukan kasisi ke Mahkamah Agung. Dalam 

putusannya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan termohon dalam hal ini 

Jhon Pariyn Sinaga, menganulir Putusan Pengadilan Negeri Kota Medan, dan 

menyalakan sah kepuiusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan 

>5omor : 7/FEN/BPS102006;MDN tanggal 01 Juni 2006 tentang Aitiitrase, serta 

mengjbukum PT. Excelcomindo untuk membayar biya perkara sebesar Rp. 

500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

2. Anaizsa Kasus

Berdasarkan kasus posisi diatas dapat dilihat bainva kesalahan kecil yang 

dilakukan oleh pelaku usaha dalam periklanan akan berdampak besar bagi 

konsumen dan juga bagi perusahaan itu sendiri.

Setiap sengketa konsumen pada umumnya dapat diselesaikan dengan cara 

damai atau penyelesaian melalui lembaga atau institusi yang berwenang. Dalam 

pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen secara dam ai memburuhkan 

kamuan dan kemampuan berunding agar sengketa tersebut dapat diselesaikan 

secara damai, sehingga kedua belah pihak sama-sma diuntungkan.

Dalam kasus Jhon Pariyn Sinaga dengan PT. Exceicomindo rfiatn* dapat 

dilihat bahwa sebelum sengketa tensbut sampai pada lembaga atau instansi yang 

benwnang untuk menyelesaikan sengketa konsumen, pihak PT. Escelcomirtdo 

telah mengusahakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai dengan 

mengundang konsumen untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan memberikan 

kompensasi alas kerugian yang diderita oleh konsumen. Namun konsumen dalam 

hal ini Jlwn Pariyn Sinaga menolak untuk menyelasaikan sengketa terebeut secara 

damai. Sehingga usaha untuk menyelesaikan sengketa secara damai tidak bisa 

diwujudkan karena salah satu pihak berkeberatan untuk diselesaikan dengan cara 

damai, dan menginginkan untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga atau 

instansi yang berwenang dalam ha! ini konsumen menginginkan penyelesaian 

sengketa tersebut melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
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Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan suatu badan yang 

dibentak untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan yang diberi 

tugas untuk:

a_ Menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi;

b. Mcmbciikan konsultasi petlindung^n konsumen,

c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

d. Melaporkan pada penyidik umum apabila teijadi pelanggaran ketentuan dalam 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang 

ierjadinya pelanggaran lerhadap perlindungan konsumen;

£ Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindun^m konsumen;

g. Memanggil peiaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap 

perlindungan konsumen;

h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang 

dianggap mengetahui pelanggan terhadap Undang-Ucdnag Perlindungan 
Konsumen;

L Memima bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha saksi, saksi ahli, 

atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h. yang tidak 

bersedia memenuhi panggilan pengadilan badan penyelesaian sengketa 

konsumen;

j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain 

guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; 

k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian (h pihak konsumen:

L Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pclangj^ran 

terhadap perlindungan konsumen, dan; 

m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen dialas, maka kasus Jhon Parlyn Sinaga dengan PT. Exceleomindo 

dapat diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan menjadi 

wilayah kerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
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a  Menerima pengaduan/gugatan konsumen sebagian;

b. Menyatakan bahwa pelaku usaha bersalah karena mengedarkan brosur dan 

iklannya yaitu Tarif Ngiril Malam yang tidak sesuai dengan yang 

diperjanjikannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 batir f, pasal 9 

ayat l bulir k dan pasal 10 butir a dari undang-undang nomor 8 Tahun 1999;

c. Menghukum pelaku usaha untuk tidak memberlakukannya lagi kepada 

konsumen tersebut,

d. Menyatakan adanya kerugian yang diderita oleh konsumen akibal perbuatan 

pelaku usaha yang menurut keyakinan majelis dan rasa keadilan adalah sebesar 

Rp. 4.000.000,- (empal juta rupiah);

e. Menghukum pelaku usaha urnuk membayar ganti rugi tersebut kepada 
konsumen;

f. Menghukum pelaku usaha untuk membayar denda sebesar Rp. l.OOO.OOO,- 

(satu juta rupiah) setiap harir -̂a apabila lalai/tidak mau melaksanakan 

kepuiusan pada poin 4 dan 5 tersebut, sejak kepulusan ini berkekuatan hukum 
tetap;

g. Menolak gugatan lain dan selebihnya.

Anggapan bahwa BPSK Medan telah salah dalam menerapkan hukum 

karena telah menafsirkan undang-undang secara tidak benar teniama dalam 

mengaitkan Pasal 1365 KUHPerdata oleh pelaku usaha tidaklah beralasan. Karena 

perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPetdata 

sepatutnya memenuhi unsur-unsur* yaitu sebagai berikut: 

a  adanya suatu perbuatan;

b. perbuatan tersebut melawan hukum;

c. adanya kesalahan dari piltak pelaku; 

d  adanya kerugian bagi pihak korban;

e. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

BPSK Medan tidak membuktikan unsur tersebut, BPSK 

mendasarkannya hanya berdasarkan pengakuan dan penafsiran pasal-pasal secara 

apa adanya yang tertulis dalam undang-undang. Hal itu terjadi karena dalam
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Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menerapkan prinsip kcsalahn 

dalam mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam menyampaikan 

informasi.

Berdasarkan gambaran diatas, berdasarkan Pasal 52 angka k Undang- 

Undang Perlindungan Konsumen memberikan tugas dan kewenangan kepada 

BPSK untuk menetapkan dan memuluskan ada atau tidaknya ganti kerugian yang 

didenta oleh konsumen. Sehingga BPSK harus membuktikan bahwa konsumen 

telah dirugikan. Jika dikaitkan dengan kasus Jhon Parlyn Sinaga dengan PT. 

Exeelcomindo diatas, maka kerugian yang diderita oleh konsumen dapat 

dibuktikan sebesar Rp. 9.054,- (sembilan ribu lima puluh empol rupiah).

Pada prinsipnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya 

mensyaratkan adanya kerugian oleh konsumen sehingga konsumen dapat 

menggugat pelaku usaha sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 45 Undang- 

Undang Perlindungan Konsumen. Dan dengan alasan terdapatnya kerugian yang 

diderita oleh konsumen tersebut maka konsumen dapal mengajukan gugalan 

kepada lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen 
dengan pelaku usaha. Dan jika pun dikaitkan dengan Pasal 1365 KUHPerdata, 

maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus PT. Escelcomindo 

dengan Jhon Parlyn tersebut juga terpenuhi. Adanya sualu pertauatan, unsur 

tersebut sudah terpenuhi karena adanya perbuatan menyebarkan brosur Tarif 

Ngirit Malam yang seharusnya belum diinformasikan kepada publik, kemudian 

adanya unsur melawan hukum juga sudah terpenuhi karena adanya brosur tersebut 

menyebabkan informasi yang tidak benar kepada masyarakat, terkait dengan 

unsur kesalahan dari pelaku usaha juga terpenuhi karena pelaku usaha telah salah 

menyebarkan informasi kepada masyarakat, dengan adanya kesalahan informasi 

tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen dan tentunya terdapat hubungan 

kausal antara perbuatan menyebarkan brosur yang tidak sesuai dengan kenyataan 

dengan kerugian yang diderita oleh konsumen akibat informasi yang disampaikan 

dalam brosur tersebut. Jadi menurut hemat penulis dikaitkan ataupun tidak 

dengan Pasal 1365 KUHPerdata, dengan adanya kerugian tentunya unsur-unsur 

daiam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut otomatis akan terpenulii.
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Berkaitan dengan alasan PT. ExceIcomindo bahwa ganti rugi yang 

ditetapkan oleh BPSK tidak sesuai <fengan Pasal 12 ayat (2) huruf a dan b Surat 

Keputusan Mcnlcri Perindustrian Dan Perdagangan No.350 Tahun 2001 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, yang menyatakan bahwa

"Ganti rugi atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) dapat 

berupa (a) pengembalian uang dan (b) penggantian barang dan'atau jasa 

yang sejenis atau setara nilainya dan (c) perawatan kesehatan dan atau 

pemberian santiman".

Dan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan b Surai Keputusan 

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350 Tahun 2001 lenaang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK tersebut memang sgalan dengan Pasal 

19 ayal (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun berdasarkan Pasal 

12 ayat (2) huruf c Surai Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenag BPSK dan 
juga Pasal 19 ayat (2) Undang-Undnag Perlindungan Konsumen juga mengatur 

tentang ganti kerugian berupa pemberian santiman. Dan Keputusan BPSK Medan 
tersebut yang memutuskan pemberian ganti kerugian sebesar Rp. 4.000.000- 

(empoi juta rupiah) bisa dimasukkan dalam ganti kerugian berapa santunan akibat 
tekanan psikis yang mungkin diterima oleh Jhon Pariyn Sinaga dan juga keletihan 

psikis akibat masalah yang timbul karena diinformasikannya brosur yang pada 

kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan.

Penulis dalam hal ini juga melihat bahwa sesungguhnya kesalahan yang 

dilakukan oleh PT. Excelcomindo sudah dapat diberikan sanksi pidanz yang diatur 

dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-Undnag Perlindungan Konsumen, karena telah 

melanggar Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

“Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan 

suatu barang (km/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan 

jumlah tertentu, jika pelaku usalta tersebut tidak bermaksud untuk

Universitas Ertdotwia
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melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, 

dipromosikan, atau diiklankan-*

Dan pelanggaran terhadap Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen dapat diajukan sanksi pidana sebagaimana yang diatur daSam Pasal 62 

ayal (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat 

(3) huruf d dan huruf f  dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 

tahun atau pidana denda paJing banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta 
rupiah)”

Sehingga seharusnya PT. Evcelcoimndo juga dihukum dengan pemberian sanksi 

pidana. sebagaimana yang dikemukakan diatas.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi serta 

peraturan pelaksananya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahua 2000 

tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, mengikuti prinsip tanggung jawab 

yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang sudah lahir 

sebelumnya, yaitu modifikasi terhadap tanggung jawab berdasarkan kesalahan 

dengan beban pembuktian terbalik.159 Dimana ketentuan ganti kemgian dalam 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Bab V Pasal 68 dirumuskan bahwa:

a. Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang 

menimbulkan kemgian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan 

gami ragi fcepeda penyelenggara telekomunikasi

b. Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (I), kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat 

membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan 

atau kelalaiannya.

rnosentius Samsul, op. ci(.t hal 149.
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c. Ganti nigi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbatas kepada kerugian 

langsung yang diderita atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggaraan 

telekomunikasi.

Putusan Pengadilan Negeri Medan bahwa:

a. Mengabulkan keberatan penggugat (pelaku usaha) untuk sebagian;

b. Menyatakan penggugat (pelaku usaha) bersalah karena mengedarkan brosur 

dan iklannya yaitu Tarif Ngirit Malam yang tidak sesuat dengan yang 

diperjanjikan sebagaimana dalam pasal 8 ayat 1 butir f, pasal 9 ayat 1 baUr k, 

dan pasal 10 bulir a dari undang-undang perlindungan konsumen;

c. Menghukum penggugat untuk tidak memberlakukannya kepada konsumen;

d. Menyalakan adanya kerugian yang diderita oleh tergugat (konsumen) akibat 

perbuatan penggugat (pelaku usaha) sebesar Rp. 9.054,- (sembilan ribu lima 

puluh empat rupiah);

e. Menghukum penggugat (pelaku usaha) untuk membayar ganti sugi kepada 

tergugal (konsumen) sebesar Rp. 9.054,- (sembilan ribu lima puluh empat 
nipiah);

f  Menolak keberatan penggugat (pelaku usaha) selain dan selebihnya.

Jika dilihat Keputusan Pengadilan Negeri Kota Medan dialas pada 

dasarnya juga memuluskan adanya unsur kesalahan dari PT. Exoelcomindo 

terhadap konsumen atas iklan yang disampaikan melalui brosur, yang ternyata 

tidak ditepati oleh pelaku usaha. Namun, jika dilihat kepotusan tersebut tidak 

mempertimbangkan rasa keadilan atas jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh 

PT> Excelccmindo sebesar Rp. 9054. Menurut penulis, ganti rugi tersebut sangat 

jkeeii, sementara itu konsumen untuk menuntut haknya telah berusaha dengan 

susah payah dan mengalami kerugian waktu, uang, dan juga tekanan psikfogis. 

Dan hakim Pengadilan Negeri Kota Medan tidak mempertimbangkan hal tersebut.

Kasus diatas, merupakan satu kasus kerugian konsumen yang diakibatkan 

oleh informasi yang disampaikan secara tidak benar kepada konsumen. Bisa 

teriihat bahwa, untuk menuntut kerugian yang sangat kecil, konsumen harus

Ujgyersftgg !ndg»ngs3a
Analisis yuridis..., Dayu Medina, FH UI, 2008



119

melakukan usaha-usaha yang maksimal, sehingga diperlukan suaiu mekanisme 

yang baik dalam menyelesaikan gugatan-gugatan konsumen tosebut

Dan akibal \ âng dirasakan oleh pelaku usaha sendiri, alasgugalan 

konsumen yang diketahui oleh khalayak umum akan menciptakan stigma bagi 

perusahaan tersebut, yang akan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha sendiri.

Dan. masalah kerugian konsumen atas iklan tarif sduler ini tidak akan 

terjadi jika Pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Perlindungan Konsumen 

Swadaya Masyarakat dapat bekerja dengan baik dalam melakukan pengawasan 

terhadap iklan yang diinformasikan pada masyarakat

Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen pecEguna jasa 

telekomunikasi seluler akan dapat diselesaikan dengan baik, jika perusahaan 

penyedia jasa telekomunikasi seluler memberikan informasi yang benar dan jelas 

kepada masyarakat Sementara itu Lembaga Perlindungan Konsumen Sw adaya 

Masyarakat juga berperan aktif dalam melindungi masyarakat

Selain i lu dengan diterapkannya ianggung jawab mullak pada Pelaku 

Usaha, maka akan mencipiakan prinsip kehali-halian bagi pelaku usaha Dan 

karena pelaku usaha adalah pihak yang sangat berkepentingan terhadap iklan dan 

informasi yang disampaikan kepada masyarakat disamping itu juga karena pelaku 

usaha adalah pihak yang membiayai dan mengetahui akan menjadikan dunia 

-periklanan di Indonesia lebih baik.
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BAB V 
PENUTUP

A- KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab-hab diatas, maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

Periania, bahwa pengaturan tentang iklan tarif jasa telekomunikasi seluler 

tunduk terhadap beberapa undang-undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang 36 Tabun 1999 tentang 

Telekomunikasi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen dan beberapa peraturan pelaksana dari masing-masing undang-undang. 

Selain itu masalah iklan tarif jasa telekomunikasi seluler juga tunduk pada Tata 

Krama dan Tata Cara Periklanan sebagai sel/regulation.

Kedua, bahwa berbagai bentuk iklan tarif jasa telekomunikasi seluler 

yang diinformasikan kepada masyarakat dapat berupa iklan yang m enyetkan 

dan jaga iklan yang salah. Selain itu iklan tarif seluler yang diinformasikan 

menjadi ajang bagi operator seluler selaku penyelenggara jasa tekkomumkasi 
untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya, sehingga teijadi perang iklan 

antar operator seluler. Namun, perang iklan tersebut menimbulkan persaingan 
vang tidak sehat antar operator. Disisi lain, iklan tarif seluler }ang menjadi 

informasi bagi masyarakat tersebut juga sering melanggar Tala Krama dan Tata 

Cara Periklanan. Dan keadaan tersebut banyak menimbulkan kerugian bagi 

konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, membagi tan jung  

jawab kepada pelaku usaha pemesan iklan dan juga kepada pelaku usaha 

periklanan Pelaku usaha pemesan iklan dapat dimintai tanggung jawab atas 

pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sementáis itu 

pelaku usaha periklanan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas 

kreativitasnya bukan atas informasinya. Dan atas kerugian tersebut, konsumen 

dapat mcminlut kerugiannya melalui cara damai ataupun melalui lembaga atau 

institusi yang berwenang.

Keiiga, bahwa pengawasan yang terhadap iklan tarif seluler dapat 

dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, Lembaga Perlindungan Konsumen
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Swadaya Masyarakat (l.PKSM)* setia Komisi Tala Krama Periklanan Indonesia 
(TKPI). Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan oleh Badan 

Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan Komiss Penyiaran. BRU, 

melakukan pengawasan terhadap tarif yang diterapkan oleh operator seluler dan 

Komisi Penyiaran mengawasi siaran iklan yang juga lerma>uk iklan larir jasa 

telekomunikasi seluler. Dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan 

pengawasan terhadap iklan tarif jasa telekomunikasi seluler yang diinformasikan 

pada masyarakat, yang paling efeklif dan tepai menjadi ujung tombak alas 

pengawasan tersebut ada di tangan pemerintah, karena pemerintahlah yang 

menetapkan formula tarif dan melakukan efaluasi berkala alas lari f iersebul, serta 

kewajiban operator seluler untuk meminta persetujuan pemerintah atas tarif yang 

akan dikenakan pada pengguna jasa telekomunikasi seluler di Indonesia. Salah 

satu kasus yang terkait dengan iklan tarif jasa telekomunikasi seluler adalah kasus 

PT. Excdcomindo dengan ihon Pariyn Sinaga. Dalam kasus tcisebut terlihat 

bahwa untuk menuntut kerugian konsumen yang sangat k m l  namun akhirnya 

harus diselesaikan dengan waktu dan biaya yang cukup besar. Dari putusan 

Mahkamah Agung terlihat bahwa peradilan di Indonesia masih melihat hak-hak 

konsumen, karena memenangkan konsumen dari perusahaan yang cukup besar 

dan berpengaruh.

B. SARAN

Dari pembahasan dan kesimpulan diatas, dapat direkomendasikan hal-hal 

sebagai berikut

1. Diperlukannya sebuah Undang-Undang Periklanan yang dapat mengatur 

secara lebih rinci dan tegas tentang periklanan. Hal tersebut dikarenakan dari 

sebuah iklan dapat merugikan masyarakat banyak dan juga terganggunya iklim 

berusaha di Indonesia (adanya persaingan curang).

2. Diberlakukannya tanggung jawab mutlak atas ikian yang merugikan konsumen 

dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku kepada pelaku usaha, karena 

pelaku usaha yang mengiklankan produknya adalah pihak yang membiayai
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dan mempunyai kepentingan paling tinggi atas iklan yang dipesannya serta 

mengetahui seluk beluk yang dipasarkan.

3. Peri u dilakukan perbaikan terhadap kinerja Badan Regulasi Telekomunikasi 

Indonesia (BRT1) dan Komisi Penyiaran, karena saat ini banyak iklan tarif jasa 

telekomunikasi seluler yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Serta, 

perlu perbaikan terhadap sclf rcguiatian dai m bidang periklanan, tidak hanya 

memberikan tugas kepada Komisi Tata Krama Periklanan Indonesia sebatas 

menampung masalah periklanan dan juga hanya memberi saran alas masalah 

periklanan tersebut tapi juga memberikan sanksi bagi pelanggaran atas Tata 

Krama dan Taía Cara Periklanan (ersebuL
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